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ABSTRAK

Peremajaan lingkungan permukiman dilakukan untuk mengoptimalkan ruang kegiatan
masyarakat dengan melakukan penataaan permukiman kumuh terutama yang dihuni oleh
kelompok masyarakat kota berpenghasilan rendah. Dalam hal ini terdapat berbagai tipe
peremajaan yang dapat dilakukan. Di Mojosongo yang pada awalnya merupakan salah satu
kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta, peremajacan dilakukan dengan redevelopment,
resettlement dan peremajaan tanpa perubahan strukiur kawasan. Dalam peremajaan tersebut
dibutuhlkan adanya pengelolaan prasarana pasca pelaksanaan.

Tujuan penelition ini adalah dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan prasarana dengan mengetahui bentuk peran serta, tingkat peran serta don faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuam tersebut dilakukan analisa kuantitatif

dengan tabulasi silang yang didukung dengan diskriptif kualitatif.

‘ Di Mojosongo, bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana
untuk tiap-tiap lingkungan yang terkena program peremajaan yong berbeda pada dasarnva sama.
Untuk bentuk sumbangan dalam pengelolaan prasarana berupa tenaga dan bentuk kegiatan
berupa kerja bakii. Kegiatan pertemuan dilakukan satu kali dalam sebulan dimana kehadiran
warga diwakili oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan untuk tingkat RT dihadiri seluruh
warga. Pertemuan tersebut dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya.
Dalam hal ini untuk tingkat RT cenderung berbentuk peran serta langsung sedangkan tingkat RW
berbentuk peran serla tak laongsung. Mengenai derajad kesukarelaan maka kegiatan yang ada
berbentuk peran serta bebas. -

Secara keseluruhan tingkat peran serta masyarakat tinggi dalam pengelotaan prasarana
dan menurut kategori Arstein dapat digolongkan pada tingkat delegated power. Hal ini
menunjukkan bahwa penilaian rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana
di Mojosongo tidak selamanya benar.

Mengenai faktor yang berpengaruh, di RW [ (redevelopment), bentuk peran seria
dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang dikenal, bentuk sumbangan dalam peremajaan, kehadiran
pemimpin dan besarnya bantuan dari pemerintah. Untuk tingkat peran serta dipengaruhi oleh
umur, bentuk sumbangan dalam peremajaan, persepsi manfaat dan karakieristik prasarana. Di
RW II-VI (program peremajaan tanpa merubah struktur kawasan), bentuk peran serta dalam
pengelolaan prasarana dipengaruhi oleh umur, jenis pekerjaan, jumlah tetangga yang dikenal,
persepsi tanggungjawab dan bantuan pihak ketiga. Untuk tingkat peram serta masyarakat
dipengaruhi oleh wumur, tingkat pendapatan, tingkat peran serta selama peremajaan, persepsi
manfaat, pemberian bantuan dana dan material oleh pemerintah. Pada akhimya di RW VII
(resettlement), bentuk peran serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jumlah tetangga yang
dikenal. Untuk tingkat peran serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, persepsi manfaat peran
serta, jumiah tetangga yang dikenal, lama tinggal dan tingkat peran serta selama peremajaan.
Sehingga secara keseluruhan pada kawasan yang telah diremajokan bentuk peran serta
dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang dikenal dan tingkat peran serta dipengaruhi persepsi
manfaat kegiatan peran serta,

Dengan demikian untuk meninglatkan peran serta masyarakat di seluruh kawasan yang
telah diremajakan di Mojosongo maka fakior yang harus diperhatikan agar masyarakat dapat
lebih terlibat dalam pengelolaan prasarana adalah faktor jumlah tetangga yang dikenal dan

Jakior persepsi manfaat kegiatan. Upaya ini harus didukung dengan usaha-usaha untuk
memperkecil hambatan-hambatan masyarakat dalam berperan serta terutama di bidang ekonomi
dan birokrasi dari Pemerintah. ‘
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ABSTRACT

_ The renewal of slum area is done to optimize the public space by arrangging the
public housing especially for the low cost housing. In this case there are some types of the
renewal that can be used. In Mojosongo, it was done by redevelopment, resettlement and the
program without changing area structure. Afier implementation the program, they need
infrastructure managemen.

The purpose of this research based to increase communily participation in the
infrastructure management by knowing the forms of participation, the level of participation

and influence factors. In order to reach those goal, there is quantitative analyst by cross

tabulation support by qualitative description.

In different area in Mojosongo that have been improved with different program there
are the same types of community participation in infrastucture management. In the form of
donation, peoples like to give the force form and in the activitiy form, there is mass action (o
maintain and develop the infrastructure. The meeting activity done once a month that present
a part of the society in the RW level, in the RT level present all of the society. Those meeting

regularly done at the same time and different place or at different time and the same place. In-

this case for the RT level tend to form as direct participation while on the RW level is indirect
participation. About the voluntary degree there is free participation form.

The community participation level in- infrastructure management in Mojosongo
totally high and according io Arstein it can be classified at the delegated power level. It shows
that the jugdment about how low the level of community participation was not entirely correct.

Concerning the influence factors, in RW I (redevelopment), the form of participation
be influenced by the number of neighbors known, the form of donation during the renewal that
has be done, leader presence and how much the government assistance. For the participation
level be influenced by the age, the form of donation during the renewal, perception the benefit
of community participation and infrastructure characteristic. In RW II-VI, the form of
participation be influenced by the uage, occupation, the number of neighbors known,
perception of the infrastucture management responsibility and role of external agencies. For
the level of community participation be influenced the age, income level, the level of
community participation during the renewal, perception of the benefit of community
participation, the government help on fund and material. In RW VII (resettiement), the form of
community participation be influenced by education level and the number of neighbors known.
For the level of participation be influenced by education level, the perception of the benefit of
community participation, the number of neighbors known, the long of the living and the level
of participation during the renewal. As for the whole area improved, the form of community

participation be influnced by the number of neighbor knowns and the level of commumity
participation is influenced by the perception of the benefit of community participation in
infrastruciure management,

To increase the level of community participation in the whole area in Mojosongo that
has been improved in the renewal of slum area, the factors that must be concerned if the
community more participate in infrastucture management are the number of neighbors factor
and the perception of the benefit of community participation. This effort must be supported
with the activities to decrease community participation constraints especially in the economic
and government bureaucracy.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, kota merupakan sumber darl bermacam-macam lapangan pekerjaan
yang menarik. Urbanisasi telah mendorong orang datang dan tinggal di kota yang akhirnya
meningkatkan kepadatan penduduk kota. Kepadatan penduduk ini terkonsentrasi di kawasan-
kawasan permukiman di penjuru kota.

Di kota, peningkatan permintaan akan permukiman yang layak tidak sebanding
dengan penyediaan sarana dan prasarana. Menurut Batubara (dalam Budiharjo,1998:91-94),
padatnya penduduk di kota akan mengakibatkan semakin kurang memadainya sarana dan
prasarana permukiman. Padahal perumahan dan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan
dasar dan merupakan faktor penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika dan
produktifitas masyarakat. Tidak tersedianya perumahan dan prasarana lingkungan yang
memadai mengakibatkan tumbuhnya “s/ums”, kawasan permukiman kumuh, yang
menimbutkan berbagal masalah kualitas lingkungan hidup kota yang pada gilirannya
menilﬁbulkan permasalahan sosial ekonomi. |

Sejalan dengan‘ peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan,
Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan. Salah satu la;ngkah yang dilakukan adalah
dengan melakukan peremajaan lingkungan permukiman. Peremajaan lingkungan permukiman

dalam hal ini merupakan suatu proses penataan kembali kawasan kumuh perkotaan agar dapat

dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang kegiatan masyarakat, Proses tersebut terutama

diterapkan pada kawasan yang dihuni oleh kelompok masyarakat kota berpenghasilan

rendah.(Cipta Karya,1996: I11-6).




Peremajaan lingkungan permﬁkiman melibatkan beberapa komponen yang harus
dibenahi. Salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan perkembangan kegiatan
sosial dan kegiatan ekonomi tersebut adalah prasarana. Pembangunan tidak dapat berjalan
dengan lancar jika prasarana tidak baik. Prasarana lingkungan adalah jaringan jalan, jaringan
air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk
kesehatan Iingl;ungan, serta jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan
pencegahan banjir (Dirjend Cipta Karya, IAP, 1997:86). Di sini ditekankan bahwa prasarana
berpengaruh pada kondisi lingkungan. Pemeliharaan dan perbaikan pada prasarana akan
menjamin kualitas lingkungan permukiman.

Sejalan dengan hal-hal diatas, Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki
permasalahan peningkatan jumlah penduduk dan keterbatasan penyediaan rumah yang layak.
Hal ini ditandai dengan adanya permukiman kumuh telah tumbuh pesat di beberapa bagian
kota. Sehubungan dengan kondisi tersebut beberapa usaha peremajaan telah dilakukan untuk
memperbaiki kondisi lingkungan permukiman. Salah satu kegiatan peremajaan yang telah
berhasil dilakukan adalah peremajaan lingkungan permukiman di Moj bsongo.

Kawasan di Mojosongo pada awalnya merupakan permukiman kumuh dengan
kondisi sanitasi yang buruk. Sebagian warganya mempurnyai masalah dengan status tanahnya,

karena menempati tanah negara, bantaran sungai dan daerah yang termasuk dalam sempadan

. sungai. Kondisi ini diperburuk dengan adanya polusi akibat limbah kotoran maupun udara dari

peternakan babi dan pabrik tahu.

Melihat hal tersebut maka Pemerintah (Ditjen Cipta Karya dan Pemda Kodya
Surakarta) bersama Bank Dunia melalui Semarang Surakarta Urban Development Program
(SSUDP) menetapkan Kalurahan Mojosongo sebagai kawasan yang perlﬁ ditata kembali untuk

dapat mendukung perkembangan Kota Surakarta secara keseluruhan. Disadari bahwa




pembdngunan fisik tidak dapat ]angsﬁng dilaksanakan, sehingga diperlukan suatu pendekatan
untuk mehyiapkan masyarakat secara sosial.

Proyek ini dimulai pada tahun 1996, dengan wmelakukan berbagai program
peremajaan. Program redevelopment dilakukan pada daerah di Bantaran barat Kali Anyar
untuk menata kembali kawasan permuk.iman kumuh di bantaran sungai, program resettlement
dilakukan deﬁgan memindahkan warga di Bantaran timur Kali Anyar ke Kedung Tungkul dan
program yang terakhir adalah peningkatan kualitas lingkungan secara umum yang dilakukan
tanpa merubéh struktur fisik kawasan yang telah ada dengan memperbaiki prasarana
lingkungan yang ada.

Mengenai pendekatan ke masyarakat, pada tahap persiapan dan perencanaan
masyarakat diajak untuk berperan serta dengan menyampaikan aspirasihya. Dalam hal ini
masyarakat diminta untuk membuat usulan-usulan, prioritas dan keinginan-keinginannya
berkaitan dengan proyek yang akan dilaksanakan. Tahapan ini berlangsung sampai tahun
1998, dengan ﬁenghasilkan beberapa rencana, desain serta kesepakatan 'Iainnya yang sebagian
berfungs_i sebagai masukan bagi pembangunan fisik. Setelah Nopember 1998 barulah kegiatan
fisik dilaksanakan yang terdiri dari beberapa paket pembangunan dengan tanpa meninggalkan
proses pendampingan masyarakat.

Proyek tersebut telah dinilai berhasil meningkatkan tingkat ekonomi, sosial,
- kesehatan, keamanan dan berhasil memacu peran serta. Menurut hasil laporan dari
Departemen Kimpraswil (2001:4-7), peran serta masyarakat terlihat cukup mendukung dalam
pelaksanaan proyek peremajaan lingkungan permukiman. Pada sektor ini beberapa penduduk
yang sebagian lahannya terkena pelurusan jalan, saluran, hidran dan MCK bersedia
menyerahkan tanpa ganti rugi, meskipun melalui pendekatan yang tidak mudah. Peran serta

masyarakat pada sektor ini bisa dinilai memuaskan.
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b. Duata sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang relevan dengan topik
yang akan diteliti. Pengertian lain bahwa data sekunder merupakan data primer yang

diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah dioleh lebih lanjut dan disajikan baik

oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk

tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti unt
memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut
(Sugiarto, et al,2001:19). Dalam hal ini data sekunder diperoleh misalnya dengan menyalin

atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi.

3.3. Tel;nik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang
sifatnya tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup
dengan pengertian ‘bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal
memilth beberapa alternatif yang telah disediakan.

Skala yvang dipakai untuk menentukan jumlah alternatif jawaban untuk data yang sifatnya
ordinal dipakai skala Likert. Skala Likert menggunakan metode penilaian terakhir,
Biasanya responden memberi tanda pada skala / sampai 5 dimana setengah soal p.ositif
dan setengahnya lagi negatif. Skor responden adalah jumlah seluruh skor pada soal-soal
yang terpisah. Namun banyak peneliti yang memberikan penekanan pada kecenderungan
responden untuk “mengamankan” dan untuk menempatkan jawaban mereka di tengah

sebagai angka netral. Ini disebut pengaruh “kecenderungan sentral” Sehingga beberapa
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. peneliti berusaha menghapuskan samasekali dengan menghilangkan angka netral dan
mengurangi skala menjadi 4 angka (Sevilla, et al, 1993:225).

Dari pengertian di atas maka pada penelitian ini dipakai skala 1 sampai 4 untuk data yang

sifatnya ordinal. Hal ini juga sesuai dengan Nasution (2002:63) yang menyatakan bahwa

dalam penggunaan skala Likert tidak terdapat aturan baku dimana dalam hal ini dapat

dipakai dengan jumlah ganjil atau genap.

b. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang .

dilakukan dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui
permasalahan. Teknik ini dipakai secara simultan dan sebagai cara utama memperoleh
data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-
hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi.

c. Observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan hal-hal yang penting, sehingga

penulis mampu menggambarkan secara nyata kondisi di lapangan. -

3.4. Teimik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga
(Singarimbun,1995:152). Populasi merupakan keseluruhan penduduk atau individu yang
dimaksudkan untuk diselidiki. Pendapat lain mengatakan bahwa populasi adalah kumpulan
dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat inferensi. Dalam hal ini populasi
berkenaan dengan data bukan pada orangnya atau bendanya (Nasir,1999:327).

Berdasarkan pendapat tersebut maka yang dimaksud dengan popule‘lsi adalah
keseluruhan individu atau seluruh gejala atan seluruh peristiwa yang akan diselidiki yang
mempunyai karakteristik spesifik sebagai sumber data dan sebagai batasan generalisasi dari

hasil penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang dijadikan populasi dalam




penelitian ini adalah warga Kelurahan Mojosongo Kecamatan Banjarsari yang telah
diremajakan melalui proyek Peremajaan lingkungan permukiman yaitu RW 1, I, I, IV, V,
W1 dan ViI. Dimana untuk RW I terkena proyek peremajaan dengan prdgram redevelopment.-,
RW II-VI terkena proyek peremajaan dengan program peremajaan tanpa merubah struktur
kawasan dan RW VIl terkena proyek peremajaan dengan program reseltlement.

Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah sejumlah penduduk yang
jumlahnya kurang dari pupulasi. Sampel merupakan sebagian individu yang diselidiki
(Hadi,2000:70). Pendapat lain mengatakan bahwa sampel adalah wakil dari populasi yﬁng
dipergunakan untuk menentukan sifat serta cirl yang dikehendaki dari populasi
(Nasir,1999:325).

Berdasarkan hal di atas maka sampel yang akan diambil harus mewakili populasi
dimana semakin besar populasi semakin besar pula sampelnya. Dalam penelitian in1 peneliti
mengambil sejumlah responden dari jumlah populasi yang ada s’ebagai sampel.

Sesvai dengan Schubeler (1996:21) mengenai peran serta masyarakat dalam
pelayanan prasarana, sebagai catatan penting adalah bahwa unit dasar pengambilan keputusan
dan tindakan memandang prasarana secara individual atau sebuah rumah tangga. Schingga
rcspohden disini adalah kepala keluarga atau anggota keluarga lain yang memiliki peran
penting dalam keluarga. Maksud dari pengambilan sampel adalah mereduksi jumlah
responden yang akan diambil datanya. Dalam hal ini sampel akan mengefisienkan waktu,
tenaga dan biaya.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang digunakan dalam penelitian
ini adalah area probability sample dilengkapi dengan proportional sample. Area probability
sample atau sampel wilayah adalah teknik sampling yang dilakukan den'gan mengambil wakil

dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Sedangkan proportional sa}nple dilakukan
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untuk menyempurnakan penggunaan sample wilayah. Ada kalanya banyaknya subyek yang
terdapat pada setiap strata atau setiap wilayah tidak sama. Oleh karena itu, untuk memperoleh
sampel yang representatif, ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subyek
dalam masing-masing wilayah. (Arikunto,1998:126-127).

Sedangkan mengenai jumlah warga yang akan dijadikan sampel terdapat beberapa
pedoman. Untuk penelitian deskriptif kuantitatif ini dapat dipakai ukuran minimum dari Gay
(datam Sevilla,1993:163) pada penelitian deskriptif yaitu sebesar 10% dari populasi.

Untuk menentukan jumlah ukuran sampel dipakai formulasi dari Slovin (dalam

Sevilla,1993:161) yaitu :

N
n =
1 + Ne°
Dimana,
n . ukuran sampel
N . ukuran populasi
d - nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Dalam hal ini batas keteliltian yang dipakai dalam menentukan jumiah sampel adalah 10%.
Berdasarkan formulasi tersebut maka bila jumiah KK di RW [, II, IIL, IV, V, VI, dan VII

adalah 2.773 KX maka ukuran sampelnya adalah :

2.773
0=

1+ 2.773. (0,1
n= 97 - _._. » n=100

Jadi besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 Kepala Keluarga,




54

Untuk jumlah sampel pada masing-masing RW yang terkena program dapat dihitung
berdasarkan teknik proportional sampel yang didasarkan pada prosentase jumlah penduduk di
tiap-tiap RW yang diremajakan dengan redevelopment, peremajaan tanpa merubah struktur
kawasan dan resettlement. Sehingga jumlah masing-masing sampel dapat dilihat pada tabel

berikut;

TABEL 0I.1
PERHITUNGAN JUMLAH SAMPEL PENELITIAN

1-VI 7.430 792 79
VII 648 6,9 7
Jumlah 9377 100 100

Sumber : Data Sekunder diolah, 2003

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas maka dapat diketahui besarnya sambe] pada
masing-masing program yaitu untuk RW I (redevelopment) sebanyak14 respeonden, RW II-
VI sebanyak 79 responden dan RW VII sebanyak 7 responden.

Setelah jumlah sampel yang akan diambil diketahui maka untuk teknis pelaksanaan
dipakai reknik purposive sampling. Dalam hal ini responden yang dipilih adalah warga yang
terlibat dalam proses peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta ataupun

warga yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan prasarana yang telah dibangun.
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3.5. Mjetode Analisis

l- h;letode analisis yang digunakan dalam penyusunan studi ini adalah metodé analisis
deskriptif kuantitatif didukung dengan kualitatif serta metode tabulasi silang. Secara lebih
rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Metode untuk mengetahui bentuk peran sertd masyarakat.

Untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca '
peremajaan linékungan permukiman dipakai metode analisis deskriptif kuantitatif .
Berdasarkan hasil pengambilan data dari para warga maka dapat diketahui prosentase bentuk
peran serta yang dinginkan dalam pengelolaan prasarana pasca 1;t;erézrnajaan lingkungan
permukiman baik bentuk sumbangan dalam berperan serta maupun bentuk kegiatan.

b. Metode untuk mengukur tingkat peran serta masyarakat.

Menurut Schubeler (1996:32) peran serta dalam pengelolaan prasarana lebih
merupakan proses dan bukan produk. Dengan demikian untuk mengukur tingkat peran serta
masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman dapat
dilihat dani proses kegiatannya. Tingkat peran serta masyarakat imi diukur dengan metode
kuantitatif melalui penjumlahan skor dari indikator frekuensi kehadi_ran dalam pertemuan,
keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan membayar
iuran atau sumbangan lain yang telah disepakati bersama. Dimana masing-masing indikator
terdiri dari skala tinggi (4), agak tinggi (3), rendah (2) dan sangat rendah (1).

Besarnya interval skor untuk menentukan kategori tingkat peran serta masyarakat
secara menyeluruh didasarkan skor kategori tingkat peran serta individu dikalikan dengan
jumlah sampel. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terdapat 4 kriteria dengan skor masing-masing berkisar l.sampai 4. Sehingga

minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4 x 1) adalah 4, maksimum skor yang
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“diperoleh untuk setiap individu (4 x 4) adalah 16. Maka bila jumlah sampel 100, dapat

diketahui skor minimum untuk tingkat peran serta masyarakat (100 x 4) adalah 400 dan skor
maksimum (100 x 16) adalah 1600. Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum
maka diketahui pula jarak interval, (1600 — 400)/4 = 300. Sehingga dapat diketahui tingkat

peran serta masyarakat adalah

» Sangat Tinggi bila memiliki skor 1301 - 1600
» Tinggi bila memiliki skor 1601 - 1300
= Rendah bila memiliki skor 701 - 1000
= Sangat rendah bila memiliki skor 400 ~700

Metode ini juga dipakai untuk mengetahui range skala penilaian tingkat peran serta di RW [
(redevelopment), RW 11-VI dan RW VII (resettlement) dengan berbagai jumlah responden
seperti yang terlihat pada Tabel I11.2.

Sedangkan untuk mengukur tingkat peran serta masyarakat selama perenéanaan dan

pelaksanaan peremajaan lingkungan permukiman terdin dari dua yaitu :

‘a. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan rencana dan pelaksanaan

dipakai mietode analisis kuantitatif sama seperti di atas dengan indikator frekuensi
kehadiran dalam pertemuan, keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan dalam
kegiatan fisik dan kesediaan mel-nbayar iuran atau sumbangan lain yang telah disepakati
bersama, dan kemudian dikategorikan dalam tingkat peran serta tinggi bila memiliki skor
1301-1600, agak tinggi bila skor 1001-1300, rendah bila skor 701-1000 dan sangat
rendah bila skor yang diperoleh 400-700.

b. Tingkat peran serta masyarakat terhadap hasil perencanaan dan pelaksanaan dipakai

metode kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan studi laporan proyek dengan tolok

ukur sejauhmana pengaruh usulan warga terhadap implementasi perencanaan dan

pelaksanaan. Dalam hal ini dipakai tipologi dari Arstein dan kemudian di kelompokkan




TABEL IIL.2.
PERHITUNGAN SKOR UNTUK MENENTUKAN TINGKAT PERAN SERTA
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1.75-25 25-3.25 7-10 1013 13-16
35-5 5-65 14 —20 20-26 26 — 32
525-75 7.5-9.75 21-30 36-39 3948
7-10 10-13 28— 40 40-52 52 — 64
8.75-125 12.5 — 16.25 35-50 50 — 65 65— 80
10.5 - 15 15—19.5 19.5 — 24 24— 42 42 — 60 6078 78—96
12.25—17.5 17.6—22.75 22.75—28 28-49 4570 70 — 91 91— 112
14 =20 20-26 26— 32 32-56 56 — 80 80-104 | 104—128
15.75—22.5 22.5-2925 20.25 136 36-63 6390 90— 117 | 117144
17.5-25 25-32.5 32.5-40 40— 70 70-100 | 100-130 ! 130-160
19,25 — 27.5 27.5-35.75 35.75 — 44 44 - 77 77110 | 110-143 | 143-176
21-30 30-39 3948 48 -84 84—120 | 120-156 | 156192
2275325 325-42.25 42.25 - 52 52 — 91 91130 | 130-169 | 169-208
24.5 ~ 35 35-455 455 - 56 56— 98 98—-140 | 140—182 | 182224
26.25-37.5 37.5- 48.75 48.75 — 60 60— 105 106—150 | 150—195 | 195—240
28 — 40 40 — 52 52 - 64 64112 112160 | 160—208 | 208 —256
2975425 425~ 5525 5525 _ 68 68—119 119-170 | 170—221 | 221 —272
31.5 45 45~ 58.5 58.5~72 72-16 126—180 | 180—234 | 234288
33.25-47.5 475-61.75 61.75-176 76 — 133 133190 | 190—247 | 247 — 304
35-50 50 — 65 65— 80 80— 140 140 -200 | 200—260 | 260 —320
36,75 52,5 52.5-68.25 68.25 — 84 84 — 147 147 -210 | 210-273 | 273336
38.5-55 55—-71.5 71.5— 88 88— 154 164 —220 | 220—286 | 286 — 352
4025~ 57.5 575 714.75 74.75 - 92 92 — 161 161 —230 ['230-299 [ 299 -368
42— 60 60— 78 78— 96 96 — 168 168 —240 | 240312 | 3122384
43.75— 62.5 62.5-81.25 | 81.25-100 100175 | 175-250 | 250325 | 325-400
45565 65— 84.5 84.5 - 104 104182 | 182—260 | 260—338 | 338-416
47.25—67.5 67.5— 87.75 87.75— 108 108-189 | 189-270 | 270351 | 351432
49-70 70— 91 9t-112 112196 | 196 —280 | 280— 364 | 364 — 448
50.75 — 72.5 7259425 94.25— 116 116—202 | 203290 | 290—~377 | 377-464
52575 75-97.5 97.5 - 120 120—210 | 210-300 | 300—380 | 330 — 480
54.25—77.5 77.5 - 100.75 100.75-124 | 124-217 | 217—-310 | 310—403 | 403496
56 — 80 80— 104 104 - 128 128—224 | 224320 | 320416 | 416512
57,75 - 82.5 82.5— 107.25 107.25-132 | 132-231 | 231-330 | 330-429 | 429528
59.5 — 85 85— 1105 110.5- 138 136238 | 238-—340 | 340442 | 442 _544
61.25—87.5 87.5-113.75 113.75~-140 | 140-246 | 245-350 | 350—455 | 455-560
63-90 90— 117 117 — 144 144 252 | 252360 | 360468 | 468 —576
6475 | 64.75-92.5 92.5 - 120.25 120.25-148 | 148259 | 250—370 | 370481 | 481 —592
66.5 — 95 85 -1235 123.5- 152 152-266 | 266—380 | 280-494 | 494 —608
68.25 - 97.5 97.5 — 126.75 126.75—156 | 156—273 | 273—390 | 390-507 | 507 - 624
70—100 100— 130 130 - 160 160280 | 280400 | 400-520 | 520640
71.76—-1025 | 102.5-13325 | 133.25-164 | 164—287 | 287-410 | 410—533 | 533- 656
73.5~105 105 - 136.5 136.5 - 168 168 -204 | 204420 | 420-546 | 546-672
7525-107.5 | 107.5-139.75 | 139.75-172 | 172-301 | 301430 | 430—559 | 559688
77 - 110 110—143 143176 176 -308 | 308440 | 440572 | 572704
7875-1125 | 1125-146.25 | 146.25-180 | 180315 | 315—450 | 450 585 | 585- 720
B0.5—115 1151495 149.5 - 184 184 -322 | 322460 | 460—598 | 598736
82261175 | 117.5-152.756 | 152.75—188 | 188329 | 3286470 | 470—619 | 611 =752
84~ 120 120 — 156 156 — 192 192336 | 336-480 | 480-624 | 624— 768
85.75~122.5 | 1225-159.25 | 15925 -196 | 1962343 | 343490 | 490-637 | 637784
50 50-87.5 87.5-125 125 — 162.5 162.5 - 200 200-350 | 350-500 | 500-650 | 650- 800

Sumber ; Data primer diolah, 2003
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dalam kategori peran serta tinggi sampai sangat rendah agar dapat diukur kuantitasnya
seperti berikut ini :

Delegated power dan Citizen Control (tinggi)

Placation & Partnership (agak tinggi),

Informing & Consultation (rendah),
Manipulation & Therapy (sangat rendah), -

n
Metode kualitatif ini juga didukung dengan metode kuantitatif tingkat kesesuaian hasil proyek‘
dengan keinginan dan usulan penduduk.
¢. Metode untuk mengetahui hubungan antara faktor-fakior dengan bentuk dan tingkat
peran serta masyarakat.

Dalam mengamati hasil survey primer yang di lapangan dapat dilakukan dengan
menggunakan model tabulasi silang. Prosedur tabulasi silang digunakan untuk menghitung
kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih, dengan menghitung harga-
harga statistik Eeseﬂa wjinya.

Dalam studi ini, metode tabulasi silang digunakan untuk menganalisis hasil survey
primer yang dilakukan terhadap responden di RW 1 (redevelopzﬁlént), RW II-VI dan RW VII
(resettlement) di Kalurahan Mojosongo. Metode ini digunakan untuk melihkat hubungan antara
bentuk dan tingkat peran serta dengan faktor kemauan dan kemampuan masyarakat dan faktor
dukungan dari pemerintah dan lembaga pendamping serta karakteristik prasarana.

Data-data dari tiap variabel tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori,
dimana dari sctiap kategori tersebut diberi skor untuk memperinudah perhitungan. Kemudian
variabel-variabel vang akan diidentifikasi hubungannya disusun dalam baris dan kolom.
Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien kontigensi (contingency coefficient). Dalam hal
i koefisien kontigensi merupakan koefisien yang digunakan untuk melihat ada atau tidak

serta kuat atau lemahnya hubungan diantara dua variabel,
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Metode tabulasi silang akan mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke
dalam suatu matriks, hasil tabulasi silang disajikan dalam bentuk éuatu tabel dengan variabel-
variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris tabel tersebut. Untuk mengamati dan
menganalisis variabel-variabel tersebut dipakai dengan tabe! dua dimensi (ixj) yang

merupakan cara yang termudah.

TABELIIL3.
FORMAT TABULASI SILANG

Sumber: Nasir, 1999

Pengujian yang dilakukan bersifat pendekatan. Frekuensi yang diharapkan terjadi

akan dinyatakan dengan e;;, dengan rumus (Nasir,1999:480):

(n;).(ny)

Cj =

n
Dimana: 1; = jumlah baris ke-i
1; -jumlah baris ke-j

Berdasarkan formula ini maka didapat
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(m). (my) o (m) . () (nz2).(n3)
€1l = —— € = ————— €3 = ————
n n n

dan seterusnya .........
maka:n= (m+m+n+..+n )= (mp+m+nt ...+
Selanjutnya dicari besaran ¥, ? (dibaca chi-kuadrat) dengan memakai formula
(Nasir,1999:481):
(cj - &)’
* =T
ij &
Setelah  * diketahui, maka besarnya contingency coefficient ( Cc) dapat dihitung
dengan menggunakan rumus :
2

X
Co=\] —
2

¥+ n

Dimana besarnya Cc berada pada rentang skala antara O sampai 1, atau :

0 <Cc<xl

Bila Cc = 0 berarti tidak ada hubungan
Bila Cc = 1 berarti ada hubungan sempurna
Dalam hal ini semakin mendekati angka 1 maka hubungan yang terjadi semakin kuat

dan semakin mendekati angka 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.




19

a00b> 9% 008 uelenjaguad gAwRSaq Rp 1BYIIP
-a1g0p N 2°1-91008 W Z'1< = VY uemq den vimam uepedepuad yepumf ejer-eier v1eq uejedepuad jeYSUHT »
weefiayed jedep
wnfaq “gisemsein ‘SusSepod
‘quing  ‘esems  uemedisy
‘IUnISURJTIIV/SN » ey pSrem ueelioyad sl aseyuesold vie( « ueelrovod suaf »
(IS Jewel jepl] =
as mied
msep  weypipuad jeBUI] . )
YVINS ‘dINS mie& yeSusuaw
ueyIprpuad TS »
THad ‘g Wred
188uy  veyipipued  jeNSUI] . TV uspuodsar ueyrpipuad Jey8un aseussold vieq « uexiprpuad jeySur], «
W OE-0Z M OP-1¢
U Oc-IF T 05 Lep UigoT s R JeyRIRASRIN uspuodsal eisn aseuesord BRI = vIS{} » | TDPIAIPUILD-TD| T
IVIVIVASVIA TVNITINI JOLMNVA 3
yepuai 1e5ues eAlLmp{ems
‘yepuns “G8uy ‘158m) iueg » o) vped jeds) ueIm LRQUATH TEETPISTY RSN MR x
yepuas jedues sy NV
“qepual “83un 485w wBueg « €D ueRiSey wEjep BSies UeRqUINGY JexSun weg . NVONAIONIT
yepuas: jedues NVVIYWIIAd
‘qupual 85N “155um) 1wBuRS . T Jeder uipp eIes 1SNYSIpIoq MEIIESY 105U BIB(T » VOSYd
yepual 1edues VIS NV¥dd
‘yepua “133un 1B85un 1edueg « 0 Y TeRIRASEN wenmuayad wip uenpeiey 15Ul 2R - LVIONIL z
2°q }ppii NBIE psypdia; WEFUAP UBYRURSYEIP ueepIENNSAY pelRidg »
gl epos  merdd  emyeq  vSma  weduepued  wRQ . ueeIsey 1suanyaI] »
‘pxes uniadiog ‘o'g ue[ng Tes Wweep wwesieq mejer§oy yepwnl e - ugyeiSoY SejIsudu] .
weep ey ymusq o'g Y epn uenued
depeyio; wopuodsal ueqemel e A jeyeredsey | uele upnr ueswoep ueeporeSuad uelerdoy eRQ s | WP UBIRQIIRY B .
Tl asejuesoxd Lep PQUIBIT = g Aopy ame ugeuesyejod
upyyomp Uenwaied WepEp UeRMOSIYIOY Ele(] = | WP UBRQIUSRY  BE)
e uetadiaq ypn e8eus ] “Fueroasss yednSusw ngje Wpuss wEunysurp epas ueradiaq
nepe Teuaey ‘Guen weIg weNeuesyee  ipjeq  eley  gedede  uewrEump wejep  ueeldey  ymusg
upSueRqUING  YRUSq [I[Iuse g4 euemseld ueeojeBuad weep URRIGOY MUY vSeua], ‘pusep ‘Suweny | IVIVIVASYIN
gued  wopuodsor  yepum( A . . )18 ‘ueaid epos  wenndieq | VINYS NvEAd
asequoscxd  pEp  [Queld s g 184 eyeiedsey | uessdinq wepep uedusquins Ynjuoq [EUSTUIW BB = | WREP ugSurquIng  ynjuag YNLNA" I

T TR,

VIVA NVHOLOAGTH THdV.L
vl THIV.L




9

T RS

“ L]
ASBU NURGIp YRINLIAWSS ‘JoMaual g wp unfueqrp yela) uek meejojesuad
[EIULIOWD ] MUBQIP “ASR = ‘Td ueyempoy | vuesesedd uepopfusd wrepep qume! Smdueing qesel Fung3um
yeeIRASEIN & 1 ET°CY nda | Sued eders wusSuow eSrem uedeSSue) v « | RRUSSUOW 15005199«
vpe Nepn ITpes epaddeg A vdrem eumsiag m10s ueiad wpos uziad
yedueq  Mees  yedteg W | ZIQ jexeredsey | ueeiSey jerjupw depeqiol eSrem wereqruod vie(l « | URIRISOY jeRyUBWI URRR|US] W | umjersey wsdesind | gg
JeeIRASEIL UR[NSTL
TENSAS epn uep 1Bnsss uep  uewrduiey  ueSusp
Juemy| ‘lensas ‘rensos jefueg . oIy 1expiedseiy | Jeeredsew upurduey URSUSD [EMOUSI URGM BUIR[OS | [EMOUDI  UBQM  BWR[RS
meieISay [Iseq ueensesey jeySun Jommueny eg | welwidoy [ISeY URIENsOSYY w
“(qepuax jeSues) Aderey ], 2 vonemdey a
‘(yepual) UOTEIMSTOY) 79 SunUICH] =
(158un yese) diysruiled 7 HONEIR[] =
yepusy jedueg uep epuay (158un ) [onuo)) wazm)) uep 1amod PRSI =
agsury ey BSmy . : 1208078y wreep
ueypnsewrp ueierdoy qisey depeyisy eeredsew
e puss  uead  jeySun  Teuwddmom  Jueneny  ele(
jedo) uwewsad epn npem
tedy  Sueml ‘myesm jede ‘mRINI JEARQUIDWE UBRIPASYY =
Fmes ‘npes 1ede) nERg -
rpey Uep sy wWip uReqisley -
yewad yepn ‘wpeq Soerel
‘npey Sulias ‘mpey n{R[eg = USISIPIDG URFIEYY =
JIRe yepn Joe U RURSYR[IP (e} Sued
guemy ‘e ‘juye jedueg . ‘upapeyS Isuanyey W | uempmuued  vedunydur
npey | upIesepIag UENRR[Ip U 84 upwoynutiad | ueefeurasad uejerday
gewsad yepn ‘upey Suere{ yuy wofowadsd ¥ofond uejeBay sasord ewRes | BHIR[IS eeRAse
‘npeiy Sules  ‘mpey NR[S = jepredsepy | JedelpAsew ues ueasd jeySup JnemuEny BB | BMAS uerad  jeqSwij .
BEIRM URELINSINYIoY
upGumyFan weefeuraad URB[IIRYNSIY peluiop B1IOS yeprLomad uedunygu meeleurarad
ueeuesyeled uep ueeuedusiod ¢ Suepunip TeR LIPUSS NEPUIYSY sme upeuksyerad uezuesyead uep
BTIR[eS neSuequms +'d <1'v.| yadoug dor | uep uweenesmorad  wip  uejeqielRy  yeyede upptpurouaiad pure[es Bpes
ymusq  yepunf  deperian € BV myeryip npad ueq ueelpwornd emeps euos weracioq  wejtp  ueleidey
e3mem  uegeae] 9SEIULS0L] « Ta €IV yeredsepy | ussodmoq weep meFuequing Yaag eUsFUSW VIR = | UEp  uRSuRQUINS  NMUAE .
YtT
tep Sueln %06-%<T %L [eusip
“0406 ‘%< Bnwas dwel . Ta JeeIBASBIA [euayip Sues eSSue3e; yejumleer-elgi e « | Supd  eFFuRM  de[um{ o | SiZo[ONISd uejeyy >
1 G Lep Sueiny
Jeruoyemas ‘Yiqay nee 1y ¢
HenuoN/eads ‘veunSueq sund YENUON/eMSS Neje
ey IO Yey UBMITY SWRIS e A ueungueq eung ey NI Yer ueruntg snjess ejeq s TRTHNY SOIRIS
1) | Lep Suwemy m ' . MY
#-1 U 01-S ‘[ 07 LEp 4Iqo] = ¢y nes wepep efrem [3Fun eue] osejussord v « jeB5un pwiey .




£9

[eSnt epn
pndngem  1SSUNJIaq  RPEL =
“yestu Sue yeiueq
sSurgg  RPLL

“esn1
Fmed yeiueq deey sTonIg =

yesni Sues jrooy
ueiGeqes ueduop 1SEWIAE a

puoIey

wda

6V
Y

1ENRIRASEIN

eluueARow ynyun 1s5uny uep purmseld 1SIpUOTY

puepselg efiaury =

vupresexd
SHaRIeY

£

BpE EPLL «
~yepy Suepey HoqIp SURPLY
ey eumwow  ueduoQ s

‘T[nUEp jeyRIeAseu LEp
qumuad epe USH UENHAQIQ =
TeNRIRASEUI LI Ueemuiad
Bpe edue) ueNLeqi]

1ed

ory

JeNRIBASEIN

1108 uesed Ueje1Fay Weep
gwduwpuad 3qs w8y yeyd uejequIaley BlQ

Surdurepuad ngjnesy

Furdwepuad
1B5Rqas
vSnay yed ueing

Ty

ST DS Y%ST %SL
“040¢ ‘AR [BI0} WP %EL<
EpE EPIL =

“yepr Suepey peqip 3uepey
depy  eumwmowmt weBuUsq .
“AINUERp jeyRIRASE LIBD
Jquuuad epe uSp UBNUAQIJ
“Jexeredseur ep ueejutunad
BpE rdue) ueyLaqI( =

RifAel

61'a

‘81°d

FANA

v
v
Td

o'y

ndd
epaddeg
uegemiey]
JeNeIRASRI

3 TEM UCNBIPISIP B4 BUEp [BI0} LGP yeuTawad
ueuoqip ferel A wengueq yepwaf sseyasord ereq

yeaustad yato uemmeq uensquiad reuafuow vleQg

[LIBTT UBULLS
pUEp UR[AWNG =

peliia ey

upp ISEIUSUOY UBOUS =

YeLawmof ueag

IVAVIVASYIN TYNUILSME 0LV

gursnpuatt
Sunynpuaw
‘Fummpus
JeEUng =
"ueyUeIeE U
yewsd yepn  CueyRrEdUSK
Suprel ‘weyyeieSuowl Suues
‘upyele  USQUIT MRS =
npeq
wenred Yepn “HpEY gueel
‘npey Sules “NpeY MEPRE .

qepn
Fuemy
‘Fuhynpuaut

91d

¢1'd

v1d

A

VY

umxﬁn,ﬁwmﬁ

BYIOW
wdmrued depeyiny edres ueSunynp ey weg

meynyepp Suek ueipisey denos
weyep wdurisd uep ueereSuad sejsuslal BIEC]

e3aes upSuepun SBIR BIBDE NEJE ugnuapad
denos wip wdummuod uenpeyay 1eydun weqg

mdwrwed
depeips eSreas ueSusn =

uB)RIFNY
derjas ugp widmmuad
uegeseduad SESUSI] «

puresioq ueje1da] denas
weyep wdunmed UenpeyRy =

vemdurmnaday

e




‘ BAB IV |
GAMBARAN UMUM PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DI MOJOSONGO ' .

4.1. Gambaran Umum Kota Surakarta
4.1.1. Arah dan Perkembangan

Permasalahan perumahan secara umurﬁ di negara sedang berkembang khususnya
Indonesia dapét dikategorikan ke dalam dua masalah yaitu yang diakibatkan adanya defisit
penyediéan dibandingkan dengan permintaan di lingkungan perkotaan dan yang diakibatkan
dari semakin kurang dan mahalnya lahan untuk permukiman di perkotaan sehingga
menimbulkan lingkungan permukiman yang kumuh. Dasar dari permasalahan tersebut adalah
kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi berlangsungnya kegiatan sehari-hari mereka
seperti air bersih, drainase, MCK dan sebagainya.

Kawasan perumahan di Kota Surakarta hampir menyebar merata di seluruh kota. Di
kawasan Laweyan terdapat perumahan dengan kapling-kapling besar yang mempunyai
sejarah dalam perbatikan di kota. Kawasan perumahan besar lain terdapat di Banjarsari dan
daerah Balapan. Dacrah golongan menengah dijumpai tersebar di seiuruh kota.Sedangkan
daerah perumahan golongan rendah dan kepadatan tinggi dijumpai di daerah Semanggi,
Joyosuran, Danukusuman, Pucangsawit, Nusukan dan Mojosoﬁgo. Perumahan dengan
intensitas tinggi terdapat di sepanjang Bengawan Solo.

Pada saat ini daerah perumahan berkembang ke arah Utara, yaitu ke Kelurahan
Sumber Banyuanyar, Jajar dan Karangasem untuk jenis perumahan tipe sedang dan besar,
sedangkan perumahan dengan tipe kecil berkembang dan dikembangkan di daerah Mojosongo

dan Kadipiro seperti terlihat pada Gambar 4.1.
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Sama dengan kota-kota lain di Indonesia perkembangan perumahan di Surakarta
ditandai pula dengan masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di 5
kecamatan. Dari hasil studi yang pernah dilakukan di Surakarta terdapat 9 lokasi kampung
dengan kondisi lingkungan buruk dan populasi yang padat (s/um area). Masyarakat di daerah
tersebut pada umumnya termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan
hidup dalam kondisi miskin serta kekurangan sarana prasarana lingkungan yang memadai.
Penilaian terhadap lokasi permukiman didasarkan pada seperangkat kriteria seperti kualitas
bangunan, kepadatan penduduk, penghasilan rumah tangga, sarana air bersih, sarana drainase,
prasarana jalan, kepemilikan laﬁan dan aspek kemasyarakatan seperti organisasi masyarakat
dan struktur sosial. Berdasarkan pada kriteria tersebut di atas maka ditentukan adanya
prioritas lokasi untuk diperbaiki kualitas lingkungannya yaitu Nusukan, Kadipiro, Mojosongo,

Semanggi, Gajahan, Joyontakan, Serengan, Danukusuman dan Pajang.

4.1.2. Kebijakan Umum
4.1.2.1. Program Perbaikan Lingkungan Permukiman di Surakarta.

Di Surakarta program perbaikan lingkungan permukiman tela_,h dimulai pada tahun
1983/1984 dengan pelaksanaan program perbaikan kampung melalui Urban Devélopment
Project V, yang dilaksanakan pada 28 kampung seluas 400 ha, Program ini menggunakan
bantuan dana Bank Dunia (IBRD) bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah di tahun 1983/1984 sampai dengan tahun 1987/1988. Pa;:la saat itu program perbaikan
lingkungan yang dilaksanakan hanya mempertimbangkan mengenai peningkatan infrastruktur
fisik saja sebagai upaya untuk mengurangi penurunan kualitas lingkungan di kampung-
kampung berkepadatan tinggi dan golongan masyarakat berpenghasi.lan rendah. Program

perbaikan lingkungan yang ada belum menyentuh faktor ekonomi dan faktor sosial.
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Kemudian program perbaikan lingkungan permukiman kumuh dilanjutkan dengan
program KIP tahun 1991 sampai tahun 1993 melalui program KIP tahap III yang meliputi 9
kampung seluas 160 ha. Selanjutnya pada bulan September 1993 Pemerintah Indonesia,
melalui Menteri Pekerjaan Umum, Dirjend Cipta Karya Direktorat Bina Program menetapkan
program yang dikenal dengan SSUDP (Semarang Surakarta Urban Development Program)
yang rﬁenetapkan Surakarta sebagai bagian dari pembangunan perkotaan terpadu bersama
dengan kota Semarang.

Program perbaikan lingkungan kumuh kembali dilaksanakan melalui program
perbaikan kampung (KIP). Sebagai program yang merupakan bagian dari SSUDP kota
Surakarta. Lokasi program perbaikan kampung SSUDP terletak di daerah yang telah distudi
dan berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Cipta Karya. Lokasi yang dimaksud termasuk lokasi
yang pernah mendapat program perbaikan kampung sebelumnya dan lokasi kampung yang
belum pernah mendapatkan program perbaikan kampung.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah peremajaan lingkungan permukiman di
Mojosongo. Pada program peremajaan SSUDP ini tidak saja memperhatikan perbaikan
kualitas fisik lingkungan saja, namun mulai memperhatikan perbaikan masalah-masalah sosial
ekonomi masyarakat. Program ini telah mulai menekankan pentingnya keterlibatan
masyarakat dalam program perbaikan lingkungan permukiman.” Masyarakat mulai dilibatkan
dalam setiap tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penggunaan dan
pemeliharaan.

Untuk tujuan peningkatan kualitas fisik dan sosial ekonomi tersebut maka pada
program perbaikan kampung SSUDP menggunakan strategi berdasarkgn tiga unsur penting

perbaikan lingkungan yang disebut dengan TRIBINA yaitu bina lingkungan, manusia dan

usaha.
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4.1.2.2. Kebijakan Pelibatan Peran Serta Masyarakat

Sebenarnya hampir semua program pembangunan yang ada di Kota Surakarta telah

mensyaratkan adanya peran serta masyarakat tetapi tidak menjelaskan secara lebih rinci dalam

hal apa peran serta masyarakat dibutuhkan. Pada umumnya program pembangunan Khususnya
pembaﬁgunan fisik seperti proyek pembangunan prasarana jalan, peran serta masyarakat
masih diartikan sebagai penerimaan masyarakat terhadap proyek tersebut yang pada tahap
perencanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah atau Konsultan dan pada tahap pelaksanaannya
dilakukan oleh Kontraktor Pembangun.

Pada beberapa program pembangunan yang berkaitan langsung dengan perbaikan
kondisi lingkungan permukiman seperti program KIP, masyarakat telah diajak terlibat dalam
beberapa bagian tahapan kegiatan terutama dalam persiapan pelaksanaan. Di samping itu
terdapat kebijakan pembangunan yang hanya menyediakan material bangunan berupa semen
atau aspal sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat sendiri melalui
Kelurahan yang ada. Bantuan material diberikan tiap tahun berdasarkan proposal permintaan
warga melalui Kelurahan yang mencantumkan berapa dana yang telah disiapkan oleh
masyarakat sebagai wuwjud keswadayaan. Dengan terbatasnya bantuan maka
pendistribusiannya untuk masing-masing Kelurahan jumlahnya terbatas dan diberikan hanya
pada kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan prioritas saja.

Seiring' dengan semakin terbatasnya pendanaan oleh Pemerintah Kota Surakarta
maka pada saat ini keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat dibutuhkan.
Masyarakat telah diminta membuat usulan program dimulai dari tingkat Kelurahan atau
disebut Musyawarah Kelurahan, dilanjutkan di tingkat Kecamatan yang disebut Musyawarah
Kecamatan dan terakhir Musyawarah Pembangunan Kota. Dengan kebijakan ini diharapkan

tercipta kebersamaan dalam pembangunan kota yang tidak hanya menjadi tanggungjawab dan
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beban Pemerintah kota tetapi juga masyarakat luas di Kota Surakarta. Selain itu diharapkan
bahwa program pembangunan dapat tepat sésaran dan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan
masyara‘;kat yang ada.

Pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut, usulan pembangunaﬁ yang
diberikan masyarakat sebelum direalisasikan diolah dan dibatasi prioritasnya di tingkat

Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

4.2. Gambaran Umum Kelurahan Mojosongo
4.2.1. Kondisi Fisik Wilayah
Kelurahan Mojosongo secara administrasi termasuk dalam wilayah kecamatan
Jebres Kota Surakarta, memiliki luas wilayah 532,9 ha dan merupakan kelurahan dengan
wilayah terluas di Surakarta terdiri dari 31 RW dengan batas wilayah sebagai berikut :
» Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar
»  Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar
» Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jebres

» Barat berbatasan dengan Kelurahan Kadipiro

Topografi wilayah kelurahan Mojosongo adalah agak bergelombang dengan

kemiringan 15%. Berada di bagian Utara Kali Anyar dengan ketinggian rata-rata 135 m dpl -

dan terbagi dalam 31 RW serta 149 RT. Kondisi topografi ini ditambah tanah yang kurang
stabil di beberapa tempat merupakan salah satu penghambat dalam kegiatan pembangunan
prasarana.

Penggunaan tanah di kelurahan Mojosongo sebagian besar digunakan untuk
permukiman, sedangkan lahan di sepanjang jalan-jalan utama berfungsi untuk lahan campuran
perumahan dan perdagangan. Permukiman yang ada memiliki kualitas bangunan yang

bervariasi dan bangunan permanen, semi permanen dan temporer. Namun secara umum
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bangunan semi permanen lebth mendominasi, terutama di bagian Selatan yang berdekaten
dengan pusat kota dan berada di bantaran sungai Kali Anyar. \

Status lahan di kelurahan Mojosongo selain status hak milik dan hak guna
bangunan banyak terdapat tanah-tanah negara yang mempunyai akses yang baik ke pusat-
pusat perekonomian, namun dengan kondisi lahan yang kurang memenuhi syarat seperti

kelerengan yang terlalu tajam, di bantaran sungai dan sebagainya.

4.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk kelurahan Mojosongo pada saat ini adalah 40.203 jiwa yang terdiri
dari 10.743 KK dengan kepadatan penduduk 7.544/km2. Laju pertumbuhan  penduduk
kelurahan Mojosongo adalah 1,66% lebih tinggi di bandingkan dengan laju pertumbuhan
penduduk kota Surakarta yang sebesar 0,77%. Migrasi penduduk yang pindah selama tahun
2000 sebanyak 355 dan jumlah penduduk yang datang sebanyak 1.061 dan merupakan
tertinggi di  Surakarta. Tingginya jumlah kedatangan penduduk untuk tinggal
mengGambarkan tingginya daya tarik Kelurahan Mojosongo yang didukung dengan lahan
relatif luas, banyaknya perumahan yang dibangun pada kawasan tersebut dan lokasinya yang
sangét mudah dijangkau dar pusat kota.

Mata pencaharian penduduk kelurahan Mojosongo sebagian besar adalah buruh
industri, buruh bangunan, angkutan dan lain-lain yang terkonsentrasi pada wilayah bagian
Selatan sampai dengan Bantaran Kali Anyar. Selain itu terdapat pula penduduk yang

bermatapencaharian sebagai pegawai swasta maupun pegawai negeri yang tersebar di seluruh

kawasan tetapi terbanyak di kawasan Perumnas Mojosongo.
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4,2.3. Potensi dan Masalah
Kelurahan Mojosongo merupakan wilayah yang sangat strategis dan memiliki akses

langsung menuju pusat Kota Surakarta dari arah Utara. Keterbatasan lahan yang ada di Kota

Surakarta di satu sisi dan masih tersedianya lahan yang relatif luas di Mojosongo di sisi lain

merupakan awal dari perkembangan Kelurahan Mojosongo. Secara keseluruhan
perkembangan di wilayah Mojosongo akan mempengaruhi wajah Kota Surakarta.

Dengan dibangunnya jalur ring road Utara membuat kawasan Mojosongo menjadi
semakin penting. Akses jalur antar kota dari Surakarta ke kota lain telah melewati kawasan ini
bahkan pada dua jalur yaitu pada bagian Utara dan Selatan. Akses yang tinggi tersebut telah
mendorong tumbuhnya industri sedang maupun kecil yang tersebar merata di sekitar Jalan
Brigjen Katamso dan Jalan Pemuda.

Dewasa ini Mojosongo telah ditetapkan pula menjadi kawasan pendukung/ buffer
zone Kota Surakarta yang merupakan kawasan penyeimbang aktifitas kawasan lainnya.
Penuranan kualitas lingkungan pada kawasan ini akan berpengaruh pada kondisi Kota pada
umumnya.

Permasalahan yang ada di Mojosongo adalah tingginya migrasi kedatangan
pendﬁduk. Jumlah penduduk yang datang di Mojosongo ini merupakan tertinggi di Kota
Surakarta. Penduduk yang datang ini berasal dari berbagai macam golongan tetapi sebagian
besar merupakan golongan menengah ke bawah yang tinggal pada kampung-kampung yang
ada khususnya di Kelurahan bagian Selatan dan sebagian lagi merupakan golongan menengah
ke atas yang tinggal pada kawasan-kawasan perumahan. Jumlah ini masih merupakan angka
yang tercatat di Kantor Kalurahan dan belum termasuk pada pendatang yang tinggal di

permukiman-permukiman kumuh yang mulai berkembang kembali khususnya di Bantaran

Kali Anyar.
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Permasalahan menonjol lain yang timbul di Mojosongo adalah permasalahan
penyediaan. sarana dan prasarana permukiman, Tumbuhnya permukiman—permq}{iman baru
ternyata belum dapat diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang
memadai. Permasalahan ini selain disebabkan karena terbatasnya kemampuan Pemerintah
juga disebabkan karena kondisi topografi wilayah yang berkontur, wilayah yang luas dan
memiliki ketinggian lebih tinggi di bandingkan wilayah lain. Perhatian Pemerintah terhadap
pembangunan sarana dan prasarana baru di satu sisi memang sangat dibutuhkan tetapi di sisi
lain telah berdampak pada berkurangnya perhatian terhadap pemeliharaan dan perawatan
sarana dan prasarana yang telah dibangun.

Mengenai sumberdaya manusia juga menjadi permasalahan utama di Mojosongo
karena secara umum kondisi masyarakainya merupakan yang termiskin diantara Kelurahan
lain di Surakarta. Kebanyakan masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki
pendidikan serta penghasilan yang rendah merupakan kendala pembangunan khususnya pada

pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

4.3. Gambaran Umum Kawasan Peremajaan di Mojosbngo
4.3.1. Kondisi Wilayah Sebelum Peremajaan

Mojosongo adalah sebuah Kelurahan yang terletak di bagian Timur Laut Kota
Surakarta. Luas wilayah administratif Kelurahan termasuk terbesar di Surakarta sekitar 532
hektar. Letak strategis dengan aksesibilitas yang cukup tinggi meningkatkan nilai kawasan ini
dan pada gilirannya semakin menarik bagi penduduk untuk tinggal. Tetapi sebagian besar
pendatang tersebut berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang mulai
terpinggirkan dari pusat kota atau pendatang dari luar kota yang mencé.ri keberuntungan di

kota. Kondisi inilah yang mendorong terbentuknya permukiman kumuh seperti Gambar 4.2.
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Mengenai karakieristik masyarakat, pada umumnya masyarakat bekerja pada sektor
informal terdiri dari buruh, tukang becak, perajin sangkar burung, pembuat tahu tempe,
bekerja pada peternakan babi dan lain-lain. Kondisi sosial ekonomi termasuk dalam golongan
masyarakat berpenghasilan rendah dimana sebagian besar masyarakat memiliki tingk;ctt
pendapatan yang terbatas dan pendidikan yang rendah.

Konciisi sosial kemasyarakatan yang ada tidak jauh berbeda dengan kondisi sosial
ekonominya. Perilaku warga terhadap lingkungannya hampir sama dengan perilaku
masyarakat pada permukiman kumuh lain. Tidak adanya tempat sampah yang memadai
mendorong warga membuang sampah di saluran air. Tidak adanya fasilitas MCK yang layak
di lingkungan mereka apalagi di dalam rumah juga mendordng mereka untuk membuang hajat
di saluran ataupun pekarangan. |

Terbatasnya kemampuan para pendatang terscbut membuat mereka nekat untuk

menempati tempat tinggal sementara sebelum mereka memperoleh tempat tinggal tetap, yaitu

di tanah-tanah kosong bantaran sungai Kali Anyar. Para pendatang tersebut membangun
gubug-gubug dari bahan-bahan yang tidak tahan lama dan dari bahan bangunan bekas
meskipun adapula yang membangun secara permanen dari tembok batubata.

Kondisi lingkungan permukiman di sekitar bantaran tersebut juga tidak jauh berbeda.
Walaupun lahan yang ada relatif lebih luas tetapi perkembangan selanjutnya permukiman
tersebut menjadi permukiman kumuh dengan kondisi sanitasi yang buruk. Banyak bangunan
semi permanen dan non permanen yang sebagian besar berlokasi di RW I, RW II, RW III, RT
02 RW IV serta RW VI sementara bangunan permanen terkonsentrasi di sepanjang jalan

Brigjen Katamso dan jalan-jalan kampung yang mempunyai dimensi agak besar, seperti yang

telihat pada Gambar 4.3.
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4.3.2. Pelaksanaan I’eremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosongo
4.3.2.1. Pendekatan AwaliPelaksanaan Peremajaan

Pemahaman masyarakat umum terhadap proyek-proyek pembangunan di Indonesia
masih sangat memprihatinkan. Masyarakat masih menganggap bahwa program pembangun
merupakan paket Pemerintah yang harus mereka terima. Secara umum warga masyarakat
kurang berpartisipasi dalarn pelaksanaan program pembangunan. Rendahnya program
pembangunan swadaya merupakan salah satu contoh rendahnya partisipasi masyarakat.
Sebagai konsekuensinya ﬁanyak proyek pembangunan yang tidak terawat setelah selesai
dikerjakan. Pemerintah mésih harus mengeluarkan banyak b'iaya untuk perawatan proyek
yang selesai dikerjakan.

Salah satu penyeﬁab utama suatu paket pembangunan tidak terawat pasca proyek
diduga karena warga masyz;lrakat tidak atau kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan
pelaksanaannya, ‘sehingga masyarakat kurang mempunyai rasa memiliki. Semestinya, proyek
pembangunan ditetapkan s;ebagai stimulan untuk mendorong munculnya partisipasi warga
masyarakat. Hanya dengalj cara demikian akan diperoleh jaminan perawatan dari warga
sekitar terhadap proyek yang bersangkutan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka perumusan Action Plan dan Final
Engineering Design untuk . pelaksanaan peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo
ditkuti dengan upaya penyiapan Warga agar mereka mampu .mengambﬂ manfaat secara
maksimal atas pembangunaél fisik yang dilaksanakan.

Pelaksanaan perelﬂajaan secara fistk dan upaya peningkatan kemampuan swadaya
masyarakat dilakukan secara simultan. Oleh kérena itu upaya pelaksanaan fisik akan diikuti
dengan pengembangan keler?nbagaan masyarakat yang ada. Pengembangén kelembagaan yang

dimaksudkan disini adalah upaya mengorganisasikan kegiatan ckonomi dan fisik warga
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masyarakat ke dalam suatu wadah yang disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dalam hal ini upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dilaksanakan dengan
hati-hati supaya tidak dicurigai datang dari atas. Jadi pendekatan dibuat sedemikian rupa
sehingga awal pembangunan seolah-olah datang dari permintaan warga kepada Pemerintah.
Setelah dianggap lavak untuk dilakukan peremajaan karena memenuhi syarat sebagal
Jingkungan permukiman yang tidak harmonis diputuskan untuk melibatkan masyarakat dalam
setiap tahapannya. Pada awalnya yaitu tahap sosialisasi, reaksi ldan' sebagian warga adalah
kecurigaan dan ketakutan terhadap pendekatan yang dilakukan oleh fasilitator. Ketakutan
tersebut diikuti dengan keengganan warga untuk didekati. Dari beb_erapa tokoh yang dapat
menerima sosialisasi yang dilakukan fasilitator, masyarakat pada akhirnya mau menerima
keberadaan fasilitator melalui proses rembug warga yang cukup lama yaitu sekitar 1 tahun.
Selanjutnya pendekatan oleh tim pendamping baik dari Pemerintah Kota maupun Konsultan
dilakukan dengan cara mereka turut tinggal dan menetap bersama dengan warga. Untuk
memahami kondisi dan situasi serta menyerap keinginan-keinginan warga, schingga
kemudian warga merasa dipedulikan, dipahami aspirasinya, dan akhirnya dekat dengan
mereka.
Kegiatan selanjutnya setelah masyarakat mau menerima para fasilitator adalah
kegiatan untuk memperoleh data sekunder melalui aparat Kelurahan dan Kecamatan. Juga
sebagai jalan untuk memperoleh data primer dari warga sasaran. Bersama dengan konsultan

pendamping, para tokoh warga mengajak seluruh masyarakat untuk mengadakan rembug desa

yang dimulai dengan rembug warga.
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4,3.2.2. Proses Rembug Warga

Proses rembug warga dimulai dari rembug awal. Rembug awal merupakan rembug

.tingkat RT yang acaranya adalah memperkenalkan program kepada masyarakat, yaitu tentang

latar belakang, proses umum, prinsip-prinsipnya dan tcknis pelaksanaannya secara garis besar. |

Rembug awal dilaksanakan setelah ada pertemuan tingkat Kelurahan dan Tingakt RW.

‘Setelah rembug awal dilakukan rembug aspirasi yang pada intinya meliputi kegiatan
identifikasi masalah, potensi, ide dan kebutuhan masyarakat serta pembentukan Kelompok
Swadaya Masyarakat.

Kelompok Swadaya Masyarakat ini dikembangkan dalam upaya mendorong Warga
masyarakat agar secara sadar mau mengorganisasikan semua aktifitas mereka sehingga hasil
yang mereka Hﬁsilkan benar-benar merupakan produk sebuah kegiatan yang terencana secara
sistematis. Ada dua jenis KSM vyang dikembangkan yaitu KSM bisnis dan KSM
pembangunan., KSM bisnis merupakan pengembangan dari semua kegiatan sosiél ekonomi
yang ada di kawasan, sedangkan KSM pembangunan. merupakan pengembangan Panitia
Pembangunan Lokal yang menjadi sebuah lembaga yang mampu mewadahi dan
mengorganisir  kegiatan pembangunan  selanjutnya terutama pasca proyek. KSM
pembangunan ini ada di masing-masing RW.

Dengan selesainya tahap identifikasi dan kebutuhan masyarakat maka dilakukan
rembug penyusunan proposal yang merupakan rembug tentang usaha dan cara mewujudkan
potensi dan ide, memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah
dilakukan rembug penyusunan proposal diadakan rembug implementasi yang merupakan
rembug dalam tahap realisasi pembangunan dan realisasi kerjasama dengan pelaku-pelaku
pembangunan lainnya. Dalam pelaksanaan ini kelompok yang adé dikawasan tertentu

menyusun dan mengatur pengadaaan material, pengaturan tenaga atau gotong-royong.
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Sedangkan yang memerlukan bantuan pihak lain akan disusun bersama pihak yang terkait

tersebut. Pada akhirnya diadakan rembug pasca implementasi yang merupakan rembug

setelah pembangunan atau selama kerjasama dengan pihak-pihak lain berlangsung.

Mengembangkan tindak lanjut yang menyangkut penatan fistk dan tindak lanjut organisasi

yang bertanggungjawab.
rembug rembug rembug rembug rembug pasca
awal membahas || penyusunan || pelaksanaan || implementasi
masalah program

Ly mel aksanakan

program

GAMBAR 4.4,

DIAGRAM PROSES UMUM REMBUG WARGA

Sumber : Wastuwidvawan, 1996

4.3.2.3. Pelaksanaan Konstruksi

Secara umum maka untuk kegiatan proyek peremajaatf lingkungan permukiman di

Mojosongo terdiri dari beberapa tahapan dimana masing-masing tahapan terdapat prioritas

pelaku yang terdiri dari Tim Pendamping, Tim UNS, Panitia Pembaﬁgunan yang dibentuk

dari warga dan warga masyarakat sendiri. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel IV.1.
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TABEL1V.1
TAHAPAN KEGIATAN PEREMAJAAN LINGKUNGAN DI MOJOSONGO

1 - Pembuatan péta eksisting kondisi rumah saat ini, Tim UNS, Panitia

Pembangunan
I Pembuatan peta penataan dengan konsep utama pemberian | Tim UNS

jalan di tepi kali Kedung Jumbleng dan Kali Anyar, rumah
menghadap ke kali dan penyediaan lahan untuk saran umum.

1 Panitia mendiskusikan konsep Peta Penataan untuk | Tim UNS, Panitia
memberikan masukan-masukan sebagai bahan perubahan. Pembangunan

v Perbaikan konsep Peta Penataan Tim UNS

v Musyawarah warga tentang Konsep Peta Penataan untuk | Tim Pendamping, Panitia
memberikan masukan-masukan Pembangunan, warga

VI Perbaikan Peta Penataan berdasarkan masukan/aspirasi warga | Tim UNS
sehingga terwujudlah Peta Penataan Final

VI Pertemuan warga untuk memberikan persetujuan Peta Tim Pendamping, Panitia

Penataan Final dengan memberikan tanda tangan warga serta | Pembangunan, warga
persetujuan pematokan lahan.

Vil Pematokan lahan ' Panitia Pembangunan,
warga, Tim Pendamping

IX Penyusunan permohonan sertifikasi tanah : Panitian Pembangunan

X Penyampaian permohonan sertifikasi tanah Panitia Pembangunan

Sumber « Wastuwidyawan, 1996

Peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo ini dapat pula dikelompokkan ke
dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana secara umum, kegiatan redevelopment dan
kegiatan resettlement. Untuk pembangunan prasarana secara umum dilakukan tanpa merubah
karakteristik kawasan yang sudah ada. Kegiatan ini dilaksanakan di hampir seluruh kawasan
peremajaan yang meliputi perbaikan dan pembuatan saluran drainase, jalan lingkungan,

peneréngan, pembuatan fasilitas sosial dan pembuatan tempat sampah.

1. Pelaksanaan Redevelopment
Kegiatan redevelopment dilakukan di Bantaran Barat Kali Anyar yang
dikembangkan dengan memakai prinsip communituy based urban redevelopment. Dan hasil

rembug warga telah ditampung beberapa masalah yang menjadi dasar perencanaan partisipatif
kegiatan redevelopment RW 1 adalah : |

Dasar Perencanaan Non Fisik ;

= Keinginan untuk mensertifikatkan tanah yang mereka tempati sekarang ini.
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Keinginan untuk mempunyai lingkungan permukiman yang tertata, bersih dan aman.
Permukiman yang dapat mendukung kegiatan ekonomi warga.

Telah terbentuknya KSM yang nantinya akan berfungsi sebagai panitia pembangunan
lokal yang mewakili masyarakat dalam menyelesaikan masalah sertifikasi dan pengadaan
pembangunan rumabh.

Keinginan untuk mensukseskan program Pemerintah yaitu antara lain : Program P2BPK,

Solo Berseri, Prokasih dll.

Dasar Perencanaan Fisik :

Adanya ijin dari Pemda Surakarta kepada warga untuk memakai Jahan bantaran sungai
| sebelah Barat Jembatan Mojosongo untuk keperluan permukiman dan perekonomian

warga. Dengan persyaratan warga harus ‘mematui 5 sanggup (Surat Edaran Pemda Kodya

Dati IT Surakarta No. 050/262 —VI1/1997).

Dukungan dari Proyek Bengawan Solo tentang persyaratan penggunaan lahan tersebut

untuk permukiman pada lokasi tersebut yaitu menaikan level muka tanah setinggi 1 meter,

mengikuti garis sempadan sungai selebar 10 meter dan permukiman tidak ‘mengganggu

konstruksi jembatan.

Ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah, |

Adanya kegiatan pendukung pengadaan sarana dan prasarana umum yang memadat

melalui Proyek Fisik.

Dengan kedua dasar perencanaan partisipatif tersebut maka kekhawatiran utama dari

warga yaitu pengambilalihan lokasi rumahnya oleh Pemerintah untuk kegiatan keamanan

sungai sudah teratasi.

Pelaksanaan pembangunan perumahan di lokasi tersebut dilaksanakan serempak dan

menggunakan pola P2BPK yang pendanaannya melalui kredit TRIGUNA dari bank BTN.
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Rumah yang dibangun sebanyak 61 unit tipe 35/35 dan ruko 10 unit ukuran 15 m2 serta
dibangun fasilitas sosial dan ekonomi sebagai penunjang kegiatan warga. Besarnya beban
pembangunan rumah baru yang harus ditanggung warga sebesar  Rp 4.900.000,- melah;i
kredit dari bank yang dicicil Rp 69.000,- sebulan selama 15 tahun.

Pelaksanaan pembangunan rumah dan konstruksi berat lainnya dilakukan oleh
kontraktor sedangkan warga terlibat dalam pembuatan jalan lingkungan, pemasangan lampu
taman dan kegiatan lain yang sifatnya tidak membutuhkan biaya besar dan mudah dikerjakan.
Selama pelaksanaan ini maka rumah warga yang ada dibongka;r dan untuk sementara warga

tinggal dalam bedeng-bedeng yang telah disediakan.

2. Pelaksanaan Resettlement

Urban resettlement juga merupakan bagian dari peremajaan lingkungan permukiman
di Mojosongo. Konsep yang ingin dikembangkan adalah pembangunan yang berturapu pada
kelompok masyarakat atau yang yang memberikan peluang adanya partisipast masyarakat.
Resettlement di kawasan peremajaan merupakan internal resetfflement artinya pemindahan
masib dilakukan dalam kawasan itu sendiri. Dari basil rembug warga telah ditampung
beberapa masalah yang menjadi dasar perencanaan partisipatif kegiatan resett/ement RW VII
yang intinya hampir sama dengan kegiatan redevelopménr. Mengenai tahapan proses kegiatan

redevelopment dan resettlement dapat dilihat di Gambar 4.5.
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alternatif kawasan
1 su;’lvlgn ] siap bangun A
ap :
tim P i
pendamping terpilih bekas
- kandang babi sebagai
| Sur";lm alternatif kasiba
lapan
survel sosek T
——»{ pindah Lpt" P2BPK " i— g onerasi
TEKAD
: Kredit
L TRIGUNA
bantaran -

Timur P2BPK

L | bantaran
Barat

v

konsolidasi lahan

GAMBAR 4.3.
DIAGRAM PROSES PENATAAN TANAH BANTARAN BARAT DAN TIMUR KALT ANYAR

Sumber : Washnwidyawan, 1995

Melalui beberapa dialog dalam proses identiﬁkas:i ma_salah dan penerapan

| pendekatan “4jrih dan Asih” disadari oleh warga yang masih termasuk RT 01 dan 02 RW 1I

bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah ilegal untuk menjadi daerah hunian. Dikarenakan
tidak ada alternatif lain maka mereka nekat tinggal di lokasi tersebut.

Alternatif lokasi reseftlement adalah tanah negara yang disewa bekas peternakan
babi. Tim Pendamping secara resmi mengajukan permchonan untuk menggunakan lokasi
tersebut sebagai alternatif relokasi warga bantaran Timur. Rumah yang dibangun sebanyak 45
unit seluas 21m2 dengan lvas tanah 54 m2. Harga rumah yang dibé.ngun Rp 4.900.000,-

dimana warga membayar dengan cara cicilan per bulan selama 15 tahun. Selain itu dibangun

jalan lingkungan selebar 3-4 meter dari paving block dan drainase dari buis dia 30-50 cm.
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Keterlibatan warga dalam pelaksanaan pémbangunan rumah hampir sama dengan
warga di bantaran Barat yang terkena program redevelopment. Pelaksanaan pembangunan
rumah dan konstruksi berat lainnya dilakukan oleh kontraktor sedangkan warga terlibat dalam
pembuatan jalan lingkungan, pemasangan lampu taman dan kegiatan lain yang sifatnya tidak
membutuhkan biaya besar dan mudah dikerjakan. Dalam hal ini warga pindah ke lokasi baru
setelah konstruksi selesai dan telah membongkar ramahnya sendiri.

3. Pelaksanaan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan

Sama seperti pelaksanaan redevelopment dan resettlement, setelah rembug warga
maka diperoleh usulan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan yang harus dibenahi.
Dalam kegiatan rembug warga ini keterlibatan warga diwakili oleh Panitia Pembangunan
Lokal yang ada di tiap-tiap RW.

Setelah segala persiapan dan perencanaan selesai maka pelaksanaan pembangunan
dilakukan secara serempak dan gotong-royong. Untuk rumah warga yang berada di tepi Kali
Kedung Jumbleng diwajibkan untuk menghadapkan rumahnya ke kali. Pembuatan tanggul
Kali Anyar, normalisasi Kedung Jumbleng dan pekeljeian lain jrang rata-rata membutuhkan
biaya besar dan teknik yang memadai dilaksanakan oleh kontraktor. Sedangkan pada
pengerjaan jalan lingkungan, maupun saluran pelaksanaannya didominasi oleh kerja
gotongroyong warga. Khusus mengenai pekerjaan pavingisasi jalan lingkungan dilakukan
dengan menggunakan bahan hasil pembuatan paving dan lock brick yang ada dalam kawasan
peremajéan. Selama proses pelaksanaan tersebut maka Panitia Pembangunan Lokal yang
terbentuk  selain  bertugas mengkoordinasikan pekerjaan juga diwajibkan melakukan
pengawasan dan kontrol untuk meminimalkan adanya penyimpangan. Mengenai lokasi yang

diperbaiki dan dibangun dalam peremajaan dapat dilihat di Gambar 4.6.
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4.3.3. Kondisi Wilayah Setelah Peremajaan
4.3.3.1. Kondisi Fisik Wilayah

Peruntukan bangunan di kawasan yang telah diremajakan terdiri dari hunian, sosial,
perekonomian dan campuran. Sebagian besar bangunan diperuntukkan sebagai hunian dan
yang lain sdifungsikan untuk fasilitas sosial dan perekonomian. Secara lebih rinci guna lahan
untuk permukiman dan pekarangan + 35%, perdagangan +5%, kuburan +15%, tegalan +15%,
tanah kosong +5% dan lainnya (jalan, saluran dan lainnya) sebesar +25%.

Mengenai kondisi prasarana jalan pada umumnya dalam kondisi yang baik hanya
dibeberapa tempat mengalami kerusakan. Fungsi jalan adalah sebagai prasarana penghubung
antara suatu wilayah dengan wilayah lain baik di dalam maupun di luar kawasan. Jalan yang
ada di kawasan pada umumnya berkonstruksi aspal, beton, paving dan sebagian jalan tanah.
Jalan aspal yang sangat vital adalah jalan Brigjen Katamso yang membujur-Utara ke Selétan
dengan ROW 15 m. Keberadaan jalan ini sangat penting Icaréna menghubungkan wilayah
Mojosohgo bagian Utara dan yang lainnya dengan pusat kota Surakarta, Jalan aspal yang lain
seperti jalan Mr. Sartono, jalan Tentara G. Pelajar dan jalan Gunung Agung memiliki lebar 5-
6 m dengan kondisi yang cukup baik. Tetapi untuk jalan aspal lain yang berada pada tengah
kawasan kondisinya mulai banyak yang retak dan berlubang-lubang.

Jalan paving dan jalan beton hampir terdapat di sebagian besar kawasan yang tela'h
diremajakan. Secara umum jalan-jalan ini memiliki lebar 1,5-3m dan masih dalam kondisi
yang cukup baik, tetapi pada lokasi tertentu terdapat puia jelan paving dan beton dengan
kondisi yang sudah rusak. Sebagian besar jalan-jalan tersebut merupakan hasil dari kegiatan
peremajaan dan program Pemerintah lainnya tetapi sebagian lagi mer_upaka‘n hasil swadaya

masyarakat. Untuk jalan tanah di kawasan peremajaan hanya sebagian kecil saja. Jalan ini
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menghubungkan wilayah permukiman dengan kebun/ladang atau ke wilayah lain yang
lokasinya jauh dari permukiman.

Dalam hal prasarana saluran drainase maka fungsi utamanya dalam kawasan adalah
untuk m'engalirkan bair, baik air buangan rumah fangga maupun air hujan. Mengingat
fungsinya, maka kondisi saluran akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya.

Saluran utama di kawasan Mojosongo adalah Kali Anyar yang bermuara di
Bengawan Solo. Kali Anyar merupakan muara dari saluran-saluran drainase sekunder yang
mengalir di dalam kawasan dan saluran-saluran lain di lnar kawasan. Salah satu saluran
sekunder di kawasan adalah Kedung Jumbleng dan Kali “Tusirah”. Saluran ini mengalir dari
Utara ke Selatan.

Kondisi kali Kedung Jumbleng pada saat ini sangat mengkhawatirkan. Walaupun
pada saat peremajaan lingkungan telah dibangun retaining wall , pada saat ini bangunan
penahan tersebut banyak yang retak dan bahkan ada sebagian yang rubuh schingga
membahayakan rumah maupun jalan di samping kiri kanannya. Untuk mengantisipasi kondisi
tersebut, warga diwakili pengurus RW setempat telah mengajukan usulan perbaikan dan pada
lokasi tertentu membuat dinding penahan darurat dari karung pasir dan bambu.

Untuk Kali “Tusirah” kondisinya fisiknya lebih baik dari Kali Kedung Jumbleng
tetapi pada saat ini kondisi saluran banyak ditumbuhi tanaman dan terlihat ada pendangkalan
yang cukup berat. Keadaan ini diperparah dengan adanya sampah yang dibuang ke saluran
terutama di waktu kemarau.

Mengenai kondisi saluran yang lain pada umumnya dalam kondisi baik tetapi di
beberapa tempat terlihat adanya éa}uran yang telah retak-retak dan beberapa lokasi lagi

terutama di RW 1I telah menimbulkan genangan karena tidak berfungsi dengan baik, seperti

yang terlihat pada Gambar 4.7.
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Dalam hal persampahan, setelah peremajaan selesai maka masyarakat sudah mulai
timbul kesadaran membuang sampah. Mereka membuang sampah di bak-bak sampah dan
kemudian diteruskan ke TPS untuk diangkut ke TPA. Tetapi kondisi ini ternyata tidek
bertahan lama, pada saat ini kebiasaan warga untuk membuang sampah di saluran atau
pekarangan di beberapa lokasi sudah mulat tumbuh kembali.

Mengenai kondisi permukiman, setelah adanya peremajaan maka permukiman
kumuh yang sebelunimya ada telah berubah menjadi permukiman yang tertata. Tetapi seiring
dengan berjalannya waktu di beberapa tempat khususnya di RW I, II dan RW VI telah mulai
tumbuh permukiman kumuh baru dengan rumah-rumah yang sangat padat dan terdiri dan
bangunan semi permanen maupun non permanen seperti yang terlihat pada Gambar 4.3.
Walaupun permukiman kumuh yang ada skalanya masih kecil-dibandingkan. luas kawasan
secara keseluruhan tetapi karena pada kawasan tersebut baru saja selesai diremajakan,

tentunya kebelfadaan permukiman kumuh baru tersebut perlu mendapat perhatian khusus.
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4.3.3.2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

Jumlah penduduk pada kawasan yang telah diremajakan yaitu mulai dari RW I
sampai RW VII sebanyak 9.378 jiwa, komposisi penduduk menurut jenis kelamin secara lebth

terinci dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut.

OPerempuan
B Laki-laki

AR IR Y Y Y ey umy
RW I RWIi Rwlill RWIV RWV RWVI RWVH

GAMBAR 4.9.

DIAGRAM KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK TIAP RW
sumber : Lembaran lepas Data Penduduk Kal. Mojosengo tafun 2002,

Mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk, berdasarkan hasil survei terhadap
responden maka dapat diketahui bahwa di RW 1 penduduk yang berumur 41-50 tahun
sejumlah 42,9%, berumur 31-40 tahun sebanyak 35,7%, berumur 20-30 tahun sebanyak 21,4
% dan tidak ada responden yang berumur lebih dari 50 tahun. Untuk RW II-VI, responden
sebagian besar berumur 31-40 tahun (60,8%) dan responden yang berumur 20-30 tahun

Jumlahnya paling sedikit yaitu sebanyak 2 responden (2,5%). Jumlah responden di RW VII
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sebagian besar berumur 41-50 tahun (71,4%) dan tidak ada responden yang berumur 20-30

tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut.

20-30 th
0031-40th
B41-50 th
B>50th

RWI RW lI-VI RW VII

GAMBAR 4.10.

PROSENTASE PENDUDUK MENURUT UMUR
Sumber : Data primer diviah, 2003

Mengenai tingkat pendidikan maka berdasarkan jumlah hasil survei responden,
warga di RW T memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, 50% warga memiliki pendidikan
menengah, 42,9% warga memiliki pendidikan dasar dan 7,1% memiliki pendidikan tidak
tamat SD. Dalam hal int tidak ada responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi.

Warga di RW VII memiliki tingkat pendidikan yang agak lebih baik dibandingkan di RW I
yaitu 28,6% warga memiliki pendidikan tinggi, 42,8% memiliki pendidikan menengah dan
28,6% memiliki pendidikan dasar serta tidak ada responden yang tidak tamat SD.

Kondisi di RW 1I-VI memiliki tingkat pendidikan yang lebih bervariasi tetapi para responden
sebagian besar memiliki pendidikan menengah yaitu ada 60,8%, selanjutnya tingkat
pendidikan tinggi sebanyak 22.8% dan tingkat pendidikan dasar sebanyak 13,9%. Untuk
responden yang tidak tamat pendidikan dasar sebanyak 2,5%. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Gambar 4.11 berikut.
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GAMBAR 4.11.

PROSENTASE PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
Sumber : Data primer diolaf, 2003

Kehidupan sosial ekonomi seseorang sangat erat kaitannya dengan jenis pekerjaan
yang ditekuninya, Berdasarkan survei responden maka di RW 1 sebagian besar warga bekerja
sebagai wiraswasta (42,9%) dan yang bekerja sebagai pedagang jumlahnya paling
sedikit(7,1%), dalam hal ini warga yang bekerja sebagai PNS/ABRI dan pensiunan tidak ada.
Kondisi yang sama ditemui untuk responden RW II-VI sebagiaﬁ besar warga bekerja sebagai
wiraswasta (25,3%) dan sebagian kecil sebagai pensiunan (3,8%). Demikian pula di RW VII
sebagian besar responden bekerja sebagai buruh sebanyak 4 responden (57,1%) dan hanya
sebagian kecil yang bekerja sebagai pegawai kantor swasta yaitu sebanyak 1 responden

(14,3%) sedangkan responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI dan pensiunan tidak ada.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 4.12 berikut.
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GAMBAR 4.12.
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

Sumber : Data primer diolah, 2003

Mengenai mata pencahariannya tersebut, warga yang bekerja menjual makanan kecil
(HIK) memiliki jam kerja khusus. Rata-rata mereka bekerja mulai jam 5 sore hingga pulang
rumah pagi hari, setelah pulang kebanyakan belanja bahan-bahan makanan kemudian istirahat
hingga sore baru mulai bekerja. kembali. Dalam hal ini mereka mendapat pemasukan dari
jumlah dagangan yang laku. Untuk warga yang menjadi pengrajin biasanya memiliki waktu
kerja vang tidak teratur tetapi mereka bekerja hingga larut malam terutama bila sedang
banyak mendapat pesanan. Mereka mendapat penghasilan berdasarkan jumlah pesanan yang
diperoleh dari para pedagang yang ada di pasar Depok (pasar burung) atau dikirim ke luar
kota. Bagi warga yang menjadi pembuat tahu-tempe atau berjualan ke pasar, rata-rata
memiliki waktu kerja yang relatif teratur tetapi kadang-kadang tidak mengenal hari libur,
Mereka biasanya memperoleh penghasilan harian. Sedangkan khusus bagi warga vang bekerja
sebagai buruh atau pegawai rata-rata memiliki waktu kerja yang teratur dan memperoleh
penghasilan per bulan tetapi untuk buruh terkadang pada hari libur ada pekerjaan

tambahan/lemburan dimana mereka harus tetap masuk.
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Dalam hal tingkat pendapatan menurut hasil survei responden, warga di RW 1
sebagian besar berpenghasilan RP 400.000,- sampai Rp 800.000.- (57,2%) dan tidak ada
warga yang berpenghasilan lebih dari Rp 1,2 juta. Warga di RW 1I-VI sebagian besar
berpenghasilan Rp 400 sampai 800 ribu (46,8%) dan 5 % warga memiliki penghasilan lebih
dari Rp 1,2 juta. Untuk responden yang berada di RW VII sebagian besar berpenghasilan Rp
400.000,- sampai Rp 800.000,- (57,1%) dan tidak ada responden yang memiliki penghasilan
diatas Rp 1,2 juta atau dibawah Rp 400.000.-. Secara lebih detail komposisi penduduk

menurut tingkat pendapatan dapat dilihat pada Gambar 4.13.

. [

< 400rb
[1400rb - 800rb
W 800rb-1,2jt
W>120

RWI RW ii-vi RW VI

GAMBAR 4.13.
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDAPATAN

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan data tingkat pendapatan tersebut maka sebagian besar warga memiliki
penghasilan rendah. Hal imi menunjukkan keterbatasan kemampuan warga dalam pendanaan
khususnya dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana yang ada.

Di kawasan yang telah diremajakan, di RW I sebagian besar warga tinggal lebih dari

10 tahun (85,8%) dan tidak ada yang tinggal kurang dari 1 tahun. Kondisi tersebut juga
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berlaku untuk warga yang berada di RW II —VI dimana sebagian besar warga memiliki lama
tinggal lebih dari 10 tahun (70,9%) dan tidak ada yang tinggal kurang dari 1 tahun. Sedangkan
warga yang berada di RW VII sebagian besar tinggal lebih dari 10 tahun (71,4%) dan tidak

ada yang tinggal kurang dari 1 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.14.

160
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zl;s.ls
70.9
71.4

E< 1 th
11-4 th
R5-9th
> 1Cth

RWI RW II-VI RW VI

GAMBAR 4.14.
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT LAMA TINGGAL

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa hampir semua warga yang tinggal di
RW 1 sampai RW VII diasumsikan memiliki ikatan psikologis yang kuat dengan lingkungan
yang ada karena telah lama tinggal di dalamnya.

Selama tinggal dalam lingkungan tersebut maka sebagian besar warga di RW I
hampir semuanya mengakui status huniannya merupakan hak milik (71,4%). Waega di RW
1I-VI kondisinya hampir sama yaitu sebanyak 93,7% berstatus hak milik dan tidak ada yang
menyewa. Untuk responden di RW VII sebagian besar mengaku berstatus hak milik (71,4%)
dan tidak ada yang mengaku berstatus hak guna bangunan. Secara lebih detail dapat dilihat

pada Gambar 4.15.
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GAMBAR 4.15,
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT STATUS HUNIAN

Sumber : Data primer diolah, 2003

Selain kajiaan diatas, salah satu aspek penting dalam kajian sosial adalah pola
kepemimpinan dalam masyarakat. Selain pemimpin formal yang telah disyahkan oleh
Pemerintah, terdapat pula beberapa tokoh informal yang secara informal dihormati dan
disegani anggota masyarakat. Di kawasan yang telah diremajakan, ketua RW/RT atau tokoh-
tokoh formal biasanya dipilih dari warga yang telah mapan kedudukan sosialnya (guru,
pegawail negeri/swasta), warga yang mapan dalam kehidupan ekonomi ataupun warga yang
paling lama mendiami lingkungan.

Kondisi politik kawasan dalam konstelasi perpolitikan di Indonesia pada umumnya
tidak jauh berbeda dengan kawasan lain. Satu hal yang berhasil diamati adalah bahwa
masyarakat belum menghiruakan urusan politik selama tidak berkaitan langsung dengan
kebutuhan utama mereka. Urusan politis akan ditanggapi serius bila benar-benar secara nyata
mempengaruhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini mungkin dapat merupakan salah satu ciri
masyarakat berpenghasilan dan berpendidikan rendah yang banyak ditemukan di kawasan-

kawasan permukiman kumuh lainnya.
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Mengenai kebiasaan dan perilaku, di kawasan yang telah diremajakan pada
umumnya warga masih memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Salah satu kebiasaan yang
dilaksanakan dalam kehidupan bertetangga adalah melaksanakan kerja bakti untuk
membersibkan kampung. Kegiatan bersama seperti ini dapat menjadi modal utama dalam
peningkatan peran serta penduduk untuk mengelola prasarana yang ada di lingkungannya.
Memang kawasan ini tidak terlepas dari kehidupan kota yang cenderung individualis. Sifat
individualis warga yang timbul pada kawasan ini pada umumnya lebih disebabkan karena
tuntutan ekonomi untuk bekerja. Rata-rata para w;lrga berpenghasilan rendah dimana sehari
rﬁereka tidak bekerja maka berkurang pula penghasilan yang dia terima.

Selain kerja bakti kegiatan bersama yang dilakukan warga adalah berkumpul dalam
pertemuan resmi warga ataupun tidak resmi. Pertemuan resmi ada yang dilaksanakan rutin
tiap, bulan ataupun berdasarkan waktu Jawa misalnya Rebo Legi atau Selasa Kliwon.
Sedangkan pertemuan informal dilakukan tergantung pada waktu luang masing-masing yang
biasanya bertempat di pos ronda atau serambi rumah seorang warga. Biasanya mereka

berkumpul untuk sekedar bersilaturahmi dengan tetangga atau hanya mengobrol.




BABY
ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT ‘
DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Dalam bab metodologi penelitian, telah dijelaskan bahwa penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif yaﬁg didukung dengan deskripsi kualitatif. Setelah
dilakukan survey primer pada kawasan yang telah diremajakan di Mojosongo Surakarta
maka didapatkan jawaban dari masing-masing responden. Dari data-data tersebut dilakukan
pembobotan dan penilaian. Kemudian dari hasil penilaian dilakukan analisis hubungan
antara antara dua variabel dengan tabulasi dalam hal ini menggunakan bantuan SPSS
(Statistic Program for Social Science) dan ditindaklanjuti penjelasan deskripsi kualitatif.

Berkaitan dengan program peremajaan lingkungan, dari hasil pengamatan yang telah
dilakukan terhadap 100 responden maka responden tersebut dapat dikelompokkan ke dalam
tiga goiongan yaitu :

a. Responden yang terkena program redevelopment yang berada di RW [ terutama di
Bantaran 'Baraf Kali Anyar. Dalam hal ini peremajaan dilakukan dengan mengubah
struktur lingkungan yang telah ada tanpa memindahkan warga.

b. Responden yang terkena program peremajaan tanpa mengubah struktur kawasan dan
berada di RW Il sampai RW VI, Dalam hal ini peremajaan dilakukan terutama untuk
memperbaiki prasarana permukiman,

c. Responden yang terkena program resettlement yang berada di RW VII (Kedung
Tungkul). Dalam hal ini peremajaan dilakukan dengan mengubah struktur kawasan yang
ada dengan melakukan pemindahan wargé di bantaran Timur Kali Anyar yang masih
termasuk daerah RW II ke daerah yang telah dipersiapkan yaitu di RW VIL |

Mengenai lokasi responden tersebut dapat dilihat di Gambar 5.1 berikut ini.
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Sehingga dari hal terscbut diatas, analisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan
prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman ini dilakukan berdasarkan kategori
RW vyang terkena redevelopment, peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan, RW yang
terkena resettlement dan pada akhirnya dilakukan analisis peran serta masyarakat secara
menyeluruh pada lingkungan tersebut. Langkah-langkah ini dilakukan agar dapat dikenali
karakteristik peran serta masyarakat pada lingkungan yang‘ telah diremajakan dengan
berbagai program tersebut dan dengan program peremajaan Iingkungan pada umumnya.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan maka pada masing-masing kategori tersebut
perlu dikaji mengenai bentuk peran serta yang ada, tingkat pefan serta dan hubungan antara
antara faktor-faktor yang berpengareh dengan bentuk dan tingkat peran serta yang ada.

Bentuk-bentuk peran serta dapat berupa bentuk sumbangan, bentuk kegiatan,
{ntensitas dan frekuensi kegiatan serta derajad kesukarelaan untuk melakukan kegiatan
bersama. Sedangkan untuk tingkat peran serta masyarakat dianalisis berdasarkan pada
tingkat kehadiran dalam pertemuan, tingkat keaktifan berdiskusi, tingkat kehadiran dalam
kegiatan fisik dan ﬁngkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati
bersama. Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh yang dimaksudkan disini sesuai dengan
tinjauan teori yaitu faktor internal yang terdiri dari ciri-ciri individu, ikatan psikologis,
persepsi dan kepemimpinan serta faktor eksternal dukungan dari Pemerintah, pihak ketiga
sebagai pendamping dan karakteristik prasarana. Ciri-ciri individu terdiri dari umur, tingkat
pendapatan, pendidikan, pekerjaan, lama tinggal dan status hunian. Ikatan psikologis terdiri
dari jumlah tetangga yang'dikenal dan keikutsertaan dalam kegiatan peremajaan yang telah
dilaksanakan. Persepsi terdiri dari persepsi manfaat peran serta dan tanggung jawab
pengelolaan prasarana. Untuk kepemimpinan terdiri dari tingkat kehadiran, peran pemimpin

dalam memberikan pengarahan dan dukungan warga pada pemimpin.
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5 1. Analisis Peran Serta Masyarakat di RW I (Redevelopment)
5.1.1. Bentuk Peran Serta Masyarakat RW I (Redevelopment)

Peran serta masyarakat khususnya dalam pengelolaan prasarana pada das;émya
dapat dikenali dari bentuk peran serta yang terjadi. Menurut Duselldorp (dalam Slamet
1994:10) bahwa satu kegiatan peran serta dapat diidentifikasi dalam berbagai bentuk.
Bentuk-bentuk peran serta yang ada dapat berupa bentuk sumbangan dalam peran serta
yaitu pikiran, uang, material dan tenaga, serta bentuk kegiatan dalam peran serta yaitu peran
serta dilakukan bersama atau sendiri-sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing
dan peran serta dikerjakan sendiri oleh masyarakat atau diserabkan pihak lain. Selain itu
bentuk peran serta dapat dikenali dari intensitas dan frekuensi kegiatan serta derajad
kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama.

Bentuk sumbangan warga dalam pengelolaan jalan dan saluran sebagian besar
berupa tenaga yaitu (78,6%) kemudian dengan memberikan usulan (14,3%) serta uang
(7,1%) dan tidak ada yang menyumbang dalam bentuk material. Mengenai bentuk
sumbangan warga dalam pengelolaan sampah adalah dengan menyumbang tenaga (71,4%)
serta usulan (28,6%) dan tidak ada yang menyumbang dalam bentuk material ataupun nang.
Dalam hal ini sumbangan uang yang dimaksud dalam pengelolaan sampah adalah

sunibangan di luar RKK sedangkan mengenai RKK tersebut warga tetap memberikan

“melalui iuran RT ke pengurus RW untuk diteruskan ke Kelurahan.

Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan
jalan dan saluran adalah dalam bentuk kerja bakti massal (64,3%) yang dilakukan secara
bersama-sama dalam lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dalam rapat warga. Dalam
hal ini mulai timbul keinginan warga untuk melaksanaléan di lingkungan tempat tinggal
masing-masing dalam waktu bersamaan (28,6%) dan tidak ada keinginan warga untuk

melakukannya dengan mengupah seseorang.
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Bentuk kegitan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan
sampah sama dengan pada jalan dan saluran yaitu dalam bentuk kerja bakti massal (50%)
tetapi datam hal ini telah ada keinginan warga untuk mulai melaksanakanﬁyé kapan saja di
lingkungan tempat tinggal masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri (28,6%)
dan yang memilih dalam waktu bersamaan hanya (14,3%). Dalam hal ini hanya sebagian
kecil warga yang berkeinginan mengupah seseorang untuk membersihkan sampah (7,1%).

Mengenai bentuk peran serta berdasark.an frekuens) kegiatan bersama yang telah
dilakukan maka sebagian besar warga rata-rata melakukannya sebulan sekali (50%) dan
tidak ada yang melakukannya kurang dari sebulan sekali. Kegiatan bersama tersebut
dilaicsanakan rutin dengan waktu dan tempat yang tidak sama dimana pelaksanaannya untuk
tingkat RW sebagian besar diwakili ketua RT (42,8%), sedangkan sisanya diwakili sebagian
warga (28,6%) serta warga datang sendiri (28,6%) sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan
peran serta yang ada dilaksanakan dalam bentuk intensif yaitu dilakukan rutin tiap bulan
walaupun tanggal dan tempat tidak selalu sama. Untuk tingkat RT berdasarkan haéil
wawancara dihadiri langsung oleh seluruh warga. Dalam hal ini bentuk peran serta warga
berdasarkan cara keterlibatan untuk tingkat RW cenderung dalam bentuk peran serta tak
langsung dan pada tingkat RT cenderung berbentuk peran serta langsung. Dan pada
akhirnya berdasarkan derajad kesukarelaan maka bentuk peran serta yang terjadi selama ini
dapat dikategorikan dalam partisipasi bebas karena sebagian besar warga merasa
keterlibatan mereka dilaksanakan tanpa paksaan sama sekali (92,9%) dan tidak ada yang

merasa terpaksa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.1.




TABEL.V.1.
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT
DI RW 1 (REDEVELOPMENT)

Bentuk sumbangan dln
pengelolaan jalan & | Material - -
saluran Uang I 7.1
Usulan/pikiran 2 14,3
Bentuk sumbagan dim | Tenaga 10 71,4
pengelolaan sampah Material - -
Uang - -
Usulan/pikiran 4 28,6
Bentuk kegiatan dlm | Kerja bakti massal 9 64,3
pengelolaan jalan & | Di lingk. masing2 waktu bersamaan 4 28,6
saluran Di lingk. masing2 kapan saja 1 7.1
Mengupah seseorang - -
Bentuk kegiatan dim | Kerja bakti massal 7 50
pengelolaan sampah Di lingk. masing? waktu bersamaan 2 14,3
Di lingk. masing? kapan saja 4 28,6
Mengupah seseorang 1 7.1
Jumlah kegiatan dlm | > 3 x sebulan 3 21,4
satu bulan 2 x sebulan 4 28,6
1 x sebulan 7 50
<1 x sebulan - -
Rutinitas kegiatan Rutin, waktu & tempat sama - -
Rutin, waktu atau tempat tdk sama 3 214
Rutin, waktu dan tempat tdk sama 7 50
Tidak rutin, sesuai kebutuhan 4 28,6
Sifat kehadiran Datang sendiri 4 28,6
Diwakili sebagian warga 4 28,6
Diwakili pengurus RT - -
Diwakili ketua RT .6 42.8
Derajat kesukarelaan Tidak terpaksa sama sekali 13 929
Sedikit terpaksa 1 7,1
Terpaksa - -
Sangat terpaksa - -

Sumber : Data primer diolah, 2003
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5.1.2. Tingkat Peran Serta Masyarakat RW I (Redevelopment)

Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana merupakan derajat
keterlibatan masyarakat atau warga masyarakat dalam setiap kegiatan bersama yang
dilaksanakan untuk mengelola prasarana yang telah ada pasca peremajaan lingkungan
permukiman, Derajat keterlibatan warga masyarakat tersebut diukur dengan pemikiran
semakin banyak anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama ataupun
semakin besar kesediaannya menyumbangkan pikiran, tenaga atau bentuk sumbangan lain
maka semakin tinggi tingkat peran sertanya. Dalam hal ini tingkat peran serta dapat
diketahui dari frekuensi kehadiran warga dalam pertemuan, keaktifan warga dalam
berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan warga dalam memberikan
sumbangan dana atau iuran. Mengenai tingkat peran serta responden di RW 1 dapat dilihat

pada Tabel V.2 berikut ini.

TABEL.V.2.
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT
DI RW 1 (REDEVELOPMENT)

: i
1 Tingkat kehadiran | Sangat Tinggi - 4 -
dalam pertemuan Tinggi 6 3 18
Rendah 7 2 14
Sangat Rendah | 1 1 1 42
2 Tingkat keaktifan | Sangat Tinggi - 4 -
berdiskusi Tinggi 4 3 12
Rendah 9 2 i8
Sangat Rendah | 1 1 1 4Q
3 Tingkat kehadiran | Sangat Tinggi - 4 -
dalam kegiatan fisik | Tinggi 8 3 24
Rendah 5 2 10
Sangat Rendah | 1 1 1 44
4 Tingkat keaktifan | Sangat Tinggi - 4 -
membayar iuran /| Tinggi 3 12
sumbangan yg telah | Rendah 10 2 20
disepakati bersama | Sangat Rendah | - 1 - 32
Jumlah 131 131

Sumber : Data primer diolah, 2003
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Rerdasarkan tabel tersebut maka dari 14 responden, 7 responden (50%) mengaku
tingkat kehadirannya rendah dalam pertemuan, 6 responden (42,9%) tingkat kehadirannya
tinggi, 1 responden (7,1%) tingkat kehadirannya sangat rendah dan tidak ada vang tingkat
kehadirannya sangat tinggi.

Berdasarkan tingkat keaktifan berdiskusi, sebagian besar responden memiliki tingkat
keaktifan berdiskusi yang rendah (64,3%) dan tidak ada yang tingkat keaktifan
berdiskusinya sangat tinggi sedangkan sisanya memﬂiki tingkat berdiskusi yang tinggi
(28,6%) dan sangat rendah (7,1%).

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik maka sebagian besar responden
memiliki tingkat kehadiran yang tinggi (57,2%) dan tidak ada responden yang memiliki

tingkat kehadiran yang sangat tinggi sedangkan sisanya memiliki tingkat kehadiran yang

~ rendah (35,7%) dan sangat rendah (7,1%).

Mengenai tingkat keaktifan dalam membayar iuran atau sumbangan yang telah
disepakati bersama maka dari 14 responden 4 responden memiliki tingkat keaktifan tinggi,
10 responden memiliki tingkat keaktifan membayar yang rendah (71,4%) dan tidak ada
yang memiliki tingkat keaktifan membayar yang sangat tinggi atau sangat rendah.

 Mengenai penentuan kategori tingkat peran serta dapat diperhitungkan sebagai
berikut :
Nilai terendah adalah 4x14 = 56 dan nilai tertinggi adalah 16x14=224. Bila ada 4 interval

maka jarak intervalnya adalah (224-56)/4 = 42. Maka,

»  Sangat tinggi bila memiliki skor 182 - 224
» Tinggi bila memiliki skor 140 - 182
» Rendah bila memiliki skor 98 - 140
»  Sangat rendah bila memiliki skor 56 - 98

Sehingga bila total skor adalah 131 maka secara keseluruhan tingkat peran serta masyarakat

yang telah di-redevelopment termasuk kategori tingkat peran serta rendah.
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Sedangkan apabila dilihat berdasarkan variabelnya, dari data-data tersebut diatas
maka peran serta masyarakat yang paling tinggi adalah dalam I;egiatan fisik yang mencapai
jumiah Nx bobot tertinggi (44) dan yang paling rendah adalah tingkat keaktifan dalam
membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama dengan jumlah Nx bobot

terkecil (32).

51.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta

.Masyarakat

Untuk mengetahui hubungan antara bentuk dan tingkat peran serta masyarakat
dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dilakukan wji statistik dengan menggunakan
tabulasi silang atau crosstab dari beberapa variabel yang ada serta dengan memperhatikan
nilai chi square. Setelah dilakukan uji chi square maka langkah selanjutnya adalah melihat
taraf signifikansi (C). Nilai taraf signifikansi yang dihasilkan menunjukkan bahwa ada atau
tidak hubungan antara dua variabel yang diuji. Batas taraf signifikansi yang digunakan iaada
penelitian ini adalah 0,05 artinya jika taraf signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05
maka .pemyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus diterima,
sebaliknya jika nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka kedua variabel yang diuji tidak
saliﬁg berhubungan harus ditolak. Koefisien kontingensi menunjukkan kuat atau lemahnya
hubungan antara dua variabel yang diuji, nilai koefisien kontingensi ini berkisar antara 0,00
sampai 1,00 dimana hasil koefisien kontingensi mendekati 1, maka hubungan antara kedua
variabel tersebut sangat kuat dan sebaliknya jika nilai kontingensi tersebut semakin
mendekati 0 maka hubungan antara kedua variabel tersebut semakin lemah. Mengenai hasil

perhitungan SPSS dapat dilihat pada Tabel V.3.




TABEL.V 3.
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE
RW [ (REDEVELOPMENT)

8,000
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F1 Al Umur 8,433

B2 A2 Pendidikan 3,365 4,952

F3 A3 Pekerjaan 2,856 3,467

F4 Ad Pendapatan 4,408 1,700

F3 AS Lama Tinggal 2,361 2,333

F6 A6 Status hunian 4,800 4,000

F7 D1 Jumiah tetangga ve dikenal 11,133 4,800

F8 D2 Bentuk Sumbangan dlm peremajaan 11,143 14,000
F9 D7 Tingkat peran serta dlm peremajaan 3,111 4,800

F10 DI1) Kesesuaian rencana peremajaan 4,043 0,343

Fli D11 Kesesuaian hasil pelaksanaan peremajaan 4171 2,343

¥12 D12 Manfaat peran serta 7,333 7,333

F13 Di3 Tanggung jawab pengelolaan prasarana 2,433 2,619

Fi4 D14 | Kehadiran pemimpin 5,056 1,167

F15 D15 Kemampuan pemimpin memberi arahan 7,778 2,111

F16 D16 Dukungan warga pada pemimpin 3,455 3.818

F17 D17 Pemberian penyuluhan & pembinaan dari pem 10,204 4.000

FI8 D18 Bantvuan dana dari Pemerintah 6,370 1,111

F19 D19 Bantuan material dari Pemerintah 5,708 0,000

F20 D20 Besarnya bantuan bila diberikan 10,222 0,000

F21 D21 Bantuan pihak ketiga 7,083 1,500°
F22 D22 Karakteristik prasarana 1,917 6,000

Suniber : Data primer diolah, 2003

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk peran serta masyarakat

di RW 1 yang terkena program redevelopment dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang

dikenal, bentuk sumbangan dalam peremajaan, kehadiran pemimpin dan besarnya bantuan

bila diberikan oleh Pemerintah. Untuk tingkat peran serta dipengaruhi oleh umur, persepsi

_manfaat peran serta bentuk sumbangan dalam peremajaan dan kondisi prasarana. Sehingga

hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan bentuk dan tingkat peran serta dapat

digambarkan sepexti Gambar 5.2.
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PERAN SERTA

GAMBAR 5.2,
FAKTOR YG BERPENGARUH PADA BENTUK &

TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW 1 (REDEVELOPMENT)
Sumber : Data primer diolah, 2003

5.1.3.1. Faktor-faktor yang Mempengarnhi Bentuk Peran Serta Masyarakat
1. Hubungan antara jumlah tetangga yang dikenal dengan bentuk peran serta

Peran serta masyarakat hanya akan terjadi bila sejumlah warga dalam unit geografi
tertentu merupakan sebuah komunitas. Dalam hal ini semnakin banyak jumlah tetangga yang
dikenal oleh seseorang maka semakin tinggi ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang
berpengaruh pada bentuk peran sertanya dalam pengelolaan prasarana. Untuk mengetahui

hubungan yang terjadi dapat dilihat pada Tabel V 4.
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Berdasarkan Tabel V.4. tersebut dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

a.Dari 3 responden yang kenal 25%-50% tetangga sebagian besar menginginkan bentuk
sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah
pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat
berbeda atau sesuai kebutuhan serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan
seluruh warga untuk tingkat RT.

b. Dari 6 responden yang kenal 50%-75% tetangga sebagian besar menginginkan bentuk
sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti.
Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu
sama dan tempat berbeda atan sesuai kebutuhan serta dihadiﬂ oleh sebagian warga untuk
tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT. -

¢. Dari 5 responden yang kenal >75% tetangga menginginkan bentuk sumbangan berupa
tenaga. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan dan saluran dilakukan di lingkungan
-tempat tinggal séndiri—sendiri pada waktu bersamaan serta dilakukan kapan saja untuk
pengelolaan sampah. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta
dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda serta dihadiri oleh seluruh warga atau
ketua RT untuk tingkat RW.

Berdasarkan kajian diatas dalam perawatan dan pemeliharaan jalan atau saluran,
semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal semakin besar bentuk sumbangan tenaga
yang diberikan warga. Tetapi dalam pengelolaan sampah semakin banyak jumlah tetangga
yang dikenal semakin berkurang peluang pemberian bentuk sumbangan tenaga oleh warga
walaupun secara umum sumbangan tenaga masih dominan.

Selain itu semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka peluang terjadinya
kerja bakti untuk memelihara dan merawat jalan, saluran atau mengélola sampah semakin

berkurang. Sedangkan untuk frekuensi pertemuan, intensitas pertemuan dan sifat kehadiran
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tidak ada pola tertentu yang dapat diurutkan serta masing-masing kelompok warga memiliki
pengaruh yang berbecia—beda.

Dari kenyataan tersebut, asumsi bahwa semakin banyak jumlah tetangga yaﬁg
dikenal akan semakin mendorong terwujudnya kualitas bentuk peran serta yang ideal
ternyata tidak selamanya benar. Ada kemungkinan bahwa kegiatan bersama yang dilakukan
diinterpretasikan warga sebagai wujud kewajiban bersosialisasi mengingat semakin banyak
tetangga yang dikenal maka tingkat keterpaksaan untuk turut dalam kegiatan bersama mulai
tumbuh. Sehingga bila seorang warga sudah kenal dengan tetangga disekitammya maka 1a
tidak perlu melakukan sosialisasi lagi dan cukup melakukan di kegiatan di lingkungan

tempat tinggal masing-masing.

2. Hubungan antara bentuk sumbangan dalam pefemajaan dengan bentuk peran
serta
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan peremajaan yang telah
dilakukan akan ikut mempengaruhi ikatan psikologis masyarakat dalam berperan serta
mengelola prasarana yang dibangun. Keterlibatan berupa pemberian sumbangan dalam
peremajaan tentunya mempengaruhi bentuk peran serta selama pengelolaan. Semakin
banfak seseorang terlibat maka semakin tinggi kualitas bentuk peran sertanya. Pada

kenyataannya keterlibatan warga di RW [ dapat dilihat pada Tabel V.5,
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Berdasarkan Tabel V.5. tersebut maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 7 responden yang telah memberikan satu bentuk sumbangan dalam peremajaari

yang telah dilakukan sebagian besar menginginkan bentuk sumbangan pada jalz}p dan
saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti.
Sedangkan jumiah pertemuan dilakukan dua kali sebule;n serta dilakukan rutin pada
waktu dan tempat berbeda. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh warga atau

ketua RT untuk tingkat RW.

. Dari 4 responden yang telah memberikan 3 bentuk sumbangan dalam peremajaan yang

telah dilakukan sebagian besar menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran
l;empa tenaga serta padapersampahan berupa tenaga atau usulan. Untuk bentuk kégiatan
pengelolaan jalan dan saluran berupa kerja bakti atan melaksanakan di lingkungan
tempat tinggal masing-masing secara bersamaan . Bentuk kegiatan pengelolaan pada
sampah berupa kerja bakti atau melaksanakan sendiri-sendiri di tempat tinggal masing-
masing kapan saja sesuai kebutuhan. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali
sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda. Dalam pertemuan tersebut

dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

. Dari 3 tesponden yang telah memberikan 4 bentuk sumbangan yaitu uang, material,

‘tenaga dan usulan dalam peremajaan yang telah dilakukan menginginkan bentuk

sumbangan pada jalan dan saluran bukan lagi hanya tenaga tetapi juga usulan dan vang .
Untuk bentuk sumbangan pada persampahan sebagian besar berupa tenaga dan bentuk
kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah b'erupa kerja bakti. Sedangkan jumiah
pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan tidak rutin sesuai kebutuban. Dalam
pertemuan tersebut dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga

untuk tingkat RT.
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Berdasarkan dari kajian diatas, dalam perawatan dan pemeliharaan prasarana maka
semakin besar bentuk sumbangan yang telah diberikan dalam peremajaan semakin kecil
peluang terjadinya bentuk sumbangan tenaga dalam pengelolaan prasarana.

Selain itu semakin besar bentuk sumbangan yang diberikan maka peluang
dilakukannya kerja bakti pada jalan dan saluran semakin besar pula. Sedangkan pada
sampah, kenyataan yang terjadi berbanding terbalik dengan asumsi karena peluang

terjadinya kerja bakti semakin kecil.

Mengenai jumlah pertemuan, semakin banyak bentuk sumbangan yang telah

diberikan dalam peremajaan maka peluang diadakannya pertemuan sekali sebulan semakin
besar dan dalam pertemuan tersebut semakin besar keinginan untuk dihadiri sebagian warga
dengan tingkat keterpaksaan semakin kecil.
3. Hubungan antara kehadiran pemimpin dengan bentuk peran serta

Dalam setiap organisasi kemasyarakatan dikenal adanya pemimpin. Di kawasan
Mojosongo yang diremajakan ini para pemimpin formal yaitu Ketua RT atau RW
merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat baik dari
status sosial, status ekonomi ataupun orang yang paling lama tinggal dalam kawasan
tersebut. Dalam Thoha (2002,226-240) disebutkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang
memi)unyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Besarnya pengaruh yang
dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan warga uniuk terlibat dalam kegiatan
peran serta dipengaruhi pula oleh intensitas hubungan antaranya dengan warga masyarakat
da.lan\l kehidupan sehari-hari. Intensitas hubungan antara ini dapat dilihat dari tingkat
kehadiran pemimpin dalam kegiatan-kegiatan khususnya yang diselenggarakan oleh warga
masyarakat. Berdasarkan kenyataan ini maka kehadiran pemimpin akan mempengaruhi

bentuk keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama. Untuk mengefahui hubungan yang

terjadi dapat dilihat pada Tabel V.6.




911

£007 YOIoIp 121 J BID(T | 43qUNG

yosidisr Lupiaq Susou-Sursout brias wriad ynjuaq doy up3isp |2qOLDA DIDIUD upBungnyy : updunt13y

T3 | vonderiepil] fef [punssde| mpeq SLy| 0 | woes jedne pryeubmy £of xg< [ L91 nyeq ebay [ 0€ eq ey | oS Beml | ¢ s G
L9l yprodurey] 0 | SuaSqesneyemic] £'91 | epeq idun wmEs a ‘unidh 0 xg | L9l wsiq Y3y | 0¢ urs1sq SButf 0 e | g [BLEW

0 esyedis]| 0 [pasBumedyppemiq] €68 | ©peqiedwa) p v WO £'99 xi | og | elesudyyBum | o | efesudiyguy | o Buen | ¢ Buen 188up

0 syeding, yeBuey 99 Launesid o I Eplyl 0 Xp» | £91 yednuw | o yednduew | 0g usnsn | 9] ue[msn jedueg | 7
00! poudia) Nepi]] Gz  [UnSOUR| PR AL (| BUIES 18Gwal gy N Tand ¢'Ti xg< | 6L eqeliay | cL nyeqelay | C/3 vgeus) 5L deuay

0 ypyndurey)  g¢ | BwBqosgepemiqg ¢z | Epeq idun wes D ‘winyg  0S xg | ¢zl mstaq YR | C7] wsiqyBu | 0 [ruejew {0 {eLBIEW

0 peyediagl ¢ ([ysBuedymesiq sz | epeqredwel e unny CLE X[ | ¢t | slesudyyBum | gzt | slesudyy@ey [ o Suen | ¢71 Fuen

o | syederwdusg sz Iaueena o mnIyepl]l 0 X[>| 0 yednBuswr | ) qednfusw | ¢'z] wansa | ¢'gl ug[nsn 138ur],

LVIVIVASYIN VIYMAS NVidd

UNTNIOTIATATI) 1 MA 1A

MNINHE NODQ NIJWNIINA

OATHIVL

d NVAIAVHAA 9NH




117

Rerdasarkan Tabel V.6. tersebut maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 8§ responden yang menyatakan bahwa tingkat kehadiran pemimpin tinggi dalam
kegiatan bersama yang diadakan menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan
saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran
serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumiah pertemuan dilakukan dua kali
sebulan serta dilakukan tidak rutin sesuai kebutuhan serta dihadiri oleh sebagian warga
untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT. |

b. Dari 6 responden yang menyatakan bahwa tingkat kehadiran pemimpin sangat tinggi
dalam kegiatan bersama yang diadakan menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan
saluran berupa tenaga serta pada persampahan berupa tenaga atau usulan. Untuk bentuk
kegiatan pengelolaan jalan dan saluran berupa kerja bakti atan melakukan di lingkungan
tempat tinggal sendiri-sendiri secara bersamaan serla dilakukan kapan saja untuk
pengelolaan pada sampah. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta
dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda dan dihadiri oleh seluruh warga untuk
tingkat RW dan RT.

Berdasarkan dari kajian diatas maka semakin besar kehadiran dari pemimpin
menunjukkan semakin besar pula keinginan untuk menyumbangkan tenaga pada jalan dan
saluran tetapi pada sampah keinginan tersebut semakin berkurang. selain itu keinginan
untuk bekexj.a bakti juga semakin kecil dan melakukannya di lingkungan masing-masing
semakin besar, Walaupun rutinitas pertemuan semakin besar tetapi jumlah pertemuan
semzikin kecil dan kehadiran warga semakin banyak diwakilkan. Hal ini menunjukkan
semakin sering seorang pimpinan hadir maka semakin berkurang tanggung jawab warga
terhadap kondisi lingkungannya karena menganggap sudah ada yang menangani atau ada

faktor-faktor lain dari pimpinan yang tidak disukai warga.
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4, Hubungan antara besarnya pantuan dari Pemerintah dengan bentuk peran scrta
Warga masyarakat akan semakin terlibat dalam pengelolaan prasarana lingkungan
apabila.l ada suasana yang mendukung. Dukungan yang diharapkan oleh masyarakat adalah
perhatian dari Pemerintah berupa perhberian bantuan material atau dana. Sehingga besarnya
bantuan yang diberikan oleh Pemerintah mempengaruhi bentuk peran serta masyarakat.
Berdasarkan hasil survey responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :
~ a. Dari 4 responden yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima dari Pemerintah bila
diberikan besarnya <25% total kebutuhan, sebagian besar menginginkan bentuk
sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti.
Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan pada waktu sama
dan tempat berbeda atau sebaliknya. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh sebagian warga
atau ketua RT untuk tingkat RW.

b. Dari 6 responden menyatakan bahwa bantuan vyang diterima dar Pemerintah bila
diberikan besamya 25%-50% total kebutuhan, menginginkan bentuk sumbangan berupa
tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan
sekali sebulan serta dilakukan rutin pada wakiu dan tempat berbeda atau sesual
kebutuhan. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh warga RT untuk tingkat RW dan RT.

c. Dari 4 responden yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima dari Pemerintah bila
diberikan besarnya 50%-75% total kebutuhan, sebagian bésar menginginkan bentuk
sumbangan pada jalan saluran berupa tenaga dan pada persampahan berupa tenaga atau
usulan . Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan dan saluran dilakukan di lingkungan
tempat tinggal masing-masing secara bersamaan serta pada pengelolaan sampah
dilakukan bersamaan dan kapan saja. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali
sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda. Dalam pertemuan tersebut
dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

Secara lebih lengkap hasil survei tersebut dapat dilihat pada Tabel V.7.
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Berdasarkan kajian diatas maka cemakin besar bantuan yang diberikan oleh
Pemerintah semakin kecil peluang disumbangkannya bentuk icnagad pada pengelolaan

sampah ataupun keinginan untuk menyumbangkan uang pada pengelolaan jalan dan saluran.

Gelain itu keinginan untuk melaksanakan kerja bakti juga semakin kecil, walaupun

keinginan terhadap frekuensi pertemuan dengan rutin pada waktu dan tempat yang berbeda

semakin besar.

Dari hal tersebut maka semakin besar bantuan yang diberikan oleh Pemerintzh

belum tentu memberikan dampak bentuk peran serta warga sepertl yang diharapkan. Dalam

hal ini sumbangan tenaga dan peluang warga untuk hadir langsung dalam pertemuan ada
pada bantuan yang besarnya 50%-75% kebutuhan dana. Mengenai bentuk kegiatan maka
. peluang terjadinya kerja bakti dan meningkatnya jumla pertemuan ada pada bantuan yang

besarnya Kurang dari 25%. Sedangkan bantuan yang besamya'SO%JS% mempengaruhi

warga melakukan perternuan secara tidak rutin.

5.1.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serté Masyarakat
1. Hubungan antara umur dengan tingkat peran serta

Keaktifan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan bersama di lingkungannya
tentunya dipengaruhi pula oleh faktor asia. Dalam hal ini usia bukan hanya berpengaruh
terhadap kondisi fisik seseorang tetapi berpengaruh pula terhadap kematangan seseorang
dalam menghadapi permasalahan yang {imbul di lingkungannya. Penduduk dari golongan
usia muda memiliki kecenderungan bentuk dan tingkat peran serta yang berbeda
dibandingkan penduduk dari golongan usia tua. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi

dapat di libat di Tabel V.8.
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TABEL V.8.
HUB. UMUR DGN TINGKAT PERAN SER’I‘A MASYARAKAT

; ; i sl : ,dh.

'?1-30 tahun -1 -1 1 -
212 41112 - 2 4

113 31103 9 3 3

-14 -1-14 - - 4 -

Jumlah tiap variabel 7 9 7

Jumlah tiap kelompok umur 29 |

2 | 31-40 tahun 5 STl - - -1 T-T1] -
T2 2lal2] _8|-.2 122 4

413] 12,13 3 3 15313 9

T Y 3 A S I

Jurnlah tiap variabel 14 11 15 13

Jumlah tiap kelompok umur 53

3 41-50 tahun 6 11 1)-11 -1 1]-[1 -
412 3142 81512 10]6!2 12

113 31213 61-]3 -1-13 -

| -4 Sl-14a o Tal -1-14 -

Jumlah tiap variabel l 12 14 11 %‘

Tumtah tiap kelompok umur | . 49

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.8. tersebut dan Tabel 1112 pada bab metodologi maka dapat

dikaji hal-hal sebagai berikut :

a.

Dari 3 responden yang berumur 71-30 tahun memiliki tingkat peran serta dalam
pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan
yang diadakan Tendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam
kegiatan fisik tinggl dan tingkat keaktifan membayar jyran atau sumbangan yang telah
disepakati bersama rendah.

Dari 5 responden yang berumur 31- 40 tahun memiliki tingkat peran serta tinggi dalam
pengelolaan prasarana . Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang
diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan
fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar juran atau sumbangan yang telah disepakati

bersama tinggi.
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¢. Dari 6 responden yang berumur 41- 50 tahun memiliki tingkat peran serta dalam
pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan
yang diadékan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam
kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah
disepakati bersama rendah.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa anggapan semakin tinggi umur
seseorang maka semakin tinggi tingkat peran sertanya dalam pertemuan dan pada kegiatan
fisik semakin berkurang tidak selamanya benar. Tingkat keaktifan berdiskusi rata-rata
rendah dan tingkat peran serta masyarakat tertinggi ada pada kelompok umur 31-40 tahun
terutama pada tingkat peran serta masyarakat untuk hadir dalam pertemuan dan kegiatan

fisik serta membayar iuran bersama.

2. Hubungan antara bentuk sumbangan dalam peremajaan dengan tingkat peran
serta

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan ikut
mempengaruhi ikatan psikologis masyarakat dalalm berperan serta mengelola prasarana
yang telah dibangunnya. Keterlibatan ini dapat berupa bentuk sumbangan, seberapa besar
juni]ah bentuk sumbangan yang telah diberikan akan menentukan seberapa besar rasa
kepemilikan mereka terhadap hasil dari proses tersebut. Rasa kepemilikan ini akan
mempengaruhi kepedulian terhadap kondisi dari hasil kegiatan. Hubungan antara bentuk
sumbangan dalam peremajaan dengan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan

prasarana dapat dilihat pada Tabel V.9.




123

TABEL V.9.
HUB. BENTUK SUMBANGAN DLM PEREMAJAAN
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW 1 (REDEVELOPMENT)

hitlm.: i E:. 'I !:
il i ks, 1 ) 3 i 34 ‘;‘ :‘. A 'ﬁ\ Iﬂ .l' ; i Bl :
1 1 bentuk sumbangan 7 1[1 1] 1]1 1 1]1 1] -1 -
sl2t 10 512] 10| 412 8| 72| 14
L1731 3] V]3] 3( 2|3 6] -3 -
-1 4 - -14 -1 -14 -1 -4 -
Jumlah tiap variabel 14 14 15 14 |
Jumlah tiap kelompok 57
2 3 bentuk sumbangan 4 -11 - -11 -1 -1 -1 -1 -
i|2 20 32 6 -2 -L 112 2
313 9] 113 3¢ 403 12] 313 9
T4l -] -4 - 4| -| -14 -
Jumlah tiap variabel 11 9 12 il
Jumlzah tiap kelompok 43
3 4 bentuk sumbangan 3 -1 -1 -11 -1 -11 -1 -11 -
1(2 2] 112 21 1]2 21 212 4
213 61 213 61 23 6| 1|3 3
T4l -| -4 -] -]4f -1 -{4 -
Jumlah tiap variabe! 8 8 8 [ 7
Jumlah tiap kelompok : 31

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan dari Tabel V.9 dan Tabel 111.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal

sebagai berikut :

a. Dari 7 responden yang menyumbangkan satu bentuk sumbangan dalam peremajaan
memiliki tingkat peran serta cialam pengelolaan prasarana renciah. Secara lebih rinci
tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan
berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan

membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

b. Dari 4 responden yang memberikan tiga bentuk sumbangan memiliki tingkat peran

serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam
pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran
dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang

telah disepakati bersama tinggi.
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¢. Dari 3 responden yang memberikan empat bentuk sumbangan dalam peremajaan yang

telah dilakukan memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara

lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat

keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat
keaktifan membayar furan atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

Berdasarkan kajian di atas, semakin banyak bentuk sumbangan yang diberikan

dalam peremajaan maka semakin tinggi tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan

prasarana. Kondisi ini didukung dengan semakin meningkatnya peran serta magyarakat

untuk hadir dalam pertemuan dan kegiatan fisik yang diadakan serta keaktifan berdiskusi.

Mengénai keaktifan membayar iuran tidak ada pola tertentu dan tertinggi pada kelompok

yang telah meraberikan tiga bentuk sumbangan atau ada faktor lain yang lebih dominan.

3. Hubungan antara persepsi manfaat kegiatan dengan tingkat peran serta

Salah satu keengganan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan peran serta
penduduk dalam pengelolaan prasarana adalah hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri
Masyarakat tidak akan berperan serta jika merasa hasil keterlibatannya tidak berpengaruh
pada hasil akhir. Masyarakat akan cenderung lebih berperan serta apabila ada manfaat yang

dapat mereka petik. Berdasarkan hasil survei responden maka dapat diperoleh Tabel V.10

~yang menggambarkan keterkaitan antara antara perssepsi manfaat kegiatan peran serta

dalam pengelolaan prasarana dengan tingkat peran serta yang terjadi.
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TABEL V.10.
LHUB. PERSEPSI MANFAAT KEGIATAN DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT
DI RW I{REDE CVELOPMENT) :

ﬂx” L

1 Tidak Ada 3 -11 -1 -1 -1 -y =11 -

212 4| 1]2 21 212 41212 4

N 1730 3| 2[3| el 1[3] 31113 3

-4 T -4l -1 -[4f -] -14 -

Jumlah tiap variabel 7 ] 7 7

Jumlah tiap kelompok 24

2 Sedikit Manfaat 2 -4 1 -1 111 1 -1 -] -t1 -

1!2 21 112 2 -1 2 -1 212 4

113 31 -13 - 3 6] -13 -

-4 _oTal - 4] -] -|4 -

Jumlah tiap variabel 5 3 6 4

Jumlah tiap kelompok : 18

3 Banyak Manfaat 3 -1 1 -] -1 -1 -1 -l -1 -

112 21212 4 -12 -1 112 2

213 6| 113 3] 313 91213 6

. -|a T o4l -] -l4] -t -14 -

Jumlah tiap variabel 8 7 9 8

Jumlah tiap kelompok 32

4 Banyak sekali 6 1|1 ] -1 -1 v -1 -1 -
Manfaatnya

112 21112 21 112 21112 2

413 121 513 15| 43 121 513 15

4 - -4l - 4 _14a i

Jumlah tiap variabel 15 17 15 i7

Tumlah tiap kelompok 64 |

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.10 tersebut dan Tabel TI1.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji

hal-hal sebagai berikut :

‘a.

Dari 3 responden yang beranggapan keterlibatan masyarakat tidak ada manfaatnya
merniliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah, Secara lebih rinci
tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tendah, tingkat keaktifan
berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan
membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

Dari 2 responden yang beranggapan keterlibatan masyarakat sedikit manfaatnya

memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci

| 0P T-PUSTAT THp]

s
o et
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tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan
berdiskusi sangat rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat

keaktifan ﬁembayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

. Dari 3 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat banyak manfaatnya

memiliki tingkat peran sera datam pengelolaan prasarand tinggl. Secara lebih rinci
tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan
berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan

membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

d. Dari 6 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat banyak sekali

manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara
lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat
keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggidan tingkat
keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi
terhadap persepsi manfaat keterlibatan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat peran
serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana yang ada. Hal ini didukung dengan semakin
meningkatkanya tingkat peran serta masyafakat untuk hadir dalam pertemuan dan kegiatan

fisik yang ada serta keaktifan untuk membayar iuran yang telah disepakati. Mengenai

_ keaktifan berdiskusi tidak ada pola tertentu dan ada kemungkinan dipengaruhi oleh faktor

lain yang lebih dominan.

4. Hubungan antara kafakteristik prasarana dengan tingkat peran serta

Kondisi prasarana akan mampu mempengaruhi kinerjanya untuk dapat mendukung
aktifitas masyarakat. Kebutuhan akan prasarana bagi aktifitas ‘masyarakat ini akan
mempengaruhi sikap masyarakat tersebut terhadap kondisi prasarana yang ada. Walaupun

telah dibangun prasarana yang bagus, apabila masyarakat kurang membutuhkan maka tidak
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akan ada usaha dari masyarakat untuk mengelolanya. Tetap: walaupun kondisi prasarananya
buruk, apabila masyarakat sangat membutuhkan maka prasarana tersebut akan tetap dipakai

dan masyarakat akan berusaha untuk merawat dan memperbaikinya.

TABEL V.11. ,
HUB. KONDISI PRASARANA DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT
DIRW 1 _REDEVELOPMENZ )

sl

| | Tidak berfungsi 2 -1 - =11 - -1 -1
karena banyak rusak 112 2| 2[2 41112 112
113 3 -3 -1 113 113
-1 4 =i -14 -1 -14 -1 -4

Jumlah tiap variabel 5 4 5

Jumiah tiap kelompok

2 | Berfungsi tetapi 4 141 1 -1 -1 1] -1
banyak rusak
3121 6) 3|21 6[312] 6| 4|2, 8
-3 13t 31 -73 - 3 -
: -4 -1 -14 - -4 -4 -
Jumlah tiap variabel 7 9 7
Jumlah tiap kelompok 31
3 | Berfungsi dgn baik 8 i - 101 1] -1 - 1 -
dan hanya sebagian 3|2 6| 412 g8l 1]2 21 5|21 10
kecil yg rusak
513 15/ 313 91 713 21 3|3 9
-4 T -Ta - -Tab -] -1al -
Jumlah tiap variabel 21 18 23 19
Jumlah tiap kelompok ) 81

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.11 tersebut dan Tabel II1.2 dalam bab metodoiogi maka dapat dikaji

hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 2 responden yang menyatakan bahwa prasarana yang telah dibangun tidak
berfungsi karena banyak yang rusak memiliki tingkét peran serta dalam pengelolaan
prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang
diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan
fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati

bersama tinggi.
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b. Dari 4 responden yang menyatakan bahwa prasarana yang telah dibangun berfungsi

walaupun banyak yang rusak memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana
rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah,
tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan

tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama

rendah.

c¢. Dari 8 responden yang menyatakan bahwa prasarana yang telah dibangun berfungsi dan

hanya sedikit yang rusak memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana
tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi,
tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan
tingkat keaktifan membayar iuran yang telah disepakati bersama rendah.

Berdasarkan kajian diatas maka secara keseluruhan semakin baik kondisi suatu
prasarana maka semakin tinggi tingkat peran serta masyarakat yang terjadi. Tetapi kalau
diperhatikan lebih jauh maka tingkat peran serta masyarakat yang memiliki bobot terendah
ada pada kelompok yang menyatakan bahwa prasarana berfungsi tetapi banyak rusak. Hal
ini menunjukkan bahwa kerusakan prasarana sepanjang masih bisa digunakan belum
mampu ﬂleningkatkan kepedulian penduduk tetapi bila kerusakan tersebut membuat

prasarana menjadi tidak berfungsi maka timbul kepedulian penduduk untuk menanganinya.

5.1.4. Hambatan Peran Serta Masyarakat di RW I (Redevelopment)

Berdasarkan pertanyaan terbuka yang diajukan pada warga maka secara umum
hambatan yang berasal dari masyarakat untuk berperan serta adalah kemampuan ekonomi,
kurangnya kesadaran masyarakat, kurang rasa memiliki, prasarana yang ada telah rusak,
takut dimintai pajak, masalah kerukunan dan masalah pekerjaan. |

Kesadaran warga untﬁk memelihara prasarana di lingkungannya masih sangat

kurang terbukti peralatan seperti tiang lampu yang disiapkan untuk pemeliharaan terkadang
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dicuri dan dari informasi yang diperoleh bahwa yang mencuri masih warga sekitar. Menurut
Ketua RW kondisi tersebut dipicu karena mereka menganggap proyek peremajaan yang
telah dilakukan tidak sesuai dengan harapan mereka.

Untuk hambatan yang berasal dari pemerintah, menurut warga karena
pembangunan yang dilaksanakan kurang tepat sasaran, pejabat (Pak Lurah) yang sudah
dekat dengan warga ditugaskan di tempat lain dan kurangnya perhatian setelah
pembangunan dan ada beberapa warga yang menganggap bahwa masyarakat telah
membayar pajak/retribusi yang ada sehingga pemerintah selayaknya lebih aktif dalam
membantu masyarakat untuk mengelola prasarana. |

Menurut pengakuan beberapa pengurus lingkungan, perhatian pemerintah 1n1 perlu
untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran warga serta pemerintah lebih terbuka
terhadap masalah yang dihadapi warga. Selama ini menurut mereka pemerintah hanya
menekan pengurus di lingkungan tanpa kontribusi nyata memecahkan masalah yang ada.
Seperti kasus di pondok boro dimana setelah proyek selesai tidak ada serah terima ke
pengurus RW, melihat bangunan yang sudah mangkrak maka pengurus berusaha untuk
merawat dan memperbaiki kondisi bangunan yang ada sampai mampu mendatangkan
beberapa penyéwa. Usaha ini ternyata kurang mendapat tanggapan positif dari pemerintah

tetapi malahan meminta retribusi yang diperoleh pengurus dari penyewa.

5.2 Analisis Peran Serta Masyarakat di RW II-V1
5.2.1. Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW II-VI

Walaupun secara umum bentuk peran serta masyarakat sama, dari hasil survey
yang telah dilakukan maka bentuk peran serta masyarakat dalam pengé]olaan prasarana di
RW I1-VI pada beberapa kategori berbeda dengan bentuk peran serta masyarakat di RW L.
Hal mi dimungkinkan karena kondisi masyarakat dan perlakukan khususnya dalam

peremajaan berbeda.
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Secara lebih rinci bentuk sumbangan warga dalara pengelolaan jalan dan‘ saluran
sebagian besar berupa tenaga yaitu (62%) kemudian dengan memberikan uang (16,5%)
serta material (11,4%) dan dalam bentuk usulan (10,1%). Mengenai bentuk sumbangan
warga dalam pengelolaan sampah adalah dengan menyumbang tenaga (5 8,2%) dan sebagian
kecil menyﬁmba;ng material (3,85%). Yang dimaksud sumbangan dalam pengelolaan
sampah ini adalah sumbangan dalam kegiatan kebersihan lingkungan di luar RKK yang
berupa retribusi uang karena dari pengamatan di lapangan ‘maka sampah yang ada di
lingkungan hunian sebagian besar tidak terjangkau oleh pelayanan petugas kebersihan kota.
Sehingga RKK bagi warga tidak lebih dianggap sebagai pajak yang harus disumbangkan
karena tidak berpengaruh pada pelayanan pembuangan sampah.

Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan
jalan dan saluran adalah dalam bentuk kerja bakti massal (82,3%) yang dilakukan secara
bersama-sama dalam lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dalam rapat warga. Dalam
hal ini tidak ada keinginan warga untuk melakukannya dengan mengupah seseorang.

Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan
sampah sama dengan pada jalan dan saluran yaitu dalam bentuk kerja bakti massal (63,3%)
tetapi dalam hal ini telah ada keinginan warga untuk mulai melaksanakannya di lingkungan

tembat tinggal masing-masing dalam waktu bersamaan(16,5%) dan yang memilih waktu

- kapan saja sesuai kebutuhan hanya (10,1%) serta dengan mengupah seseorang (10,1%).

Mengenai bentuk peran serta berdasarkan frekuensi kegiatan bersama yang telah
dilakukan maka sebagian besar warga rata-rata melakukannya sebulan sekali (50%) dan
hanya sebagian kecil yang melakukannya kurang dari sebulan sekali (5%). Kegiatan
bersama tersebut dilaksanakan rutin dengan waktu sama dan tempat yang tidak sama atau

sebaliknya dimana pelaksanaannya untuk tingkat RW sebagian besar diwakili sebagian

"warga (44,3%). Untuk tingkat RT berdasarkan hasil wawancara dihadiri langsung oleh

seluruh warga. Dalam hal ini bentuk peran serta warga berdasarkan cara keterlibatan untuk
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tingkat RW cenderung dalam bentuk peran serta tak langsung dan pada tingkat RT
cenderung berbentuk peran serta langsung. Dan pada akhirnya berdasarkan derajad
kesukérelaan maka bentuk peran serta yang terjadi selama ini dapat dikategorikan dalam
partisipasi bebas karena sebagian besar warga merasa keterlibatan mereka dilaksanakan
tanpa paksaan sama sekali (89,9%) dan yang merasa terpaksa hanya sebagian kecil saja

(2,5%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.12.

TABEL V.12.
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DIRW [I-VI

1 Bentuk sumbangan dim | Tenaga 49 62
pengelolaan jalan & | Material 9 11,4
saluran Uang i3 16,5

Usulan/pikiran 8 10,1

2 Bentuk sumbagan dlm | Tenaga 46 58,2

pengelolaan sampah Material 3 3,8
Usang 23 19,1
Usulan/pikiran 7 89

3 Bentuk kegiatan dlm | Kerja bakti massal 65 82,3
pengelolaan  jalan & i Dilingk. masing? waktu bersamaan 8 10,1
saluran Di lingk. masing2 kapan saja 6 7,6

Mengupah seseorang - -

4 Bentuk kegiatan dim | Kerja bakti massal ' 50 63.3

pengelolaan sampah Di lingk. masing2 waktu bersamaan 13 16,5
Di lingk. masing2 kapan saja 8 10,1
Mengupah seseorang 8 10,1
5 Jumlah kegiatan dlm | > 3 x sebulan 16 20,3
satu bulan 2 x sebulan 24 30,4
1 x sebulan 35 443
<1 x sebulan 4 5
6 Rutinitas kegiatarn Rutin, waktu & tempat sama 3 3,7
Rutin, waktu atau tempat tdk sama 45 57
Rutin, waktu dan tempat tdk sama 18 22.8
Tidak rutin, sesuai kebutuhan 13 16,5
7 Sifat kehadiran Datang sendiri 14 17,7
Diwakili sebagian warga 35 443
Diwakili pengurus RT 7 8,9
Diwakili ketua RT 23 201
8 1 Derajat kesukarelaan Tidak terpaksa sama sekali 71 89.9
Sedikit terpaksa 2 2,5
Terpaksa 4 5,1
Sangat terpaksa 2 2,5

Sumber : Data primer diolah, 2003
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5.2.2. Tingkat Peran Serta Masyarakat RW 1I-V1

Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana merupakan derajat
keterlibatan masyarakat atau warga masyarakat dalam setiap kegiatan bersama yang
dilaksanakan untuk mengelola prasarana yang telah ada pasca peremajaan lingkungan
permukiman. Derajat keterlibatan warga masyarakat tersebut diukur dengan pemikiran
semakin banyak anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama ataupun
semakin besar kesediaannya menyumbangkan pikiran, teﬁaga atau bentuk sumbangan lain
maka semakin tinggi tingkat peran sertanya. Dalam hal ini tingkat peran serta dapat
diketahui dari frekuensi kehadiran warga dalam pertemuan, keaktifan warga dalam
berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan warga dalam memberikan

sumbangan dana atau iuran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah Ini.

TABEL V.13,
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW 1I-VI

Tingkat kehadiran | Sangat Tinggi 101 4 40
dalam pertemuan Tinggi 40 |3 120
Rendah 2512 50
Sangat Rendah 4 |1 4 214
2 Tingkat keaktifan | Sangat Tinggi 6 1 4 24 .
berdiskusi Tinggi 45 | 3 135
Rendah 19 {2 38
Sangat Rendah 9 |1 9 206
3 Tingkat kehadiran | Sangat Tinggi 1214 48
dalam kegiatan fisik Tinggi 52 13 156
Rendah i2]2 24
Sangat Rendah 3 11 3 231
4 Tingkat keaktifan | Sanpat Tinggi 5 |4 20
membayar iuran /| Tinggi 50 |3 |150
sumbangan yg telah | Rendah 1612 32
disepakati bersama Sangat Rendah g8 |1 8 210
Jumlah 861 86l

Swmber » Dara primer diolah, 2003
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Dari Tabel V.13 tersebut berdasarkan tingkat kehadiran dalam pertemuan maka
dari 79 responden 40 responden (50,6%) mengaku tingkat kehadirannya tinggi dalam
pertemuan, 25 responden (31,6%) tingkat kehadirannya rendah, 10 responden (12,7;%)
tingkat _kehadirannya sangat tinggi dan 4 responden tingkat kehadirannya sangat rendah.

Berdasarkan tingkat keaktifan berdiskusi, sebagian besar responden memiliki
tingkat keaktifan berdiskusi yang tinggi (57%) dan hanya sebagian kecil responden (7,5%)
yang memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang sangat tinggi sedangkan sisanya memiliki
tingkat berdiskusi yang rendah (24,1%) dan sangat rendah (11,4%).

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik maka sebagian besar responden
memiliki tingkat kehadiran yang tinggi (65,8%) dan sebagian kecil responden yang
memiliki tingkat kehadiran yang sangat rendah (3,8%) sedangkan sisanya memiliki tingkat
kehadiran yang sangat tinggi (15,2%) dan rendah (1 5,2%).

Mengenai tingkat keaktifan dalam membayar juran atau sumbangan yang telah
disepakati bersama maka dari 79 responden 50 responden (63,3%) memiliki tingkat
keaktifan tinggi, 16 responden (20,3%) memiliki tingkat keaktifan membayar yang rendah,
8 résponden (10,1%) memiliki tingkat keaktifan membayar yang sangat rendah dan 5
responden (6,3%) memiliki tingkat keaktifan membayar yang sangat tinggi.

Mengenai penentuan kategori tingkat peran serta diperhitungkan seperti berikut,
nilai terendah adalah 4x79 = 316 dan nilai tertinggi adalah 16x79=1264. Bila ada 4 interval

maka jarak intervalnya adalah (1264-316)/4 = 237. Maka,

» Sangat tinggi bila memiliki skor 1027 - 1264
* Tinggi bila memiliki skor 790 - 1027
» Rendah bila memiliki skor 553 - 790

Sangat rendah bila memiliki skor 316 - 553
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Schingga bila total skor RW 1I-VI adalah 861 maka secara keseluruhan tingkat peran serta

masyarakat dalam kawasan yang telah diremajakan secara umum termasuk kategori tingkat

peran serta tinggi.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan variabelnya, dari data-data tersebut diatas

maka peran serta masyarakat yang paling tinggi adalah dalam kegiatan fisik yang mencapal
jumlah Nx bobot tertinggi (231) dan yang paling rendah adalah dalam tingkat keaktifan

berdiskusi yang memiliki jumlah Nx bobot terkecil (206).

5.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta
Masyarakat
Sebagaimana diuraikan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh yang
dimaksudkan disini sesuai dengan tinjauan teori yaitu faktor intemal yang terdiri dari ciri-
ciri individu, ikatan psikologis, persepsi dan kepemimpinan serta faktor cksternal dukungan
dari Pemerintah, pihak ketiga sebagai pendamping dan karakte'ristik prasarana.
Untuk mengetahui hubungan antara bentuk dan tingkat peran serta masyarakat
den};an faktor-faktor yang mempengaruhinya dilakukan uji statistik dengan menggunakan
tabulasi silang atau crosstab dari beberapa variabel yang ada serta dengan memperhatikan

nilai chi square. Dengan taraf signifikasi 0,05 maka dapat diperoleh Tabel V.14.




TABEL V.14
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE RW [i-V1

i ."S

Fl Al | Umur 13,808 17,024
F2 A2 Pendidikan 6,027 10,028
F3 A3 Pekerjaan 26,786 26,036
F4 Ad Pendapatan 9,022 26,731
¥5 [ A5 | Lama Tinggal 4,045 6,441
Fé Ab Status hunian : 0,847 8,311
F7 Di Jumlah tetangga yg dikenal . 16,863 12,641
F8 D2 Bentuk Sumbangan dlm peremajaan 12,165 11,882
F9 D7 Tingkat peran serta dlm peremajaan 14,714 24,951
F10 D10 | Kesesuaian rencana peremajaan 16,983 11,652
Fl1 DIl Kesesuaian hasil pelaksanaan peremajaan 11,881 9,682
F12 D12 Manfaat peran serta 28,219 17,932
Fi3 D13 Tanggung jawab pengelolaan prasarana 16,848 16,922
Fl4 D14 | Kehadiran pemimpin 4,023 7,384
F15 D15 | Kemampuan pemimpin memberi arahan 12,099 6,760
Fi6 D16 | Dukungan warga pada pemimpin 3,962 5,328
F17 D17 | Pemberian penyuluhan & pembinaan dari Pemrinth 22,151 15,545
F18 D18 Bantuan dana dari Pemerintah 3,550 20,081
F19 D19 Bantuan material dari Pemerintah 9,843 21,836
F20 D20 Besarnya bantuan bila diberikan 9,746 13,526
F21 D21 Bantuan pihak ketiga 15,000 3,409
F22 D22 | Karakteristik prasarana 5,867 3,354
Sumber : Data primer diolah, 2003

Dari hasil perhitungan tersebut dan dengan uji koefisien kontingensi seperti pada

lampiran maka dapat diperolsh kesimpulan bahwa bentuk peran serta masyarakat di RW II- .

VI dipengaruhi oleh umur, pekerjaan, jumlah tetangga yang dikenal, kesesuaian rencana
peremajaan, tanggung jawab pengelolaan prasarana dan bantuan pihak ketiga. Sedangkan
untuk tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh umur, pendapatan, tingkat peran serta
dalam peremajaan, manfaat peran serta, bantuan dana dan bantuan dari Pemerintah. Untuk

memperjelas hubungan tersebut dapat dilihat Gambar 5.3.
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UMUR

PEKERJAAN

PENDAPATAN

JUMLAH TETANGGA
YG DIKENAL

TINGKAT PERAN
SERTA SELAMA
PEREMAJAAN

MANFAAT

TANGGUNG JAWAB

BANTUAN DANA

BANTUAN MATERIAL

BANTUAN PIHAK
KETIGA

FAKTOR PENGARUH BENTUK

PERAN SERTA
~— — wee —  FAKTOR PENGARUH TENGKAT

PERAN SERTA

GAMBAR 53.
FAKTOR YG BERPENGARUH PADA BENTUK &

TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI
Sumber : Data primer diolah, 2003

5.2.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk Peran Serta Masyarakat
1. Hubungan antara umur dengan bentuk peran serta

Seperti juga di RW I maka faktor usia juga mempengaruhi bentuk peran serta di
RW II-VI. Dalam hal im ada kemungkinan beberapa perbedaan bentuk peran serta karena

komposisi kelompok usia yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.15.
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Berdasarkan Tabel V.15. diatas maka dapat dikaji hal-hal sebagai bertkut :

a. Dari 12 responden yang berumur 20-30 tahun menginginkan bentuk sumbangan pada

jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga sisanya berupa uang. Untuk bentuk
kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa ketja bakti. Sedangkan jumlah
pertemuan dilakukan tiga kali sebulan (50%) dan sekali sebulan (41,7%) serta
dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh
sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

. Dari 35 responden yang berumur 31-40 tahun menginginkan bentuk sumbangan pada
jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan
jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan
sekali sebulan atau dua kali sebulanserta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat
berbeda atau sebaliknya serta dibadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan
seluruh warga untuk tingkat RT.

. Dari 20 responden yang berumur 41-50 tahun menginginkan bentuk sumbangan pada
jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan
jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jlumlah pertemuan dilakukan
sekali atau dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda
atau sebaliknya serta dibadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga
untuk tingkat RT.

. Dari 12 responden yang berumur 50 tahun keatas menginginkan bentuk sumbangan pada
jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan
berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilekukan sekali sebulan serta
dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh
sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

Berdasarkan kajian diatas, semakin tinggi umur warga semakin besar peluang

diberikannya bentuk sumbangan berupa tenaga pada jalan dan saluran, sedangkan pada
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sampah semakin besar peluang disumbangnya bentuk sumbangan berupa uang. Dalam hal
ini peluang terbesar sumbangan tenaga pada sampah ada pada kelompok umur 20-30 tahun.

Mengenai bentuk kegiatan, semakin tinggi wmur warga maka peluang‘terjadinya
kerja bakti pada jalan dan saluran semakin besar. Sedangkan pada sampah, peluang
terjadinya kerja bakti ada pada kelompok umur 20-30 tahun.

Untuk jumlah pertemuan, peluang dilakukannya pertemuan sekali sebulan ada pa'da
kelompok umur >50 tahun, dilakukannya pertemuan 1 kali atau 2 kali sebulan ada pada
kelompok umur 41-50 tahun dan pertemuan dilakukan 3 kali sebulan ada pada kelompok
umur 20-30 tahun.

Sedangkan dalam hal rutinitas kegiatan, peluang dilakukannya kegiatan secara rutin
dengan waktu sama dan tempat berbeda atau waktu berbeda dan tempat sama berada pada
kelompok umur 20-30 tahun. Dalam hal ini semakin tinggi umur semakin kecil keinginan
warga untuk hadir secara langsung dalam pertemuan yang diadakan.

Dari hal tersebut asumsi yang selama ini berkembang yaitu semakin tinggi umur
maka keinginannya untuk menyumbangkan tenaga semakin berkurang dan cenderung pada
sumbangan pemikiran dengan hadir dalam pertemuan yang diadakan tidak semuanya benar.
Ketidaksesuaian asumsi ini juga didukung dengan kenyataan bahwa keinginan terbesar

untuk mengadakan pertemuan ada kelompok umur 21-30 tahun bukan pada umur 50 tahun

ke atas. Dalam hal ini masing-masing kelompok umur memiliki pengaruh dominan pada

bentuk peran serta yang berbeda-beda.
2. Hubungan antara jenis pekerjaan dengan bentuk peran serta

Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat

aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Jenis pekerjaan seseorang berhubungan -

antara dengan waktu luang yang dimiliki, perhatian dengan lingkungan sekitar, pendapatan,

wawasan dan sedikit banyak mempengaruhi pola berpikir seseorang.




140

Pada umumnya kegiatan bersama berupa pertemuan atau kerja bakti dilakukan oleh
masyafakat pada waktu-waktu luang misalnya untuk kegiatan pertemuan dilakukan di
malam hari atau untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan dilakukan di hari-hari
libur kerja. Tetapi bagi warga yang harus bekerja hingga larut malam atau memiliki jam
kerja yang tidak tetap akan mempengaruhi kesempatannya untuk berperan aktif dalam
kegiatan bersama tersebut. Selain itu untuk pekerjaan yang menuntut intensitas seseorang
untuk terus bekerja tiap-tiap hari tanpa ada hari ibur tertentu akan berpengaruh pula pada
derajad keaktifan seseorang‘dalam kegiatan bersama.

Jenis pekerjaan sedikit banyak berpengaruh pula pada pola pikir dan tingkah laku
seseorang. Orang yang bekerja sebagai penarik becak tentunya akan memeiliki pola pikir
dan tingkah laku yang berbeda dibandingkan dengan orang yang bekerja di kantor atau
pekerjaan lainnya. Selain itu orang yang biasa bekerja bersama-sama dengan orang lain
tentunya -akan berbeda pola pikir dan tingkah lakunya dengan orang yang biasa bekerja
sendiri. Dari hal-hal tersebut maka pada akhirnya jenis pekerjaan seseorang juga
mempengaruhi keinginan bentuk peran serta masyarakat détlam pengelolaan f)rasarana.

Untuk mengetahui hubungan yang terjadi dapat dilihat pada Tabel V.16.
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Berdasarkan Tabel V.16. maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 12 responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI menginginkan bentuk sumbangan

berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumiah pertemuan

dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda

atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW.

Dari 3 responden yang berstatus sebagai pensiunan menginginkan bentuk sumbangan
pada jalan dan saluran berupa material serta pada persampahan berupa uang bentuk
kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan
sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau

sebaliknya serta dihadiri oleh pengurus RT untuk tingkat RW.

. Dari 13 responden yang bekerja sebagai pegawai kantor swasta menginginkan bentuk

sumbangan pada jalan dan saluran berupa uang atau usulan serta pada persampahan
berupa uang dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah
pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat

berbeda serta dihadiri langsung oleh warga untuk tingkat RW.

. Dari 15 responden yang bekerja sebagai buruh menginginkan bentuk sumbangan berupa

tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan
sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau

sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW .

. Dari 7 responden yang bekerja sebagai pedagang mengingiﬁkan bentuk sumbangan pada -

jalan dan saluran berupa tenaga serta pada persampahan berupa uang dan bentuk
kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan

dengan tidak rutin sesuai kebutuhan serta dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW.

. Dari 20 responden yang bekerja sebagai wiraswasta menginginkan bentuk sumbangan

berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan
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dilakukan tiga kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda
atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW.

f Dari 9 responden yang belum mendapatkan kerja tetap menginginkan bentuk
sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jﬁmlah
pertemuan dilakukan tiga kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan
tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW.

Berdasarkan kajian di atas maka rata-rata bentuk sumbangan warga dalam
pengelolaan prasarana berbentuk tenaga dengan bentuk kegiatan kerja bakii serta melakukan
pertemuan secara rutin. Tetapi khusus untuk warga yang bekerja sebagai pegawal swasta
memiliki keinginan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran berupa usulan atau uang,
Sedangkan dalam pengelolaan sampah warga yang berprofesi sebagai pegawai swasta,
pensiunan dan pedagang menginginkan bentuk sumbangan juga berupa uang.

Selain itu khusus untuk pedagang maka bentuk kegiatan dalam pengelolaan
sampah berupa kerja bakti atau melaksanakan sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-
masing kapan saja atau dalam waktu yang bersamaan. Para pedagang ini sebagian besar
juga memilih bentuk pertemuan yang tidak rutin sesuai kebutuhan, yang berbeda dengan
kelompok mata pencaharian lain yang cenderung memilih pertemuan dilakukan rutin.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa warga yang bekerja dengan jadwal kerja padat
seperti pegawai kantor swasta memiliki kecenderungan besar untuk berperan serta dalam
pengelolaan prasarana dengan menyumbangkan uang. Dalam hal ini tidak seperti yang
biasa terjadi, warga yang berprofesi sebagai PNS/ABRI atau pensiunan berdasarkan
prosentase responden tidak memilliki pengaruh yang cukup kuat untuk menentukan bentuk
peran serta seperti yang diharapkan, misalnya dari jmnléh pertemuan yang dilakukan maka
keinginan bertemu dengan warga lain dalam pertemuan jumlahnya paling sedikit

dibandingkan dengan warga dengan profesi lainnya.
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3.-Hubungan antara jumlah tetangga yang dikenal dengan bentuk peran serta

Peran serta masyarakat hanya akan terjadi bila sejumlah warga dalam unit geografi
tertentu merupakan sebuah komunitas atau minimal merupakan sebuah kelompok
kepentingan yang‘akan dilayani oleh adanya peran serta tersebut. Semakin banyak orang
berinteraksi semakin kuat ikatan psikologisnya dengan lingkungan di sekitamya, Dalam hal
ini serhakin banyak jumlah tetangga yang dikenal oleh seseorang maka semakin tinggi
ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang berpengaruh pada bentuk peran serta.

Berdasarkan hasil survei responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 6 responden yang kenal < 25% tetangga menginginkan bentuk sumbangan pada
jalan dan saluran berupa tenaga atau vang serta persampahan berupa uang dan bentuk
kegiatan pengelolaan jalan dan saluran berupa kerja bakti serta pada sampah
mengerjakan sendiri di lingkungan tempat tinggal sendiri-sendiri atau dengan mengupah
seseorang. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan
rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh ketua RT

untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

b. Dan 24 responden yang kenal 25%-50% tetangga menginginkan bentuk sumbangan

pada jalan dan saluran serta sampah berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan
berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta
dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau éebaliknya serta dihadiri oleh
sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

c. Dari 24 responden yang kenal 50%-75% tetangga menginginkan bentuk sumbangan
pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan
pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan tiga kali
sebulan serta dilakﬁkan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda serta dihadiri oleh

sebagian warga untuk tingkat RW.
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d. Dari 25 responden yang mengenal >75% tetangga menginginkan bentuk sumbangan
pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan
pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah
pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat
sama atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan semakin banyak jumlah tetangga yang
dikenal maka peluang terjadinya kerja bakti dan adanya bentuk sumbangan berupa tenaga
dalam pengélblaan prasarana semakin besar,

Mengenai jumlah pertenan, peluang dilakukannya pertemuan 2 kali sebulan ada
pada warga yang kenal <25% atau kenal >75% jumlah tetangga dan peluang dilakukannya
pertemuan 1 kali sebulan ada pada warga yang kenal 25%-50% tetangga. Dalam hal ini
peluang dilakukannya pertemuan 3 kali sebulan ada pada warga yang kenal 50%-75%
tetangga.

Warga yang kenal >75% tetangga memiliki keinginan besar untuk melakukan
kegiatan secara Tutin pada waktu sama dan tempat berbeda atan tempat sama waktu berbeda.
Dan warga vang kenal <25% dalam pertemuan RW paling banyak mengharapkan diwakili
oleh ketua RT dimana berdasarkan hasil wawancara untuk tingkat RT biasanya dihadiri
waréa secara langsung. Dalam hal ini pada tingkat RW cenderung berbentuk peran serta tak

“langsung dan pada tingkat RT cenderung berbentuk peran serta langsung, Untuk mengetahui

lebih lanjut hubungan antara jenis pekerjaan dengan bentuk peran serta maka dapat dilibat

pada Tabel V.17.
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4. Hubungan antara persepsi tanggung jawab pengelolaan prasarana dengan bentuk
peran serta

Seperti halnya persepsi terhadap manfaat dilaksanakannya kegiatan peran serta
maka kesamaan pandangan tanggung jawab terhadap kondisi prasarana lingkungan juga
berpengaruh terhadap keikutsertaan sescorang dalam pengelolaannya, Seseorang yang
memiliki persepsi bahwa tanggung jawab kondisi prasarana lingkungannya merupakan
tanggung jawab masyarakat bersama-sama, tentunya akan memiliki tingkat keterlibatan
yang berbeda dalam mengelola prasarana tersebut dibandingkan dengan seseorang yang
memiliki persepsi bahwa kondisi prasarana yang ada di lingkungannya merupakan tanggung
jawab Pemerintah.

Berdasarkan hasil survei responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 10 responden yang beranggapan bahwa tanggung jawab pengelolaan prasarana ada
pada Pemerintah dibantu masyarakat menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan
saluran berupa usulan dan uang serta persampahan berupa usulan. Mengenai bentuk
kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali
sebulan serta dilakukan rutin pada waktﬁ sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta
dihadiri oleh selurub warga untuk tingkat RW dan RT.

b. Dari 53 responden yang beranggapan bahwa tanggung jawab pengelolaan prasarana ada
pada masyarakat dibantu Pemerintah menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga
dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan
dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada wakiu sama dan tempat berbeda
atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW.

¢. Dari 16 responden yang beranggapan bahwa tanggung jawab pengelolaan prasarana ada
pada masyarakat menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan

pengelolaan kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta
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dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda serta dihadiri oleh ketua RT untuk
tingkat RW,

Berdasarkan dari kajian diatas maka dapat disimpulkan semakin tinggi tanggung
jawab masyarakat terhadap pengelolaan prasarana maka semakin tinggi pula bentuk
sumbangan dalam berperan serta berupa tenaga dan semakin besar keinginan bekerja bakti
dalam pengelolaan jalan dan saluran. Sedangkan bentuk kegiatan kerja bakti pada sampah
semakin berkurang. Selain itu keinginan untuk mengadakan pertemuan tiga kalt sebulan
semakin tinggi tetapil dengan rutinitas semakin berkurang.

Sementara itu khusus untuk kegiatan pengelolaan sampah kenyataan yang ada
berbanding terbalik dengan asumsi. Keinginan bentuk kegiatan kerja bakti prosentase paling
banyak dipilih warga yang beranggapan pengelolaan prasarana berada ditangan Pemerintah
dibantu masyarakat dan prosentase yang terkecil pada warga yang beranggapan tanggung
jawab ada pada masyarakat.

Dari kenyataan tersebut, mengenai bentuk kegiatan dalam pengelolaan sampah
maka keinginan warga yang beranggapan bahwa tanggung jawab ada ditangan masyarakat
relatif kecil prosentasenya menunjukkan adanya permasalahan berkaitan dengan
pengelolaan sampah selama ini. Dari hasil wawancara maka diperoleh informasi bahwa
walaupun warga telah membayar RKK tetapi sampah yang ada di sebagian besar daerah
_tidak diambil oleh petugas Pemerintah yang membuat sebagian warga kecewa. Di sisi lain
keaktifan petugas untuk mengamﬁil sampah di TPS mampu mendorong warga untuk
mengelola sampah dan dikumpulkan ke TPS tersebut. Secara lebih detail mengenai hasil

survei responden tersebut dapat dilihat pada Tabel V.18 berikut ini.
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5. Hubungan antara bantuan pihak ketiga dengan bentuk peran serta

Kondisi masyarakat dengan segala kesederhanaan dan keterbatasannya (wawasan, :
teknologi, dan ekonomi), masth memerlukan upaya-upaya pengarahan, pendampingan dan
pembinaan. Sehingga selain peran Pemerintah maka peran serta masyarakat dipengaruhi
pula oleh adanya peran pihak ketiga. Pengertian pihak ketiga sebagai pendamping disini
adalah kelompok yang selama ini sejak lama terlibat dalam berbagai kegiatan
pembangunan, baik dilakukan oleh LSM, Yayasan Sosial, LPM-Universitas/Perguruan

Tinggi, Koperasi dan bahkan perseroan (PT/CV). Secara lebih spesifik peran penting

lembaga-lembaga ini dalam pengelolaan prasarana adalah sebagai mediator, konsultém dan

terkadang sebagai manajer proyek sehingga mampu mempengaruhi bentuk peran serta
masyarakat. |
Berdasarkan hasil survei responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 43 responden yang mengaku tidak ada bantuan pihak ketiga selama pengelolaan
prasarana menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan
pengelolaan kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta
dilakukaﬁ rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadin oleh
sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

b. Da:r1 9 responden yang mendapatkan bantuan pihak ketiga dengan meminta tetapi jaran
dibertkan menginginkan bentuk sumbangan pada jalan can saluran serta persampahan
berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja
bakti. Sedangkan jumiah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin
pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga
untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

c. Dari 22 responden yang mendapatkan bantuan p'ihak ketiga deﬁgan meminta terlebiia
dahulu menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan

berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja
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5.2.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serta Masyarakat
1. Hubungan antara umur dengan tingkat peran serta |

| Seperti divraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa faktor usia merupakan salah
satu penyebab terjadinya perbedaan derajad keterlibatan seseorang untuk terlibat dalam
kegiatan pengelolaan prasarana. Demikian pula dengan warga di RW II-VI berdasarkan

hasil analisis tabulasi silang, faktor usia berpengaruh pada peran serta masyarakat setempat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.20.

: TABEL V.20.
HUB., UMUR DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW 11-vl

3 Qaiigiiies
Ctuant i disi| il eg stk 31V Hayaris
| i T TS TR 1ers) | L AR AR e R R i R
S i LA bl R e 'iﬁﬁ‘é'i L 0 %‘M .
1 20 — 30 tahun 12 - - -t 1 -1 -1 -
5 8 12 2] 22 4

6 21| 93| 27]10[3] 30

1 4! 24| 8 4] -

Jumiah tiap aspek 33 37 34

Jumlah tiap kelompok ' 136

2 31 — 40 tahun 33 -1 -1 311 3 -1 -] 511 5
912 18} 712 14 412 8| 6|2 12

21734 631213 63 2313 691203 60

514 20| 414 16 814 32§ 414 16

Jumiah tiap aspek 101 96 109 a3

Jurnlah tiap kelompok 399

3 41 — 50 tahun 20 211 21 411 4 301 3 211 2
) 82| 161 5|2 10 412 8] 5(2 10
93| 27([11]3 33 1313 3911313 39

114 4 -1 4 - -1 4 - -4 -

Jumlah tiap aspek 49 47 50 51

Jumlah tiap kelompok ‘ 197

4 lebih dari 50 tahun 12 211 2] 211 2 -11 -1 1)1 1
3|2 6] 312 6 312 6| 3|2 6

513 15 713 21 713 21 8[3 24

214 8 -4 - 2,4 8 -1 4 -

Jumlah tiap aspek 31 29 35 31

Jumlah tiap kelompok 126

Sumber : Data primer diolah, 2003
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Berdasarkan Tabel V.20 tersebut dan Tabel IIT.2 dalam bab metodologi maka dapat
dikaji hal-hal sebagai berikut

a. D;ri 12 responden yang berumur 20-30 tahun memiliki tingkat peran serta c‘ialam
pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan
yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam
kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atan sumbangan yang telah
disepakati bersama tinggi.

b. Dari 35 responden yang berumur 31- 40 tahun memiliki tingkat peran serta dalam
pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan
yang diadakan rendah tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran
dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang
telah disepakati bersama tinggi.

c. Dari 20 responden yang berumur 41-50 tahun memiliki tingkat peran serta dalam
pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam periemuan
yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam
kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah
disepakati bersama tinggi.

d. Dari 12 responden yang berumur lebih dari 50 tahun memiliki tingkat peran serta dalam
pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan
yang 'diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam
kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah
disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa anggapan semakin tinggi umur
seseorang maka semakin tinggi tingkat peran sertanya dalam pertemuan dan pada kegiatan

fisik semakin berkurang tidak selamanya benar. Yang terjadi adalah semakin menurunnya
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tingkat keaktifan berdiskusi warga. Sementara itu tingkat kehadiran dalam kegiatan f{isik
dan membayar iuran semuanya masuk kategori tingkat peran serta tinggi.

Dalam hal ini semua kelompok umur menunjukkan tingkat peran serta yang tinggi

kecuali untuk kelompok umur 41-50 tahun memiliki tingkat peran serta rendah. Kondisi.

- pada kelompok umur 41-50 tahun ini didukung dengan rendahnya tingkat kehadiran dalam

pertemuan dan keaktifan berdiskusi.
2. Hubungan antara pendapatan dengan tingkat peran serta

Tingkat pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan keterlibatannya dalam
kegiatan pe?nbangunan yang dilakukan. Tingginya tingkat_ pendapatan akan memberi
peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Secara logis dapat dikatakan
bahwa seseorang yang mempunyai penghasilan yang lebih tentunya akan dengan senang
hati memberikan sedikit dari hasil jerih payahnya untuk sekedar bergotong-royong untuk
pembiayaan pembangunan. Akan tetapi lain halnya apabila ternyata penghasilan mereka
terbatas atau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menjadi beban
yang sangat berat bagi mereka untuk dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk
pembangunan. Hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat peran serta di RW II-VI

berdasarkan hasil survei primer secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel V.21.
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TABEL V.21.
HUB. TINGKAT PENDAPATAN
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DIRW 11-V1

BT

Jumiah tiap aspek 56 51 63 ' 51

: | Jumlah tiap kelompok 221

} 2 Rp. 400.000,- - Rp 37 311 3] 2|1 2 111 1 -1 -
800.000,-

273} 81l2713] 8112431 72|28 |3 84

314l 12 214 8 6|l4] 24| 314 12

Jumiah tiap aspek 104 103 109 108

Jumlah tiap kelompok 424

3 Rp. 800.000,- - Rp 19 1(1 il of1l 6 271 21 5|1 5
1.200.000,-

112 22| 4(2 8] 312 6| 512 10

53] 15| 713] 21t 14[3] 42| 93 27

214 8| 2[4] 8] 4f - -4 -

Jumlah tiap aspek 46 43 50 42

Jumlah tiap kelompok 181

4 > Rp. 1.200.000,- 4 -1 - -] - ST -] -1 -

' 42| 8| 4|2 8] 4]2 312 3

3 -13 -13 - 13 3

-4 - -14 - -4 .14 -

Jumiah tiap aspek 8 8 8 9

Jumlah tiap kelompok 33

Sumber : Data primer diolah, 2003

Bérdasarkan Tabel V.21 tersebut dan Tabel I11.2 dalam bab metodologi maka dapat

-dikaji hal-hal sebagai berikut

a. Dari 19 responden yang berpendapatan kurang dari Rp 400.000,- memiliki tingkat
peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya
dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat
kehadiran dalam kegiatan fisik sangat tinggi dan tingkat keaktifan membayar turan atau

sutmbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
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b. Dari 37 responden yang berpendapatan antara Rp 400.000,- sampai Rp 800.000,-
memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci
tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan
berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan
membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

¢c. Dari 19 responden yang berpendapatan antara Rp. 800.000.- sampai Rp. 1.200.000,-
memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah . Secara lebih rinci
tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan
berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan
membayar iuran atau surabangan yang telah disepakati bersama rendah.

d. Dari 4 responden yang berpendapatan lebih dari Rp. 1.200.000,- memiliki tingkat peran
serta dalam pengelolaan. prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam
pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran
dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang
telah disepakati bersama rendah.

Berdasarkan kajian tersebut, asumsi bahwa semakin besar pendapatan maka
kesempatan untuk berperan serta semakin tinggi yang pada akhirnya memperbesar peluang
terjadinya peran serta ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Secara umum
semakin tinggi pendapatan menunjukkan tingkat peran serta yang semakin menurun. Hal ini
didukung oleh penurunan tingkat kehadiran dalam pertemuan, keaktifan berdiskusi,
kehadiran dalam kegiatan fisik dan keaktifan membayar iuran atan sumbangan yang telah

ditetapkan bersarria.
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3. Hubungan antara tingkat peran serta selama peremajaan dengan tingkat peran

serta dalam pengelolaan

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan ikut

mempengaruhi ikatan psikologis masyarakat dalam berperan serta mengelola prasarana

yang telah dibangunnya. Keterlibatan ini berupa bentuk sumbangan yang telah diberikan,

tingkat peran serta selama diadakannya rembug warga, keaktifan menyampaikan gagasaﬁ,
keaktifan dalz;tm menyumbang tenaga dan dalam menyumbang dana. Seberapa besar mereka
berkontribusi terhadap proses yang terjadi akan menentukan seberapa besar rasa
kepemilikan mereka terhadap hasil dari proses tersebut. Rasa kepemilikan ini pada akhirnya
akan menimbulkan kepedulian terhadap kondisi dari hasil kegiatan. Hubungan tersebut

secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel V.22 berikut.

TABEL V.22,
HUB. TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT SELAMA PEREMAJAAN
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DLM PENGELOLAAN DIRW II-V1

Wﬁﬂa@wmﬂm

8 -1 1 ‘1 -

502 10 3 2 6 2|2 4 1 2 2

313 91 23 6 413] 12 713 21

-1 4 -1 214 8 1[4 4 -1 4 -

Jumlah tiap aspek 19 21 21 23

Jumlah tiap-kelompok ' 84

2 Tinggi 46 211 21 311 3 111 1 211 2
1012 20110 (2] 20 5[(2) 10 g2 16 |

3013 9013313 99| 34913 102| 36 |3 108

44} 16| -4 - 614 24| -4 -

Jumlah tiap aspek . 128 122 137 126

Jumlah tiap kelompok 513

3 Sangat Tingei 25 211 21 5]1 5 111 1 511 5

10{2 20 612 12 512] 10 712 14

713 2111013} 30 1413 42 713 21

614 24| 414t 16 514] 20| 6]4] 24

Jumlah tiap aspek 67 63 ' 73 64

Jumlah tiap kelompok 264

Sumber : Da[a primer diplah, 2003
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‘Berdasarkan Tabel V.22 tersebut dan Tabel II1.2 dalam bab metodologi maka dapat
dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 8 responden yang memiliki tingkat peran serta rendah dalam peremajaan maka
dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Secara lebih rinci
tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan
berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan
membayar iuran atau sumbangan yang telaﬁ disepakati bersama tinggi.

b. Dari 46 responden yang memiliki tingkat peran serta tinggi dalam peremajaan maka
dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Secara lebih rinci
tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingké.t keaktifan
berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan:
membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

c. Dari 25 responden yang memiliki tingkat peran serta sangat tinggi dalam peremajaan
maka dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Secara
lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat
keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat
keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama juga tinggi.

Berdasarkan dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelompok
responden memiliki tingkat peran serta yang tinggi dalam pengeloluan prasarana. Tetapi
kalau dilihat berdasarkan tingkat kehadiran maka semakin tinggi tingkat peran serta
masyarakat dalam peremajaan yang telah dilakukan maka semakin tinggi pula tingkat
kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan. Hal ini dapat mengindikasikan semakin
tinggi tingkat peran serta seseorang selama peremajaan maka semakin tinggi pula tingkat

peran sertanya dalam pengelolaan prasarana yang diselenggarakan bersama.
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4. Hubungan antara persepsi manfaat kegiatan peran serta dengan tingkat peran serta

Persepsi manfaat kegiatan mengandung penguat yang mendorong suatu tindakan
dilakukan kembali atau tidak dilakukan lagi. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa
persepsi seseorang terhadap manfaat akan mempengaruhi keterlibatannya dalam kegiatan
tersebut. Mengenai hubungan tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel V.23.

TABEL V.23,
HUB. PERSEPSI MANFAAT KEGIATAN PERAN SERTA
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-V1

bl

[{Perieungan Skos i

lﬁ ;

il a i

1 1 1
2 -2 - - -
-3 - -13 - 6 6
-4 -l -4 - - - -
Jumlah tiap aspek 2 2 6 5
Jumlah tiap kelompok 18
2 Sedikit manfaatnya 8 -1 -1 3|1 3 1]1 1 211 2
6|2 121 2|2 4 212 4 5(2 10
113 3 313 8 513 15 113 3
1)4 4 -14 - -14 - -4 -
Jumlah tiap aspek 19 16 20 15
Jumlah tiap kelompok 70
3 Banyak manfaat 44 i 21 111 1 201 2 211 2
1312 26 [ 13 [2] 26 912 18 712 14
2613 78 713 81| 273 811 33 |3 99
314 12| 3[4] 12| 6[4] 241 2[4 8
Jumlah tiap aspek 118 120 125 123
Jumlah tiap kelompok ' ‘ 486
4 . | Banyak sekali 25 -1 -1 241 2 -1 - 401 4
manfaatnya
2(2 4: 312 6 -12 - 312 6
17 (3 50117 13| 31( 2133| 63| 15131 45
614 24 314 12 414 16 3,4 12
Jumlah tiap aspek 79 71 79 67
Jumlah tiap kelompok 206

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tahel V.23 tersebut dan Tabel II1.2 dalam bab metodologi maka dapat
dikaji hal-hal sebagai berikut :
a. Dari 2 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan

prasarana tidak ada manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan
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prasarana 'rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang
diadakan sangat rendah, tingkat keaktifan berdiskusi sangat rendah, tingkat kehadiran
dalam kegiatan fisik sangat tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan
yang telah disepakati bersama tinggi. .

b. Dari 8 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
prasarana sedikit manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana
rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam perternuan yang diadakan rendah,
tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan
tingkat keaktifan membayar iuran yang telah disepakati bersama rendah.

c. Dari 44 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
prasﬁrana banyak manfaatnya memiliki tingkétt peran serta dalam pengelolaan prasarana
tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi,
tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan
tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

d. Dari 25 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
prasarana banyak sekali manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan
prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan
tihggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi
dan tingkat keaktifan membayar juran yang telah disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan semakin tinggi persepsi masyarakat
terhadap manfaat peran serta dalam pengelolaan maka semakin tinggi pula tingkat peran
serta masyarakat. Hal ini didukung dengan semékin tingginya tingkat kehadiran dalam
pertemuan, keaktifan berdiskusi dan dalam membayar iuran bersama. Sedangkan tingkat

kehadiran dalam kegiatan fisik relatif sama tinggi untuk semua kelompok warga.




162

5. Hubungan antara bantuan dana dari Pemerintah dengan tingkat peran serta

Warga masyarakat akan semakin terlibat dalam pengelolaan _ prasarana
lingkungannya apabila ada suasana yang mendukung. Dukungan yang diharapkan oleh
masyarakat adalah perhatian dari Pemerntah. Mereka dengan sukarela menyumbangkan
sumber daya yang dimilikinya apabila ada dukungan dan pengakuan dari Pemerintah.
Pengakuan dan dukungan ini dapat berupa stimulan atau kompensasi yang diberikan oleh
Pemerintah dalam pengelolaan prasarana dimana wujudnya dapat berupa pemberian bantuan
dana pembangunan. Hubungan antara antara pemberian bantuan dana dengan tingkat peran

serta masyarakat dapat dilihat pada Tabel V.24.

TABEL V.24,
HUB. PEMBERIAN DANA OLEH PEMERINTAH
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-V]

fkd ULl Gzl st

1 B Tidak ada

211 1 111 -1
6|2 12 -1 2 - 212 4 112 2
6|3 18 10 {3 30 913 27| 1413 42
114 4 214 8 314 12 - 14 -
Jumlah tiap aspek 36 ' 41 44 44
Jumlah tiap kelompok ' 165
2 Dengan meminta 26 211 2 511 s 21 2 5111 5

tetapi jarang diberi

713 21 10|31 30| 15({3| 45| 143 42

414 16 il4 41 2314 8 -14 -
Jumlah tiap aspek , 65 59 69 61
Jumlah tiap kelompok 254
3 Diberi dengan 29 -1 - -1 - -1 - 21 2
meminta
412 8 62 12 312 6 712 i4
2113 63| 20 3| 60 22|3; 66] 1513 45
414 16 314 12! 414] 16 514 20
Jumlah tiap aspek 87 | 84 33 81
Jumlah tiap kelompok _ ) 340
4 Diberi tanpa meminta | 9 -1 - 1)1 1 -11 - 111 1
212 4 312 6 -12 - 112 2
613 18 53| 15 613 18 713 21
‘ il4 4 -14 -1 314) 12 -1 4 -
Jumlah tiap aspek 26 22 30 24
Jumlah tiap kelompok ‘ 102 |

Sumber : Data primer diolah, 2003
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Berdasarkan Tabel V.24 tersebut dan Tabel I11.2 dalam bab metodologi maka dapat

dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 15 responden yang mengakui tidak rriendapatkan bantuan dana dari Pemerintah

memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci
tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan
berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan

membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

. Dari 26 responden yang mengakui telah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah

dengan meminta tetapi jarang diberi memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan
prasaranﬁ rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang
diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan
fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar juran atau sumbangan yang telah disepakati

bersama rendah.

. Dari 29 responden yang mengakui mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah dengan

meminta terlebih dahutu memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana
tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi,
tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan

ﬁngkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggl.

. Dari 9 responden yang mengakui mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah tanpa.

meminta terlebih dahulu memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana yang
tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi,
tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik sangat tinggi

dan tingkat keaktifan membayar iuran yang telah disepakati bersama rendah.
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Eerdasarkan dari kajian diatas maka peningkatan intensitas pemberian bantuan
dana yang diberikan oleh Pemerintah ternyata tidak selamanya meningkatkan tingkat peran
serta. Pengaruh yang terjadi adalah semakin bantuan diberikan tanpa meminta maka tingkat
peran serta masyarakat dalam mengikuti pertemuan semakin tinggi. Dalam hal ini tingkat
peran serta terbesar terjadi bila dana diberikan dengan adanya permintaan terlebih dahulu

dari masyarakat dan tingkat peran serta terendah terjadi bila masyarakat harus meminta

terlebih dahulu tetapi jarang diberi.

6. Hubungan antara pemberian bantuan material oich Pemerintah dengan tingkat
peran serta

Bagi warga masyarakat yang kurang mampu maka bantuan dari Pemerintah
merupakan salah satu unsur penting bagi kegiatan peran serta khususnya untuk menangani
perbaikan prasarana yang membutuhkan biaya besar. Sedangkan bagi warga masyarakat
yang telah mampu untuk menangani perbaikan pfasarana yang ada di lingkungannya maka
bantuan dari Pemerintah akan menciptakan kegairahan untuk lebih besar lagi
menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya bagi kep?ntingan bersama. Sehingga
pemberian bantuan material oleh Pemerintah akan memberikan pengaruh bagi peningkatan

tingleat peran serta masyarakat yang ada. Pengaruh pemberian bantuan miatenial oleh

~ Pemrerintah dengan tingkat peran serta dapat dilihat pada Tabel V.25 berikut ini.
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TABEL V.25,
HUB. PEMBERIAN MATERIAL OLEH PEMERINTAH
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

i uﬁ‘ i |ﬁ ILM\ \

| H\.ai‘.lna rh’u

I!‘ ) ﬁl@;x \é;.

i 5 |.”'

‘ il

bl

i s {

1 Tldak a 12 211 3 1 1 -1
212 41 - - 2 2 -2 -
713 21| 9 3| 21 12[3] 36
1|4 4 - - 4 12 -1 4 -
Jumlah tiap aspek : 31 30 36 36
Jumlah tiap kelompok 133
2 Dengan meminta tetapi 27 201 2) 4|1 41 2|1 21 411 4
jarang diberi
16 | 2 32111920 22]10]2) 20] 8j2) 16
713 21] 913| 27(1343| 39| 15]3) 45
214 g 314 12 24 8 -1 4 -
Jumlah tiap aspek 63 65 69 65
Jumlah tiap kelompok 262
3 Diberi dengan meminta 33 -1 -5 211 2 - |1 -] 4741 4
712 4 612 121 1|2 21 712§ 14
2013 6012213 662713 81| 1713]| 51
6|4 24 34| 121 514| 20 5[4] 20
Jumlah tiap aspek 98 92 - 103 89
Jumlah tiap kelompok ' 382
4 Diberi tanpa meminta 7 -1 - -1 - =11 - -1 -
-12 -1 22 4| -12 - 12| 2
613 18] 53| 15f 513| 15 6]3] 18
14 4] -14 -1 214 3 -1 4 -
Jumlah tiap aspek 22 19 23 20
Jumlah tiap kelompok 34

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.25 tersebut dan Tabel II1.2 dalam bab metodologi maka dapat
dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 12 responden yang mengakui tidak mendapatkan bantuan material dari Pemerintah
memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci
tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan
berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan
membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

b. Dari 27 responden yang mengakui telah mendapatkan bantuan material dari Pemerintah

dengan meminta tetapi jarang diberi memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan
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prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang
diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan

fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati

bersama rendah.

¢. Dari 33 responden yang mengakui mendapatkan bantuan material dari Pemerintah

dengan meminta terlebih dahulu memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan
prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang
diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan
fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati

bersama tinggi.

d. Dari 7 responden yang mengakui mendapatkan bantuan material dari Pemerintah tanpa

meminta terlebih dahulu memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana yang
tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang.diadakan tinggi,
tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik sangat tinggi
dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama
tinggi.
Berdasarkan dari kajian diatas dan sama dengan kajian pada pengaruh pemberian
dan;i dari Pemernintah dengan tingkat peran serta masyarakat niaka peningkatan intensitas
pemberian dana dari Pemerintah ternyata tidak mempengaruhi tingkat peran seria

masyarakat yang terjadi. Masing-masing cara pemberian material memiliki dampak peran

~ serta yang berbeda.

Tingkat peran serta masyarakat yang paling rehdah bila masyarakat meminta
bantuan material tetapi jarang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini didukung dengan
rendahnya tingkat peran serta masyarakat untuk mengikuti -perterﬁuan yang diadakan,

keaktifan berdiskusi dan keaktifan membayar furan.
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5.2.4, Hambatan Peran Serta Masyarakat di RW II-V1

Berdasarkan pertanyaan terbuka yang diajukan kepada warga maka secara umum

hambatan yang berasal dari masyarakat untuk berperan serta adalah kemampuan sumber

daya manusia terbatas terutama di bidang ekonomi, masalah pekerjaan, rendabnya
kesadaran warga, menyalahgunakan fungsi prasarana misalnya membuang sampah di
selokan dan beberapa warga mengaku tidak terlibat karena tidak diundang.

Menurut Ketua RW/RT setempat, walaupun sebenarnya keinginan warga untuk
kumpul bersama sangat tinggi tetapi kondisi ekonomi warga memaksa untuk bekerja siang
malalﬁ. Kebanyakan warga yang tinggal di lingkungan RW II bekerja sebagai wiraswasta.
Dalam hal ini wiraswasta yang dimaksud bukan pengusaha besar tetapi menjadi tukang
becak, sopir, asongan, penjaja koran, satpam dan usaha lain. Rata-rata jenis pekerjaan
tersebut sifatnya memberikan penghasilan secara harian sehingga bila tidak bekerja sehari
maka orang tersebut akan kehilangan pendapatan pada hari itu juga.

Untuk hambatan yang berasal dari pemerintah, menurut warga karena pemerintah
kurang tanggap pada permasalahan masyarakat sebagai contoh bila ada laporan dari warga
hanya dikontrol tetapi kelanjutannya tidak jelas dan tidak adanya kemudahan dati

pemerintah khususnya dalam berkomunikasi, menurut hasil wawancara dengan Ketua RW

- pada saat ini bila ada keluhan dari masyarakat maka pihak Kelurahan tidak berani

memutuskan langsung tetapi harus dikonsultasikan dulu dengan Pemerintah Kota dimana
tanggapan yang diberikan terkadang tidak sesuai lagi dengan kehendak warga. Selain itu
hambatan dari Pemerintah yang dirasakan beberapa pengurus RT/RW berkaitan dengan

pembagian wilayah yang terlalu luas.




168

5.3. Analisis Peran Serta Masyarakat di RW VII (Resettlement)
5.3.1. Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW VII (Resettlement)

-Bentuk-bentuk peran serta yang ada dapat berupa bentuk sumbangan dalam peran
serta yaitu pikiran, uang, material dan tenaga, serta bentuk kegiatan dalam peran serta yaitu
peran serta dilakukan bersama atau sendiri-sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-
masing dan peran serta dikerjakan sendiri oleh masyarakat atau diserahkan pihak lain.
Selain itu bentuk peran serta dapat dikenali dari intensitas dan frekuensi kegiatan serta
derajad kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama.

Bentuk sumbangan warga dalam pengelolaan jalan dan saluran sebagian besar
berupa. tenaga yaitu (85,7%) kemudian dengan memberikan usulan (14,3%) dan tidak ada
yang menyumbang dalam bentuk material maupun uang. Mengenai bentuk sumbangan

warga dalam pengelolaan sampah adalah dengan menyumbang tenaga (85,7%) serta usulan

(14,3%) dan tidak ada yang menyumbang dalam bentuk material ataupun uvang. Dalam.hal

ini sumbangan uang yang dimaksud dalam pengelolaan sampah adalah sumbangan di luar
RKK sedangkan mengenai RKXK tersebut warga tetap memberikan melalui iuran RT ke
pengurus RW untuk diteruskan ke Kelurahan setempat dengan jumlah rata-rata,
~ Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan
jalaﬁ dan saluran adalah dalam bentuk kerja bakti massal (85,7%) yang dilakukan secara
bersama-sama dalam lokasi yang.telah ditentukan sebelumnya dalam rapat warga. Dalam
hal ini mulai timbul keinginan warga .untuk melaksanakan di lingkungan tempat tinggal
masing-masing kapan saja sesuai kebutuhan mereka (14,3%) dan tidak ada keinginan warga
untuk melakukannya secara bersama-sama di lingkungan tempat tinggal masing-masing
atau dengan mengupah seseorang, -
Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan
sampah sama dengan pada jalan dan saluran yaitu dalam bentuk kerja bakti massal (85,7%)

tetapi dalam hal ini telah ada keinginan warga untuk mulai melaksanakannya kapan saja di
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lingkungan tempat tinggal masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri (14,3%)
dan tidak ada yang memilih dalam waktu bersamaan ataupun dengan mengupah seseorang.
Mengenai bentuk peran serta berdasarkan frekuensi kegiatan bersama yang telah
dilakukan maka sebagian besar warga rata-tata melakukannya sebulan dua kali (57,1%) dan
tidak ada yang melakukannya kurang dari sebulan sekali. Kegiatan bersama tersebut“
dilaksanakan rutin dengan waktu dan tempat yang sama dimana pelaksanaannya untuk
tingkat RW sebagian besar diwakili ketua RT (71,4%), sedangkan sisanya diwakili sebagian
warga (28,6%) sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan peran serta yang ada dilaksanakan
dalam bentuk intensif yaitu dilakukan rutin tiap bulan dengan waktu dan tempat sama.
Untuk .‘tingkat RT berdasarkan hasil wawancara dihadiri langsung oleh seluruh warga.
Dalam hal ini bentuk peran serta warga berdasarkan cara keterlibatan untuk tingkat RW
cenderung ddlam bentuk perén serta tak langsung dan pada tingkat RT cenderung berbentuk
peran serta langsung. Dan pada akhimya berdasarkan derajad kesukarelaan maka bentuk
peran serta yang terjadi selama ini dapat dikategorikan dalam partisipasi bebas karena
hampir keseluruhan warga merasa keterlibatan mereka dilaksanakan tanpa paksaan sama
sekali dan tidak ada yang merasa terpaksa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel

V.26 berikut ini.
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TABEL V.26.
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW VII (RESETTLEMENT)

“E.?

n=.=u—,.

il‘u w% Ij I';’i.
‘, . : TE o hasns b les il
1 Bentuk sumbangan 6 85,7
pengelolaan  jalan & | Material - -
saluran Uang - -
Usulan/pikiran 1 14,3
2 | Bentuk sumbagan dlm | Tenaga 6 85,7
pengelolaan sampah Material - -
Uang - -
Usulan/pikiran 1 14,3
3 Bentuk kegiatan dlm | Kerja bakti massal 6 85,7
pengelolaan jalan & | Dilingk. masing2 waktu bersamaan | - -
saluran Di lingk. masing2 kapan saia i 14.3
Mengupah seseorang - -
4 Bentuk  kegiatan dlm | Kerja bakti massal 6 85,7
pengelolaan sampah Di lingk. masing2 waktu bersamaan | - -
Di lingk. masing2 kapan saja _ i 14,3
Mengupah seseorang - -
5 Jumlah kegiatan dlm satu | > 3 x sebulan 2 28,6
bulan 2 x sebulan 4 57,1
1 x sebulan 1 14,3
<1 x sebulan - -
6 Rutinitas kegiatan Rutin, waktu & tempat sama 4 57,1
Rutin, waktu atau tempat tdk sama - -
Rutin, waktu dan tempat tdk sama | 3 42,9
Tidak rutin, sesuai kebutuhan - -
7 Sifat kehadiran Datang sendiri - -
Diwakili sebagian warga 2 28,6
Diwakili pengurus RT - -
Diwakili ketua RT 5 7.4
8 Derajat kesukarelaan Tidak terpaksa sama sekali 7 100
Sedikit terpaksa - -
Terpaksa - -
Sangat terpaksa - -

Sumber : Data primer diolah, 2003

5.3.2. Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW VII (Resettlement)

Tingkat peran serta masyarakat, dalam pengelolaan prasarana merupakan derajat
keterlibatan masyarakat atau warga masyarakat dalam setiap kegiatan bersama yang
dilaksanakan untuk mengelola prasarana yang telah ada pasca péremajaan lingkungan

permukiman. Derajat keterlibatan warga masyarakat tersebut diukur dengan pemikiran
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semakin banyak anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama ataupun
semakin besar kesediaannya menyumbangkan pikiran, tenaga atau bentuk sumbangan lain
maka semakin tinggi tingkat peran sertanya. Dalam hal ini tingkat peran serta dapat
diketahui dari frekuensi kehadiran warga dalam pertemuan, keaktifan warga dalam

berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan warga dalam memberikan

sumbangan dana atau iuran,

TABEL V.27.
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW VI (RESETTLEMENT)

Tingkat kehadiran "Sangat ngg1 1 4
dalam pertemuan Tinggi 5 |3 15
Rendah - 12 -
Sangat Rendah 1 {1 1 20
2 Tingkat keaktifan | Sangat Tinggi - | 4 -
berdiskusi nggl 6 3 18
Rendah 2 2
Sangat Rendah |- i1 - 20
3 Tingkat kehadiran | Sangat Tinggi - |4 -
dalam kegiatan fisik Tinggi 5 [3 15
Rendah 2 |2 4
Sangat Rendah - |1 - 19
4 Tingkat keaktifan | Sangat Tinggi - 14 -
membayar iuran / [
T
sumbangan yg telah. nest > 12 -
disepakati bersama | Rendah 2 |2 4.
Sangat Rendah - |1 - 19
Tumlah : 78 78

Sumber : Data primer diolah, 2003
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Dari tabel tersebut dapat diketahui berdasarken tingkat kehadiran dalam pertemuan
dapat diketahui dari 7 responden 5 responden (71,4%) mengaku tingkat.kehadirannya tinggi
dalam pertemuan, 1 responden (14,3%) tingkat kehadirannya sangat tinggi, 1 responden
(14,3%) tingkat kehadirannya sangat rendah dan tidak ada yang kehadirannya rendah. |

" Berdasarkan tingkat keaktifan berdiskusi, sebagian besar responden memiliki
tingkat keaktifan berdiskusi yang tinggi (85,7%) dan sisanya memiliki tingkat keaktifan
berdiskusinya rendah (14,3%).

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik maka sebagian besar responden
memiliki tingkat kehadiran yang tinggi (71,4%) dan tidak ada responden yang memiliki
tingkat kehédiran yang sangat tinggi atau sangat rendah sedangkan sisanya memiliki tingkat
kehadiran yang rendah (28,6%).

Mengenai tingkat keaktifin dalam membayar iuran’ atau sumbangan yang telah
disepakati bersama maka dari 7 responden 5 responden (71,4%) memiliki tingkat keaktifan
membayar yang tinggi dan 2 responden (28,6) memiliki tingkat keaktifan membayar rendah.

Mengenai penentuan kategori tingkat peran serta dapat diperhitungkan sebagai
berikut |
| Nilai terendah adalah 4x7 = 28 dan nilai tertinggi adalah 16x7=112. Bila ada 4 interval

maka jarak intervalnya adalah (112-28)/4 =21. Maka,

» Sangat tinggi bila memiliki skor 91 - 112
» Tinggi bila memiliks skor 70 - 91
» Rendah bila memiliki skor 49 - 70
»  Sangat rendah bila memiliki skor 28 - 49

Sehingga bila total skor RW VII adalah 78 maka termasuk kategori tingkat peran serta

tinggl.
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Sedangkan apabila dilihat berdasarkan variabelnya, dari data-data tersebut digtas
rﬁaka peran serta masyarakat yang tinggi pada tingkat kehadiran dalam pertemuan dan
dalam berdiskusi yang mencapai jumlah Nx bobot tertinggi (20) dan yang paling rendah
adalah dalam kegiatan fisik dan tingkat keaktifan membayar iuran yang telah disepakati

bersama yang memiliki jumlah Nx bobot terkecil (19).

5.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta
lMasyarakat

Untuk mengetahui hubungan antara bentuk dan tingkat peran serta masyarakat

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dilakukan uji statistik dengan menggunakan

tabulasi silang atau crosstab dari beberapa variabel yang ada serta dengan memperhatikan

nilai chi square. Dengan taraf signifikasi 0,05 maka diperoleh Tabel V.28 sebagai berikut.

TABEL V.28
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE DI RW VII (RESETTLEMENT)

F2 A2 Pendidikan 7,000 5,600
F3 A3 Pekerjaan 0,58 2,100
F4 A4 Pendapatan 3,325 ' 2,100
F5 A5 Lama Tinggal 7 3,080 14,000
F6 | A6 Status hunian . 3,080 - 7,280
F7 Dl Jumlah tetangga yg dikenal 3,917 7,000
F8 D2 Bentuk Sumbangan dlm peremajaan 3,080 7,280
‘F9 D9 Tingkat peran serta dim peremajaan 2.917 7,000
F10 D10 Kesesuaian rencana peremajaan 0,058 2,100
Fl11 D11 Kesesuaian hasil pelaksanaan peremajaan 0,058 2,100
Fi2 Di2 Manfaat peran serta 2,917 7,000
F13 Di3 Tanggung jawab pengelolaan prasarana . 2,917 0,467
Fl4 |DI4 | Kehadiran pemimpin 0,467 0,467
Fi5 D15 Kemampuan pemimpin memberi arahan 0,058 2,100
Flé D16 Dukungan warga pada pemimpin 2,917 ) 0,467
F17 D17 Pemberian penyuluhan & pembinaan dari pemerintah 7,000 5,600
F18 Dig Bantuan dana dari pemerintah L,i20 - 3,080
F19 bB19 Bantuan material dari pemerintah 0,467 0,467
F290 D20 Besarnya bantuan bila diberikan 0,058 2,100
F21 D21 Bantuan pihak ketiga 0,467 3,733
F22 D22 Karakteristik prasarana 0,058 2,100

Sumber : Data primer diolah, 2003
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Dari hasil perhitungan tersebut dan dengan wji koefisien kontingensi seperti pada
lampiran maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa bentuk peran serta masyarakat di RW VII
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jumlah tetangga yang dikenal. Sedangkan untuk
tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lama tinggal, jumlah
tetangga yang dikenal, tingkat peran serta selama peremajaan dan manfaat peran serta.

Hubungan ini secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.4. berikut ini.

PENDIDIKAN
LAMA TINGGAL
FJUMLAH TETANGGA
YG DIKENAL
TINGKAT PERAN
SERTA SELAMA
PEREMAJAAN
MANFAAT
A FAKTOR PENGARUH BENTUK
PERAN SERTA
— — — .. FAKTOR PENGARUH TINGKAT
PERAN SERTA

GAMBAR 5.4.
FAKTOR YG BERPENGARUH PADA BENTUK &

TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW VII (RESETTLEMENT)
Suntber : Data primer diolah, 2003
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5.3.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk Peran Serta Masyarakat

1. Hubungan antara pendidikan dengan bentuk peran serta.

Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang
diperoleh berpengaruh pada wawasan dan tingkat pengetahuan sescorang. Manfaat dari
kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil pembangunan dapat diketahui dan dihayati apabila
seseorang memiliki pendidikan yang memadai. Dengan demikian dapat dipahami bila ada
hubungan antara antara tingkat pendidikan dan keinginan bentuk peran serta.

Berdasarkan hasil survei responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 2 responden yang berpendidikan dasar menginginkan bentuk sumbangan pada jalan
dan saluran serta persampahan berupa tenaga. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan,
saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan tiga
kali atau dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda. Dalam
hal ini pertemuan dihadiri oleh ketua RT atau sebagian warga untuk tingkat RW dan
seluruh warga untuk tingkat RT.

b. Dari 3 responden menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta
persampahan berupa tenaga. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta
sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan dan
dilakukan rutin pada waktu dan tempat sama serta dihadiri oleh kétua RT di tingkat RW

c. Dari 2 responden menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta
persampzhan berupa tenaga atau usulan. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan,
saluran serta sampah berupa kerja bakti atau melakukan sendiri di tempat finggal
masing-masing kapan saja. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan satu kali atau tiga
kali sebulan dan dilakukan rutin pada waktu dan tempat sama, serta dihadiri oleh ketua
RT atau sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

Secara lebih detail hubungan antara tingkat pendidikan dengan bentuk peran serta dapat

dilihat pada Tabel V.29 berikut.

TPT-7051 Ab-NBID
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Berdasarkan dari kajian diatas menunjukkan perbandingan terbalik dengan asumsl
semantara karena ternyata samkain tinggi tingkat pendidikan semakin rendah peluang .
terjadinya sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti.

Mengenai jumlah pertemuan peluang terjadinya pertemuan 2 kali sebulan terdapat
pada kelompok pendidika menengah dan peluang terbesar terjadinya pertemuan 3 kali
sebulan terdapat pada kelompok warga berpendidikan dasar dan tinggi. Dalam hal ini warga
yang berpendidikan tinggi memiliki peluang terbesar untuk melakukan pertemuan secara
rutin dengan waktu dan tempat yang sama.

2. Hubungan antara jumlah tetangga yang dikenal dengan bentuk peran serta

Seperti diuraikan pada kajian sebelumnya mengenai adanya pengaruh hubungan
antara jumlah tetangga yang dikenal dengan bentuk peran serta maka pada umumnya
keinginan bentuk peran serta warga di RW VII hampir sama dengan di RW lainnya.

Berdasarkan hasil survei responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut

a. Dari 1 responden menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta
persampahan bempa tenaga. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta
sampah dengan melaksanakan sendiri di tempat tinggal masing-masing kapan saja.
Sedangkan jumiah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu

- dan tempat sama. Dalam hal ini pertemuan dihadiri oleh ketua RT atau sebagian warga
untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

b. Dari 6 responden menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta
persampahan berupa tenaga. Untuk bentuk kegiatan pe;ngelolaan jalan, saluran serta
sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan
serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda. Dalam hal ini pertemuan dihadin
oleh ketua RT untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

Hubungan jumlah tetangga yang dikenal dengan bentuk peran serta secara lebih jelas dapat

dilihat pada Tabel V.30.
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Berdasarkan kajian diatas, dapat dilihat bahwa secara umum bentuk sumbangan
dalam pengelolaan jalan dan saluran berupa tenaga. T etapi bila dilihat besarnya prosenta;e
dapat diketahui bahwa semakin banyak jufnlah tetangga yang dikenal maka semakin
berkurang keinginan untuk menyumbangkan tenaga.

Mengenai bentuk kegiatan, semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka
semakin besar peluang terjadinya kerja bakti dan melakukan pertemuan 2 kali sebulan atau

lebih, Namun dalam pertemuan tersebut keinginan untuk diwakili juga semakin besar.

5.3.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serta Masyarakat
1. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat peran serta

Seperti telah dijelaskan pada kajian sebelumnya pengaruh faktor pendidikan maka
dapat dipahami adanya hubungan antara faktor pendidikan dengan tingkat peran serta dalam
kegiatan bersama yang dilaksanakan dengan asumsi semakin tinggi tin_gka"c pendidikan
seseorang maka memungkinkan terjadinya pelnang yang lebih besar untuk berperan serta.

. TABEL V.31.
HUB. TINGKAT PENDIDIKAN DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT

_DIRW VIl (RESETTLEMEN.
i T TR

SATHE Fehs el

l\J =
R FNY ._.-5-5;_-,-;,

3 R e o i 3P Ei AL b
i Pendidikan dasar 2 1 - - -
2 - - 2
3 3 3
4 4 -
Jumlah tiap aspek 7 5
Jumlah tiap kelompok 23 |
2 Pendidikan menengah | 3 -11 -l -11 - -1 SRR -
-2 - 2 - 2 «-1 =12 -
3(3 91 313 91 313 91 313 9
-4 S Tal -1 -Tal -] -14 -
Jumlah tiap aspek 9 9 9 5
Jumlah tiap kelompok 36
3 Pendidikan tinggi 2 1)1 1 -[1 -1 =11 - -]1 -
-2 - 112 21 112 21 112 2
113 3 113 3 113 3 113 3
-i4 el - el T -4 .
Jumlah tiap aspek 4 5 3 5
Jumlah tiap kelompok ' 19

Stmber : Data primer diolah, 2003
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Berdasarkan pada Tabel V.31 tersebut dan Tabel T1.2 dalam bab metodologi maka

dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :
a. Dari 2 responden yang berpendidikan dasar memiliki tingkat peran serta dalam

pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan

yang diadakan sangat tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam
kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah
disepakati bersama tinggi.
b. Dari 3 responden yang berpendidikan menengah memiliki tingkat peran serta dalam
pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan
yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tingéi, tingkat kehadiran dalam
kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah
disepakati bersama tinggi.
Dari 2 responden yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat peran serta dalam
pengelélaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan
yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam
kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah
disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kajian tersebut asumsi bahwa tingginya tingkat pendidikan akan
berpengaruh pada wawasan dan kemampuan melakukan inovasi yang pada akhimya
mempengaruhi tingginya tingkat peran serta ternyata tidak selamanya benar. Dari kenyataan
yang ada bahwa tingkat peran serta terendah ada pada kelompok warga yang memiliki
tingkat pendidikan tinggi. Hal ini didukung dengan kenyataan semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang maka semakin rendah tingkat kehadirannya dalam pertemuan.




181

2. Hubungan antara persepsi manfaat kegiatan peran serta dengan tingkat peran serta

Telah dijelaskan pada kajian sebelumnya bahwa persepsi manfaat kegiatan peran

serta dalam pengelolaan prasarana akan mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat. Di

RW V11, hubungan antara persepsi manfaat kegiatan peran serta dengan tingkat peran serta

masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di

Mojosongo Surakarta dapat dilihat pada Tabel V.32

L

TABEL V.32.
HUB. PERSEPSI MANFAAT PERAN SERTA
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT
DI RW VII (RESETTLEMENT)

e

! i 5 4l
IS e IS L
il iBhinsh

f L DS L ihdimxb) B Rl
1 Sedikit bermanfaat 1 - -1 -1 -1 -
-t 2 - 112 2 112 21 112 2
-13 - -i3 -1 -13 -1 -13
-1 4 -1 -4 - -14 -1 14 -
Jumlah tiap aspek 1 2 2
Tumlah tiap kelompok 7
2 Banyak sekali 6 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -
manfaat
-2 - -12 ~ 112 20 112 2
3 15 3 18 3 15 3 15
114 4 - | 4 - -1 4 -l -14 -
Jumlah tiap aspek 19 18 17 17
Jumlzh tiap kelompok 71

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.32 tersebut dan Tabel I11.2 dalam bab metodologi maka dapat

' dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 1 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat sedikit manfaatnya
dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta rendah. Secarﬁ lebih rinci
tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat rendah, tingkat keaktifan
berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan

membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
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b. Dari 6 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat banyak sekali
manfaatnya dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi.
Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat
keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat
keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

" Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi warga
terhadap manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana maka semakin tinggi

pula tingkat peran serta dalam kegiatan bersama. Hal ini didukung dengan semakin

tingginya tingkat peran serta masyarakat pada semua aspek.
3. Hubungan antara jumlah tetangga yang dikenal dengan tingkat peran serta

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah tetangga yang dikenal akan
mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat. Dalam hal ini diasumsikan semakin banyak

seseorang mengenal tetangga di sekitarnya maka semakin tinggi tingkat peran sertanya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.33.

TABEL V.33.
HUB. JUMLAH TETANGGA YG DIKENAL
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT
DI RW VII (RESETTLEMENT) '

T
4

B R e

R if“d %

25%-50% -

2
Jumlah tiap aspek 1 2 2
- Jumlah tiap kelompok 7
2 >75% 6 - 11 - -1 -1 -11 - -11 -
-2 - =12 -1 1]12 21 1]2 2
503 15 613 18} 513} 15| 513 15
1[4 4 4 -1 -14 -l -14 -
Jumiah tiap aspek 19 18 17 17
Jumlah tiap kelompok 71

Sumber : Data primer diolah, 2003
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Berdasarkan Tabel V.33 tersebut dan Tabel II1.2 dalam bab metodologi maka dapat
dikaji hai-hal sebagai berikut :

a. Dari 1 responden yang mengaku kenal 25%-50% tetangga memiliki tingkat peran serta
dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat lehadirannya dalam
pertemuan yang diadakan sangat rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat
kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau
sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

b. Dari 6 responden yang mengaku kenal lebih dari 75% jumlah tetangga memiliki tingkat
peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya
dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat
kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau

sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan semakin banyak jumlah tetangga yang
dikenal maka semakin tinggi tingkat peran serta masyarakat yang terjadi. Hal ini didukung

dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat disetiap aspek peran serta.

3. Hubungah antara lama tinggal dengan tingkat peran serta

Lama tinggal seseorang akan mempengaruhi ikatan psikologisnya dengan
lingkungan di sekitarnya. Seperti telah dijelaskan pada kajian ‘sebelumnya mengenai
pengaruh lama tinggal maka ikatan psikologis ini akan mempengaruhi kepeduliannya
dengﬁn kondisi lingkungan di sekitarnya. Rasa kepedulian ini berpengaruh besar pada
tingkat peran serta seseorang dalam pengelolaan prasarana. Untuk mengetahui hubungan

yang terjadi dapat dilihat pada Tabel V.34,
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TABEL V.34,
HUB. LAMA TINGGAL DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT
‘ DI RW VI (REDEVELOPMENT)

Jumlah tiap aspek 1 2 2

Jumlah tiap kelompok 7

2 5-9 tahun 1 -1 -1 -1 - -1 - -11 -
' -2 -1 -12 - =12 -1 =12 -

-13 -1113 3] 113 37 113 3

1t4 441 -14 -0 .14 -] -i4 -

Jumlah tiap aspek 4 3 3 3

Jumlah tiap kelompok : ‘ 13

3 10 tahun atau lebih 5 -1 1 - -11 -0 =11 -11 -
2 - 2 - 12 1]2 2

513] 15|53 15| 4|3} 12] 4]3] 12

a4l [ -(4] - -l4] -1 -14] -

Jumlah tiap aspek 15 15 _ 14 14

Jumlah tiap kelompok 58

Sumber : Data primer diolah, 2003

Befdasarkan Tabel V.34 tersebut dan Tabel I11.2 dalam bab metodologi maka dapat
dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 1 responden yang telah tinggal 1 - 4 tahun memiliki tingkat peran serta dalam
pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan
yang diadakan sangat rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran
dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang
telah disepakati bersama rendah.

b. Dari 1 responden yang telah tinggal 5 - 10 tahun memiliki tingkat peran serta dalam
pengelolaan prasarana sangat tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam
pertemuan yang diadakan sangat tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat
kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau

sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
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¢. Dari 5 responden yang telah tinggal lebih dari 10 tahun memiliki tingkat peran serta

dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam

pertemuan yang diadakan tinggl, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran

dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran bersama tinggi.
Berdasarkan kajian tersebut diatas dapat disimpulkan semakin lama seseorang
tinggal pada lingkungan tersebut maka tingkat peran sertanya semakin tinggi. Hal ini
didukung dengan semakin tingginya tingkat peran serta masyarakat pada semua aspek.

5. Hubungan antara tingkat peran serta selama peremajaan dengan tingkat peran

serta dalam pengelolaan

Telah dijelaskan pada kajian sebelumnya bahwa kontribusi masyarakat terhadap
peremajaan yang telah dilaksanakan akan mempengaruhi tingkat peran sertanya dalam
pengelolaan pasca peremajaan. Dalam hal ini diasumsikan semakin tinggi kontribusi
seseorang dalam peremajaan tersebut maka semakin tingpi tingkat beran-sertanya daldm

pengelolaan. Hubungan kedua variabel tersebut dapat dilihat pada TaBel V.35 berikut ini.
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TABEL V.35.
HUB. TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT SELAMA PEREMAJAAN
DGN TINGKAT PERAN SERTA DLM PENGELOLAAN DI RW VII (RESETTLEMENT)

hi i \‘ﬁhu: e gl ETA G

S Ko

I it il
Rendah 1(1 i 1 1 1
‘ 127 -1 12 2| t]|2 2] 2
3] -] -13 -1 -3 3 -
-1 4 -1 -1 4 - -4 - -4 -
Jumlah tiap aspek 1 2 2 2
Yumlah tiap kelompok 7
2 Tinggi 13 -1 - =11 - -1 -1 -1 -
-2 - 2 -1 1]2 21 112 2
313 91 313 9 213 61 213 6
-i4 - -14 -1 -4 - <14 -
Jumlah tiap aspek 9 9 8 8
Jumlah tiap kelompok 34
3 Sangat tinggi 3 -[1 -1 -1 -1 =11 -1 -1 -
-2 - 2 - 2 ~ 2 -
213 6| 3|3 gl 313 9| 3|3 9
114 4] -14 -1 -14 -1 -14 -
Jumnlah_tiap aspek 10 9 9 9
Jumlah tiap kelompok 37

Stmber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.35 tersebut dan Tabel II1.2 dalam bab metodologi maka dapat
dikaji hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 1 responden yang memiliki tingkat peran serta renGah dalam peremajaan maka
dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang rendah. Secara lebih
rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat rendah, tingkat
keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat
keaktifan membayar inran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

b. Dari 3 responden yang memilild tingkat peran serta tinggi dalam peremajaan maka
dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Secara lebih rinci
tingkat k_ehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan
berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan

membayar furan atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
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c. Dari 3 responden yang memiliki tingkat peran serta sangat tinggi dalam peremajaan
maka dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat Iperan serta yang tinggi. Secara
lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat tinggi, tingkat
keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat
keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi
tingkat peran serta masyarakat dalam peremajaan yang diadakan maka semakin tinggi pula
tingkat peran sertanya dalam pengelolaan prasarana yang diadakan. Hal ini didukung

dengan semakin tingginya tingkat peran serta masyarakat pada semua aspek peran serta.

5.3.4. Hambatan Peran Serta Masyarakat di RW VII (Resettlement)

Berdasarkén pertanyaan terbuka yang diajukan pada warga maka secara umum
hambatan yang berasal dari masyarakat untuk berperan serta adalah kemampuan ékonomi,
kurangnya perhatian masyarakat, kondisi geografis yang berkontur dan masyarakat sering

menyalahgunakan fungsi prasarana serta kurangnya kekompakan warga dalam memperbaiki

lingkungannya.

Menurut Ketua RW hambatan yang dirasakan oleh wargé masyarakat khususnya
daléfn melaksanakan kerja bakti di Kampung adalah kondisi geografis wilayah RW VII
yang terlalu luas dan bergelombang. Jarak yang jauh membuat penduduk menjadi enggan
datang sedangkan kondisi tanah yaﬁg naik turun akan menyulitkan dalam pekerjaan dan
membuat pekerjaan menjadi lebih mahal. Selain itu terdapat hambatan ekonomi dimana
penduduk lebih mencari vang dahulu daripada ikut dalam kegiatan bérsama yang hasilnya
belum tentu langsung dirasakan. Selain ifu kesadaran warga yang_menjadi warga baru
khususnya dari relokasi bantaran Timur kali Anyar dan sekarang ditempatkan di Kedung

Tungkul juga menjadi hambatan karena mereka relatif kurang peduli dengan lingkungan
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sekitar dibandingkan dengan warga di RT lain. Dalam memindahkan warga lain ke dalam

kampung menurut Ketua RW perlu dipikirkan sosialisasinya.

Untuk hambatan yang berasal dari pemerintah, menurut warga karena pemerintah
masih lamban dalam menanggapi keluhan warga, komunikasi dengan pemerintah dirasakan
warga mas.ih searah, kurangnya bantuan p_emerintah, jumlah petugas kelurahan yang tidak

sebanding dengan luas wilayah dan pemerintah kurang terlibat langsung dalam kegiatan

yang diselenggarakan warga.

Kepastian bantuan dari Pemerintah sangat diharapkan karena seperti yang tetjadi
selama ini warga telah mengadakan rapat untuk membuat usulan dan mengumpulkan dana
swadaya sebagai salah satu syarat tetap: bantuan yang ditunggu-tunggu tidak datang.
Menurut warga ketidakpastian ini mereka anggap sebagai kurangnya perhatian dari

Pemerintah yang mengurangi keinginan mereka untuk mengelola prasarana yang ada.

5.4. Analisis Peran Serta Masyarakat di Seluruh Kawasan yang Diremajakan
5.4.1. Analisis Bentuk Peran Serta Masyarakat |

Seperti dijelaskan di atas maka satu kegiatan pengelolaan dapat dijabarkan dalam
beberapa bentuk peran serta. Berdasarkan hasil dari analisis bentuk peran serta masyarakat
di RW vang telah diremajakan dengan program redevelopment, resettlemenf dan peremajaan
tanpa perubahan struktur kawasan maka dapat dikaji bentuk peran serta secara umum pada
selurgh kawasan yang telah diremajakan, Dalam hal ini asumsi yang dipakai adalah semakin
sering suatu bentuk peran serta terjadi pada beberapa kawasan dengan program peremajaan
yang berbeda, maka bentuk peran serta tersebut dapat dikatakﬁn akan muncul pada setiap
kegiatan pengelolaan pasca peremajaan secara umum, Sehingga dari asumsi ini dapat dikaji
bentuk peran serta yang terjadi pada seluruh kawasan yang telah diremajakan di Mojosongo

seperti Tabel V.36.
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' TABEL V.36.
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT
PADA SELURUH KAWASAN YG TELAH DIREMAJAKAN

0

i

i

%

il Bentuk aga 11
d sumbangan  dlm | Material - 14 |- - 9 9
| pengelolaan jatan [ Uang, 1 16,5 | - - 14 14
& saluran Usulan/pikiran 10,1 1 143 11 11
2 Rentuk sumbagan | Tenaga 10 582 | 6 85,7 | 62 62
dim pengelolaan | Material - 38 - - 3 3
sampah Uang, - 19.1 | - - 23 23
Usulan/pikiran 4 8,9 i 14,3 12 12
13 Bentuk  kegiatan | Kesja bakl massal 9 82,3 4] 85,7 30 20
dlm pengelolnan | Di linpk, masing? waktu bersamzan 4 10,1 ¢ - - i2 iz
jatan & saluran Di lingk. masing2 kapan saja ! 7,6 1 43 | 8 8
Mengrupah seseorang, - - - - - - 0 0O
4 Bentuk  kegiatan | Kerja bakti massal 7 50 50 63,3 6 85,7 63 63
dim pengelolaan | Di lingk. masiig2 waktu bersamuan 2 14,3 13 165 | - - 15 15
sampah . Di lingk. masing2 kapun saja 4 28,6 B 10,1 1 14,3 13 13
Mengupah seseorang 1 7.1 8 10,1 - - 9 9
5 Jumlah kegiatan | =3 x sebulan 3 214 16 203 | 2 286 |21 21
dim sat bulan 2 x sebulan 4 28,6 24 30,4 4 57,1 32 32
1 x sebulan 7 50 35 44,3 1 143 | 43 43
<1 x schulan : - - 4 5 - - 4 4
6 Rutinitas kegiatan | Rutin, wakiu & tempat sama - - 3 3.7 4 570 17 7
Rutin, waktu atau tempat tdk sama 3 214 | 45 57 - - 48 48
Rutin, waktu dan tempat tdk suma 7 50 18 22.8 3 42.9 28 23
Tidak rutin, sesuai kebutuhan 4 28,6 13 16,5 - - 17 17
7 Sifat kehadiran Dalang sendiri 4 28,6 14 17,7 - - 18 18
Diwakili sebagian warga 4 28,6 35 443 2 28,6 41 41
Diwakili penpurus RT - - 7 89 - - 7 7
Diwakili ketua RT 6 42,8 23 26,1 5 71,4 34 34
8 Derajat Tidak terpaksa sama sekaki 13 92,9 71 9.9 7 100 91 91
kesukarelaan Sedikit terpaksa i 7.1 2 2,3 - - 3 3
Terpaksa - - 4 5,1 - - 4 4
Sangal terpaksa - - 2 2.5 - 3 )

Sumber : Data primer dioloh, 2003

Berdasarkan tabel diatas maka dapat d_isimpulkan bahwa bentuk peran serfa pada
seluruh kawasan yang telah diremajakan .pada dasarnya sama dengan bentuk peran serta
pada tiap-tiap kawasan yang terkena program redevelopment, peremajaan tanpa perubahan
struktur kawasan dan resettiement. Untuk bentuk sumbangan dalam pengelolaan prasarana
berupa tenaga dan bentuk kegiatan yang dilakukan berupa kerja bakti. Mengenai kegiatan
pertemuan maka pertemuan dilakukan satu kali dalam sebulan dimana kehadiran warga
diwakili oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan untuk: tiﬁgkat' RT dihadini seluruh
warga. Pertemuan tersebut dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau pada

waktu berbeda dan tempat sama. Sedangkan mengenai derajad kesukarelaan maka pada
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umumnya warga melakukan kegiatan peran serta tanpa merasa sama sekali atau dapat

dikatakan berbentuk peran serta bebas,

5.4.2. Analisis Tingkat Peran Serta Masyarakat

Seperti halnya pada bentuk peran seria di atas maka berdasarkan hasil dari analisis
tingkat peran serta masyarakﬁt di RW vyang telah diremajakan dengan program
redevelopment, resettlement dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan, dapat dikaji
tingkat peran serta secara umum pada seluruh kawasan yang telah diremajakan. Dalam hal
ini tingkat peran serta dapat diketahui dengan menjumlahkan responden dan mengalikannya
dengan bobot skala penilaian. Setelah diketemukan hasil nilai kali bobot maka dapat
diketahui tingkat peran serta pada variabel tersebut maupun secara keseluruhan dengan

memasukkannya ke dalam skala penilaian kategori peran serta. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel V.37.

TABEL V.37.
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT
PADA SELURUH KAWASAN YG TELAH DIREMAJAKAN

1 Tingkat kehadiran - 4 - 10 [ 4 40 1 4 11 | 4 44
dalam pertemuan 6 3 18 4 | 3 120 5 3 15 51 | 3 153
7 2 14 25 § 2 50 - 2 - 32 32 64
SngtRendah | 3 1 1 4 1 4 1 1 1 6 1 6
2 Tingkat keaktifon | Snpt Tinpgi - 4 - 6 4 24 - 4 - 6 4 24
Dberdiskusi Tinpsi 4 3 12 45 13 135 6 3 18 55 13 165
Rendah 9 2 18 19 12 38 1 2 29 12 58
SngtRendah | 1 1 1 S 1 g - 1 - 10 1 10
3 Tingkat kehadiran | Sngt Tinpgi - 4 - 12 [ 4 48 - 4 - 12 [ 4 48
c!al_am kegiatan | Tingpi 8 3 24 52 [ 3 156 3 3 15 65 | 3 195
fisik Rendah 5 2 10 12 12 24 2 2 19 12 38
SngtRendah | 1] 1 1 3 1 3 - 1 - 4 1 4
4 Tingkat keaktifan | Sngl Tinpai - 4 - 5 4 20 - 4 - 5 4 20
membayar iren /| Tingpi 4 3 2 30 |3 150 3 3 15 59 |3 177
sumbangan Y@ | Rendah 10 |2 20 16 | 2 32 2 2 28 |2 56
tolah  disepukali |
bersama Sngl Rendah - H - 8 1 b3 - 1 - ) 1 8
Jumiah 131 361 78 1070

Sumber : Data primer diviah, 2003
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Berdasarkan Tabel V.37 dan kajian tingkat peran serta yang telah dilakukan pada
masing-masing kelompok maka guna menganalisis peran serta dapat disimpulkan kembali
tingkat peran serta tersebut sebagai berikut :
= RW I (redevelopment)  :tingkat peran serta rendah
= RWII-VI - tingkat peran serta tinggl
= RW VII (resettlement)  : tingkat peran serta tinggi
Untuk tingkat peran serta keseluruhan kawasan dapat dipakai skala penilaian seperti yang

tercantum dalam metodologi penulisan yaitu :

Sangat tinggi bila jumlah skor  : 1301 -1600

= Tinggl bila jumlah skor : 1001 - 1300
» Rendah bila jumlah skor - 701 — 1000
=  Sangat rendah bila jumlah skor : 400 - 700

Sehingga tingkat peran serta pada Keseluruhan kawasan dengan total skor 1070 dapat
dikategorikan dalam tingkat peran serta tinggi.

Mengenai penggolongan peran serta berdasarkan Arstein dapat dilihat dari

- prosesmya. Sebagaimana diketahui selama pelaksanaan peremajaan, Pemerintah telah
mengikutsertakan ~ masyarakat dalam setiap prosesnya. Mengingat tanpa adanya
pengelolaan yang memadai kawasan yang telah diremajakan akan menjadi kumuh kembali
dan terbatasnya dana Pemerintah untuk mengelola maka keikutsertaan masyarakat ini selain
ditujukan agar pelaksanaan peremajaan yang berlangsung dapat diterima juga agar
masyarakat mau terlibat dalam pengelolaan pasca pelaksanaan.

Memang secara formal tidak ada acara khusus penyerahan hasil kegiatan dari
Pemerintah kepada masyarakat. Tetapi berdasarkan tujuan pelibatan masyarakat dalam
peremajaan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya pendelegasian wewenang oleh
Pemerintah kepada masyarakat untuk mengelola prasarana yang telah dibangun. Persiapan
Pemerintah untuk memberi kewenangan ini dapat pula ditunjukkan dengan adanya

pengenalan rembug warga pasca implementasi yang memperkenalkan cara-cara pengelolaan
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prasarana paséa pembangunan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat selama
peremajaan untuk mengorganisir kemampuan swadaya masyarakat dalam mengembangkan
hasil-hasil yang telah dicapai dalam peremajaan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam analisis sebelumnya secara garis besar kegiatan
yang dilakukan masyarakat dapat dibagi dalam dua hél yaitu pertemuan untuk memberikan
usulan, merencanakan dan menilai hasil kegiatan serta kegiatan fisik yang biasanya berupa
kerja bakti. Dalam hal ini jenis-jenis prasarana atau lokasi-lokasi prasarana yang akan
dikelola atau diperbaiki ditentukan dan dikerjakan sendiri oleh warga masyarakat. Kondisi-
kondisi tersebut sesuai dengan McCommon (dalam UNICEF, 1999:20), ciri yang menonjol
dari pengelolaan masyarakat adalah sifat pengambilan keputusan dan tanggung jawab lokal
untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Keinginan bentuk peran serta dan tingkat peran serta yang terjadi tersebut lebih
didorong oleh kemampuan dan kemauan masyarakat sendiri, Oleh karena keterbatasan
kemampuan ini pulalah maka prasarana yang mampu dikelola oleh masyarakat baru pada
taraf prasarana lingkungan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Peran pihak-
pihak luar khususnya Pemerintah dalam hal ini terbatas sebagai stimulan yang mendorong
terwujudnya peran serta pada bentuk tertentu atau peningkatan peran serta pada taraf
tertentu.

Selain itu bila Pemerintah menginginkan terlibat dalam pengelolaan prasarana
lingkungan yang ada maka diperiukan tawar menawar terlebih dahulu sebelum diterima oleh
masyarakat. Sebagai contoh bantuan dana block grand sebesar Rp 8.000.000,- untuk
pelebaran jalan perbatasan RT 03 di RW VI oleh sebagian warga diusulkan untuk
dikembalikan ke Pemerintah karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses

perencanaannya.
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Masyarakat dalam hal ini memang memiliki kewenangan untuk mengelola
prasarana yang ada tetapi masih dalam batas-batas tertentu. Sebagai contohl_l_ dalam
mengelola prasarana tersebut masyarakat tidak dapat secara langsung berhubungan dengan
sumber-sumber dana seperti bank untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa

melewati pihak ketiga.

Berdasarkan kajian-kajian diatas maka untuk menentukan kategori peran serta

dapat disimpulkan sebagai berikut :

Peran serta masyarakat yang terjadi dalam pengelolaan prasarana merupakan

pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke masyarakat.

« Adanya sifat pengambilan keputusan dan tanggung jawab lokal untuk mengelola
prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.

» Dalam pengelolaan prasarana oleh masyarakat, pihak-pihak luar khususnya Pemerintah
tidak dapat memberikan tekanan-tekanan atau memaksakan kehendaknya tetapi harus
mengadakan tawar menawar terlebih dahulu dengan masyarakat setempat.

= Walaupun memiliki kewenangan penuh dalam mengelola prasarana tetapi ada batasan-
batasan tertentu khususnya terhadap sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan
atau meminjam.

Dari hal-hal tersebut maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca

peremajaan .lingkungan permukiman di Mojosongo dalam kategori Arstein dapat

digolongkan dalam tingkat peran serta yang tinggi yaitu pada tingkat delegated power atau
pelimpahan kekuasaan.

Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya penilaian tingkat peran serta pada
kawasan yang telah diremajakan di Mojosongo yang rendah pada kenyataannya tidak
selamanya benar. Dalam hal ini yang benar adalah tingkat peran sérta masyarakat pada

umumnya tinggi dan yang memiliki tingkat peran serta rendah adalah di RW [ yang terkena

program redevelopment.




194

5.4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta

Masyarakat

Faktor yang dimaksudkan disini sesuai dengan tinjauan teori yang terdiri dari
beberapa faktor yaitu yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal yang masyarakat
serta faktor eksternal dukungan dari Pemerintah, pihak ketiga sebagal pendamping dan
karakteristik prasarana. \

Seperti diketahui dalam analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bentuk
peran serta masyarakat di RW I yang terkena program redevelopment dipengaruhi oleh
jumlah tetangga yang dikenal, bentuk sumbangan dalam peremajaan, kehadiran pemimpin

dan besarnya bantuan bila diberikan oleh Pemerintah. Untuk tingkat peran serta dipengaruhi

oleh umur, bentuk sumbangan dalam peremajaan, persepsi manfaat peran serta dan

karakteristik prasarana.

Untuk RW II-VI yang terkena program peremajaan tanpa penibahan struktur
kawasan, bentuk peran serta dipengaruhi oleh umur, pekerjaan, jumlah tetangga yang
dikenal, tanggung jawab pengelolaan prasarana dan bantuan pihak ketiga. Sedangkan untuk
tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh umur, pendapatan, tingkat peran serta
dalam peremajaan, manfaat peran serta, bantuan dana dan bantuan material dari Pemerintah.

Mengenai bentuk peran serta masyarakat di RW VII yang terkena program
resettlement dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jumlah tetangga yang dikenal.
Sedangkan untuk tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lama

tinggal, jumlah tetangga yang dikenal, tingkat peran serta selama peremajaan dan manfaat

peran serta.
Dalam rangka melakukan analisis maka asumsi yang dipakai adalah bila suatu
faktor berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat peran serta pada ketiga‘tempat yang diamati

yaitu daerah yang terkena program redevelopment, resettlement dan perémajaan tanpa

perubahan struktur kawasan maka faktor tersebut dianggap berpengaruh pada bentuk peran
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serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan secara menyeluruh di

Mojosongo Surakarta. Untuk itu faktor yang berpengaruh dapat dikaji dengan Tabel V.38.

TABEL V.38.
. FAKTOR YG MEMPENGARUHI PERAN SERTA MASYARAKAT
DI SELURUH KAWASAN YG TELAH DIREMAJAKAN

Benml\. * jml tetangga yg dilienal o lmgkatpcndldlkan o jml h..tan;,ga yg,
serta » Leatuk sumbangan dlm = pekerjaan m jml telangga yg | dikenal
peremajaan = jmi tetangga yg dikenal difenal
w kehadiran pemimpin * Lnggung jawab
= hesarnya hantuan w bantuan pihuk ketipa
2 Tingkat peran | umur = wmur m tingkat pendidikan  |* manfaat peran serta
serta = bentuk sumbangan dim ¥ pendapatan
peremajaan = tingkat peran serta- dim |* lama tinggal
* manfaat peran serta peremajaan * jml  felangga Y@
w karakler prasarana * manfaat peran serta dikenal
» bantuan dana = tingkat peran serta
» bantuan material dIm peremajaan
» munfaaf peran seria

Sumber : Data primer dielah, 2003

Berdasarkan kajian dari Tabel V.38, dapat diketahui buhwa faktor yang
mempengaruhi bentuk peran serta masyarakat dalam mengelola prasarana pasca peremajaan
lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta adalah jumlah tetangga yﬁng dikenal.
Sedangkan faktor yang mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat adalah persepst
manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana.

Tetapi kalau dilihat secara lebih jelas ternyata dampak pengaruh masing-masing
faktor tersebut berbeda-beda pada masing-masing program. Pada RW yang terkena
program redevelopment semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka semakin besar
bentuk sumbangan berupa tenaga pada jalan dan saluran tetapi pada sampah bentuk tersebut
semakin berkurang. Selain itu pengaruh yang terjadi adalah semakin berkurangnya peluang

terjadinya kegiatan kerja bakti.
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Pada RW yang terkena program peremajaan tanpa perubahan struktur fisik

kawasan semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka peluang terjadinya kerja bakti

dan bentuk sumbangan tenaga dalam pengelolaan prasarana semakin besar. Demikian pula
untuk RW yang terkena program reseftlement semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal
maka peluang terjadinya kerja bakti semakin besar sedangkan pengaruhnya pada bentuk
sumbangan apabila dilihat dari prosentase responden adalah berkurangnya keinginan qntuk
menyumbangkan tenaga, walaupun dalam hal ini sumbangan tenaga masih tetap dominan.
Berbeda dengan pengaruh jumlah tetangga yang dikenal terhadap bentuk peran
serta maka pengaruh persépsi manfaat kegiatan peran serta memiliki dampak yang hampir
sama pada tiap-tiap RW yang terkena program yang berbeda. Dalam hal ini sernakin tinggi

persepsi manfaat kegiatan peran serta maka tingkat peran serta masyarakat dalam

pengelolaan prasarana juga semakin tinggl.

5.4.4. Hambatan Peran Serta Masyarakat

Mengenai hambatan-hambatan yang menjadi kendala peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan di Mojosongo maka
masing-masing RW pada dasarnya memiliki hambatan peran serta masyarakat yang sama.

Berdasarkan hambatan peran serta masing-masing RW tersebut maka dapat
dikelompokkan hambatan peran serta yang berasal dari masyarakat adalah keterbatasan

sumber daya manusia khususnya di bidang ekonomi, masalah pekerjaan, perhatian
masyarakat, pemanfaatan prasarana dan kerukunan warga. Sedangkan hambatan yang
berasal dari pemerintah adalah birokrasi khususnya dalam berkomunikasi dengan warga,
perhatian dan keterlibatan Pemerintah serta pada akhimya hambatan yang berasal dari
pemerintah berhubungan dengan aparat atau petugas lapangan yaﬁg berkaitan dehgan

jumlah, kemampuan dan penempatan pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel V.39 berikut ini.
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TABEL V.39.
HAMBATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DI SELURUH KAWASAN YANG DIREMAJAKAN

i lﬁ i1
B

1 Dari Masyury kemampuan ckonomi | * kemumpuan sdm = kemampusn = keterbatasun s
» kesadaran = pekerjaan ckonomi khususnya ckonomi
= rasa memiliki = kesadaran = kurangnya perhatian |= pekerjaan
= prasarana rusak = penyalahgunaan » kondisi geografis = perhatian masyarakat
» takut diminta pajak fungsi prasarana = penyaluhgunaan » pemanfaatan prasarana
= kerukunan = hunya terlibat kalau | fungsi prasarana = kerukunan
= pekerjaan diundang, = kekompakan warga
2 Dari Pemerintah = pembangunan tdk tepat (* kureng  tanggap thd [= kurang tanggap * hirokrasi yg kaku
susaran laporan warga « komunikasi searah khususnya dalam
® penempatan pegawai [ ® panjangnya proses |® jumlah petugas | berkomunikasi
* lurang pechatian pasca | pengombilan tidak sesuai dengan |» perhatian dan
pelaksanaan kepulusan luasiya wilayah keterlibatan
* kurang aktif = ketidaksesuaian reaksi|® kurang terlibat |» kemampuan pegawai
pemerintah langsung, pada | = penempatan dan jumlab
= pembagian  wilayak | kegiatan yang | pegawal
administratif  terlalu [ diselenggarzkan
luas warga

Sumber : Data primer diolah, 2003

5.5. Pembahasan

Berdasarkan analisis sebelumnya dapat diketahui bentuk peran serta masyarakat
dalam pengelolaan prasarana secara menyeluruh pada kawasan yang telah diremajakaﬁ
terdiri dari bentuk sumbangan berupa tenaga, bentuk kegiatan Berupa kerja bakti, pertemuan
ditakukan sekali sebulan secara rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya
yang dihadiri oleh sebagian warga tanpa merasa terpaksa sama sekali.

Mengenai tingkat peran serta masyarakat, secara keseluruhan tingkat peran serta

tinggi dalam pengelolaan prasarana dan menurut kategori Arstein dapat digolongkan pada

" tingkat delegated power. Hal ini menunjukkan bahwa penilaiaﬁ rendahnya peran serta
masyarakat dalam pengelolaan prasarana di Mojosongo tidak selamanya benar. Kesalahan
penilaian ini lebih didasarkan karena tolok ukur yang dipakai adalah melihat pada produk
yaitu kondisi kemampuan prasarana yang mengalami penurunan padahal menurut Schubeler

(1996:32) untuk menilai peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana seharusnya

didasarkan pada prosesnya.
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Penilaian peran serta didasarkan pada proses bukan pada produk tersebut dapat
dijelaskan berdasarkan kondisi sebagai berikut. Kalau dikaji lebih jauh maka penurunan
kemampuan prasarana tersebut pada dasarnya disebabkan oleh rendahnya mutu bangunan
prasarana dan kurangnya perawatan bagi prasarana yang memerlukannya secara intensif.
Bila penurunan kemampuan prasarana disebabkan karena mutu pembangunan yang rendah
maka kemampuan prasarana tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tingkat peran
serta. Dalam hal ini yang menjadi ukuran peran serta adalah seberapa besar inisiatif warga
untuk memperbaikinya.

Sebagai contoh di Kali Kedung Jumbleng, sudah menjadi rahasia umum bahwa
penurunan kemampuan prasarana disebabkan karena kesalahan teknis pengerjaan bukan
karena rendahnya tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan. Sementara itu untuk
memperbaikinya diperlukan biaya yang besar dan sumber dava manusia yang memadai.
Sebenarnya warga melalui pengurus RW setempat telah berulang kali mengajukan usulan
perbaikan ke Pemerintah tetapi belum juga ditanggapi secara serius. Selain memberi usulan,
karena kondisi prasarana tersebut mulai mengancam longsornya rumah, jalan dan bangunan

lain yang ada di sekitarnya maka warga juga berusaha memperbaiki talud dengan karung

 pasit dan bambu seadanya. Berdasarkan inisiatif untuk memperbaiki kemampuan prasarana

tersebut maka sebenarnya peran serta masyarakat tinggi dalam pengelolaan prasarana.
Sedangkan kemampuan prasarana yang masih tetap rendah lebih disebabkan karena
hambatan dalam berperan serta yaitu terbatasnya kemampuan warga baik secara teknis
maupun ekonomi untuk mengelolanya.

Mengenai munculnya permukiman kumuh kembali pada kawasan yang telah
diremajakan. Dilihat dari potensi 'dan masalah permukiman di Mojosongo secara
keseluruhan maka kondisi tersebut lebih disebabkan karena migrasi masuk yang tinggi.

Selain itu dampak adanya peremajaan dengan penataan permukiman (redevelopment) di
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Rantaran Barat telah menjadi salah satu alasan bagi warga pendatang lain untuk tinggal di
bantaran sungai di sebelahnya. Karena keterbatasan para pendatan baru maka permukiman
yang terbentuk adalah permukiman kumuh dengan sarana dan prasarana terbatas dan
berharap diperbaiki Pemerintah seperti Bantaran Barat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka
permukiman kumuh yang muncul akibat penurunan kemampuan prasarana lebih disebabkan
karena migrasi dan dampak peremajaan (redevelopment) sendiri, bukan pada tingkat peran
serta masyarakat dalam mengelola prasarana.

Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh berdasarkan analisa sebelumnya dapat
diketahui faktor yang berpengaruh terhadap bentuk peran serta pada seluruh kawasan yang
telah 'diremajakan adalah jumlah tetangga yang dikenal Sebagaimana diketahui bahwa
prasarana yang ada mendukung kelancaran aktifitas masyarakat setempat. Masyarakat disini
bukan merupakan jumlah anggotanya saja, akan tetapi mempunyai suatu ikatan psikologis.
Hal ini sesuai dengan Bierens den Haan mengatakan (dalam Susanto,1999:33-37), bahwa
suatu kelompok memperoleh bentuknya dari kesadaran akan keterikatan pada anggota-
anggotanya. Semakin banyak orang berinteraksi semakin kuat ikatan psikologisnya dengan
lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini semakin banyak warga mengenal tetangga di
seki.t'arnya maka semakin tinggi ikatan psikologis warga tersebut dengan lingkungan.
Kondisi ini berpengaruh pada keinginan-keinginan bentuk peran serta untuk mengelola
prasarana lingkungan yang ada.

Sedangkan untuk tingkat peran serta, faktor yang mempengaruhi tingkat peran serta
masyarakat dalam pengelolaan prasarana secara menyelurush adalah persepsi manfaat
kegiatan peran serta bagi pengelolaan prasarana. Dalam persepsi terkaﬁdung penguat positif
dan negatif hakekatnya memperkuat respon dan rnenaikkan kemungkinan terulangnya
kembali di kelak kemudian hari ‘(Thoha, 2002:56-71). Yang terjadi dalam mas¥arakat paska

peremajaan selama ini dalam mengelolan prasarana adalah semakin tinggi persepsi manfaat
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kegiatan peran serta maka semakin tinggi pula tingkat peran sertanya. Hal ini menunjukkan
adanya penguat positif. Penguat positif ini memperkuat dan menaikkan perilaku untuk
berperan serta dengan cara menghadirkan keuntungan-keuntungan kegiatan peran serta bagi
pengelolaan prasarana. Pengalaman melakukan kegiatan peran serta dan adanya manfaat
langsung yang diperoleh misalnya saluran menjadi lancar atau jalan menjadi bersih akan
mempengaruhi keinginan berperan serta di kemudian hari. Kondisi ini sesuai dengan
pandéngan Conyers (1994:186) bahwa penyebab masyarakat untuk berperan serta adalah
pertama, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri dimana masyarakat akan berperan serta
jika merasa hasil peran sertanya menmiliki manfaat pada hasil akhir serta kedua, masyarakat
berperan serta ‘dalam kegiatan yang menarik minat mercka atau aktifitas yang memiliki
manfaat langsung yang dapat mereka rasakan.

Dari dua faktor tersebut yang berpengaruh pada keseluruhan kawasan yang telah
diremajakan maka pada lingkup program peremajaan dan kawasan yang lebih kecil terdapat
faktor-faktor lain yang muncul dan turut mempengaruhi bentuk dan tingkat peran serta
masyarakat.

Di RW I yang terkena program redevelopment bentuk peran serta selain
dipéngaruhi jumiah tetangga yang dikenal juga dipengaruhi oleh bentuk sumbangan dalam
peremajaan, kehadiran pemimpin dan besarnya bantuan dari pemerintah. Sedangkan tingkat
peran serta masyarakat selain faktor persepsi manfaat dipengaruhi pula oleh umur, bentuk
sumbangan dalam peremajaan dan karakteristik prasarana.

Di RW II-VI yang terkena program peremajaan tanpa merubah struktur kawasan
permukiman, bentuk peran serta dalam pengelolaan prasarana selain faktor jumlah tetangga
yang dikenal dipengaruhi pula oleh umur, jenis pekerjaan, persepsi tanggungjawab dan

bantuan pihak ketiga. Sedangkan tingkat peran serta masyarakat selain faktor persepsi
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manfaat dipengaruhi pula oleh umur, tingkat pendapatan, tingkat peran serta selama

peremajaan, pemberian bantuan dana dan material oleh pemerintah.

Di RW yang terkena program resettlement, bentuk peran serta masyarakat dalam
pengelolaan prasarana selain dipengaruhi faktor jumlah tetangga yang dikenal juga

dipengarubi oleh tingkat pendidikan. Sedangkan tingkat peran serta selain dipengaruhi

jumlah tetangga yang dikenal juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, persepsi manfaat

peran serta, lama tinggal dan tingkat peran serfa selama peremajaan.

Sehingga dari hal-hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada lingkup program
dan kawasan yang lebih kecil, bentuk peran serta masyarakat dalam mengelola prasarana
paska peremajaan selain dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang dikenal juga dipengaruhi
oleh faktor internal karakter umur penduduk, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan,
sumbangan dalam peremajaan, kehadiran pemimpin, persepsi tanggung jawab pengelolaan
dan faktor eksternal masyarakat besarnya bantuan Pemerintah serta bantuan pihak ketiga.

Sedangkan tingkat peran serta masyarakat pada lingkup program dan kawasan yang

lebih kecil selain dipengaruhi oleh persepsi manfaat dipengaruhi pula oleh faktor internal
karakter umur penduduk, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, lama tinggal, bentuk
sumbangan dan tingkat peran serta dalam peremajaan dan jumlah tetangga yang dikenal.
Untuk faktor eksternal masyarakat yang berpengaruh adalah pemberian dana Pemerintah,
pemberian material Pemerintah dan karakteristik prasarana.

Berkaitan dengan pengaruh tingkat peran serta selama peremajaan dengan tingkat
peran serta dalam pengeclolaan maka khusus mengenai RW yang terkena program
redevelopment pada kenyataannya tingginya tingkat peran serta masyarakat selama
peremajaan tidak mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat daiam pengelolaan seperti
RW lainnya. Padahal berdasarkan teori, tinggipya tingkat peran serta masyarakat ini akan

mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat selama pasca pelaksanaan.
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Kalau ditinjau lebih mendalam lagi maka tingginya tingkat peran serta masyarakat
yang terkena program redevelopment tersebut merupakan tingkat peran serta masyarakat
terhadap proses kegiatan. Sedéngkan terhadap hasil kegiatan maka perlu diketahui tingkat

kesesuaian hasil kegiatan dengan keinginan masyarakat berdasarkan tabel data responden

dalam lampiran. Untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut.

- TABEL V .40.
TINGKAT KESESUAIAN HASIL PEREMAJAAN DGN KEINGINAN WARGA

T
eipeman wargal ||
g al

q;b
._Ee

1 Tidak sesuai

2 Kurang sesuvai 50 50
3 Sesuai 35.7 35.7
4 Sangat sesuai 0 7.14

Sumber : Data primer diolah, 2003

Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di RW I
yang terkena program redevelopment beranggapan bahwa hasil dalam péremajaan tidak
sesuai dengan keinginan warga.

Untuk dapat menilai tingkat peran seria masyarakat yang sesungguhnya di RW
terhadap hasil peremajaan maka perlu dikaji kembali proses kegiatan dan latar belakang
kegiatan untuk kemudian dibandingkan tingkat peran serta masyarakét yang terjadi dengan
skala penilaian dari Arstein.

Seperti telah dijelaskan dimuka pelaksanaan redevelopment ditujukan untuk
memperbaiki lingkungan kumuh baik secara fisik, sosial maupun ekonomi. Warga dalam
program tersebut telah diajak menyampaikan aspirasinya dan diberdayakan dalam rembug
warga. Dalam setiap rembug warga maka keterlibatan warga dalam proses pertemuan dapat
dikategorikan tinggi. Tetapi kalau dilihat lebih jauh maka banyak dari keputusan rapat yang
ada sebenarnya telah diketahui dahulu oleh pihak pendamping atau dengan kata lain sudah

ada skenario untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga. Karena skenario
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pemecahan masalah ini dianggap sebagai solusi tepat untuk memperbaiki kondisi

lingkungan yang ada maka usulan atau masukan-masukan dari masyarakat lebih banyak

diterima untuk dibelokkan kepada skenario yang ada. Setahap demi setahap pola pikir

masyarakat diarahkan sesuai skenario yang terjadi tanpa disadari oleh masyarakat sendiri.

Pandangan ini diperoleh dari buku laporan peremajaan yang ada pada konsultan
pendamping seperti yang tertera dalam Laporan Bulanan Proyek Pendamping Technical
Assistance SSUDP tahun 1995/1996 dari konsultan pendamping yaitu :

“ . ...... upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dilaksanakan dengan

hati-hati supaya tidak dicurigai datang dari atas. Jadi pendekatan dibuat sedemikian rupa
sehingga  awal pembangunan seolah-olah datang dari permintaan warga kepada

Pemerintah.”

~ Mengingat terdapatnya anggapan dari sebagian besar masyarakat setempat bahwa
hasil dari rencana peremajaan kurang sesuai dengan keinginan warga, ada kemungkinan
setelah peremajaan dengan proses rembug warga telah selesai dilakukan ﬁaka masyarakat
mulai menyadari bahwa tidak sepenuhn)'ra aspirasi yang telah diusulkan ditindaklanjuti.
Selain itu, seperti kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan
redevelopment sebagian besar pekerjaan dikerjakan oleh kontraktor pembangun. Dalam hal
ini warga turut serta membantu dalam pembuatan jalan lingkungaﬂ, pemasangan lampu
taman dan kegiatan lain yang sifatnya tidak membutuhkan biaya besar dan mudah
dikerjakan. Selama pelaksanaan ini maka rumah warga yang ada dibongkar dan untuk

sementara warga tinggal dalam bedeng-bedeng yang telah disediakan menunggu hingga

bangunan selesai dibangun. Dari kajian tingkat kesesuaian hasil peremajaan bahwa sebagian *

besar warga beranggapan hasil pelaksanaan fisik kurang sesuai dengan keinginan warga
maka dapat disimpulkan bahwa, pada pekerjaan fisik kontraktor pemibangun yang dipilih
melalui tender proyek lebih mempertimbangkan aspirasi dari pemilik proyek daripada

warga setempat. Pemilik proyek dalam hal ini Pemerintah daerah memberikan tugas pada
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kontraktor berdasarkan dokumen lelang yang sifatnya tidak dapat diubah. Panjangnya

proses antara hasil dari tembug warga untuk kemudian diusulkan oleh konsultan

pendamping menjadi dokumen teknis sampai tahap pelaksanaan di lapangan memungkinkan

terjadinya perubahan-perubahan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak warga.
Berdasarkan dari fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam
program redevelopment Pemerintah melaksanakan rembug warga lebih didasarkan sebagai

terapi terhadap kondisi warga baik fisik, sosial dan ekonomi. Walaupun tingkat peran serta

masyarakat tinggi dalam rembug warga tersebut tetapi pada kenyataannya kegiatan tersebut

dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan atau

usulan-usulan dari masyarakat. Skenario atau solusi yang telah dipersiapkan oleh

Pemerintah dalam pelaksanaannya lebih diutamakan daripada pendapat warga sendiri.

Untuk itu berdasar fakta-fakta tersebut dalam kategori Arstein tingkat peran serta yang
terjadi merupakan tingkat peran serta sangat rendah vaitu termasuk dalam kategori therapy
atau penyembuhan. Masyarakat yang tinggal dalam permukiman kumuh dianggap sebagai

pasien dari segi fisik, sosial dan ekonomi sehingga memerlukan penyembuhan berupa

program redevelopment untuk mengatasi kondisi tersebut.




BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan
Peremajaan lingkungan permukiman merupakan suatu proses penataan kembali

kawasan kumuh perkotaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang kegiatan
masyarakat. Proses tersebut terutama diterapkan pada kawasan yang dibuni oleh kelompok
masyarakat kota berpenghasilan rendah.

Demikian pula dengan Kota Surakarta, dalam rangka memperbaiki kualitas
lingkungan permukimannya telah melakukan peremajaan lingkungan permukiman di

Mojosongo yang dilakukan dengan pendekatan. redevelopment, reseitlement dan peremajaan

tanpa merubah struktur kawasan.

Dalam peremajaan lingkungan permukiman tersebut terdapat penekanan pada

pentingnya pengelolaan prasarana pasca pelaksanaan program. Tanpa pemeliharaan atau

pengelolaan yang memadai maka permukiman yang telah diremajakan dapat segera menjadi

kumuh kembali.

Memang Pemerintah pada umumnya memiliki peranan besar dalam penyediaan
dan pengelolaan prasarana kota. Namun tidak tertutup kemungkinan adanya peran serta

masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana terutama dalam operasi dan

pemeliharaan. |
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat tersebut
yaitu faktor internal dan eksternal masyarakat. Faktor internal terdiri dari ciri-ciri individu,

persepsi, ikatan psikologis dan kepemimpinan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari peran

Pemerintah, peran pihak ketiga dan karakteristik prasarana.
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Setelah dilaksanakannya peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo yang

menjadi permasalahan adalah adanya penurunan kemampuan prasarana yang mendorong

adanya penilaian rendahnya peran serta nasyarakat dalam pengelolaannya sehingga perlu

upaya peningkatan peran serta masyarakat dengan mengetahui bentuk peran' serta, tingkat
peran serta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan
bahwa bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana untuk tiap-tiap
kawasan dengan pendekatan peremajaan yang berbeda pada dasarnya memiliki bentuk yang
sama. Untuk bentuk sumbangan dalam pengelolaan prasarana berupa tenaga dan bentuk
kegiatan yang dilakukan berupa kerja bakti. Mengenai kegiatan pertemuan maka pertemuan
dilakukan satu kali dalam sebulan dimana kehadiran warga diwakili oleh sebagian warga
untuk tingkat RW dan untuk tingkat RT dihadirt seluruh warga. Pertemuan tersebut
dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau pada waktu berbeda dan tempat
sama. Dalam hal ini untuk tingkat RT cenderung berbentuk peran serta langsung sedangkan
untuk tingkat RW berbentuk peran serta tak langsung. Sedangkan mengenai derajad
kesukarelaan maka pada umuninya warga melakukan kegiatan peran serta tanpa merasa
sama sekali atau dapat dikatakan berbentuk peran serta bebas.

" Berdasarkan analisis mengenai tingkat peran serta masyarakat, secara keseluruhan
tingkat peran serta tinggi dalam pengelolaan prasarana dan menurut kategori Arstein dapat
digolongkan pada tingkat delegated power. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian
rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana di Mojosongo tidak
selamanya benar. Kesalahan penilaian ini lebih didasarkan karena tolok ukur yang dipakai
untuk mengukur - peran serta adalah melihat pada produk yaitu kondisi kemampuan
prasarana yang mengalami penurunan. Padahal menurut Schubeler (1996:32) untuk menilai

peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana seharusnya didasarkan pada prosesnya.
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Bentuk-bentuk dan tingkat peran serta tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Pada lingkungan yang diremajakan dengan merubah struktur lingkungan tanpa
memindahkan warga maka bentuk peran serta dalam pengelolaan prasarana dipengaruhi
oleh jumlah tetangga yang dikenal, bentuk sumbangan dalam peremajaan, kehadiran

pemimpin dan besarnya bantuan dari pemerintah. Sedangkan tingkat peran serta masyarakat

dipengaruhi oleh umur, bentuk sumbangan dalam peremajaan, persepsi manfaat peran serta

dan karakteristik prasarana.

Pada lingkungan yang diremajakan tanpa merubah struktur  lingkungan
permukiman, bentuk peran serta dalam pengelolaan prasarana dipengaruhi oleh umur, jenis
pekerjaan, jumlah tetangga yang dikenal, persepsi tanggungjawab dan bantuan pihak ketiga.
Sedangkan tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh umur, tingkat pendapatan,

tingkat peran serta selama peremajaan, persepsi manfaat, pemberian bantuan dana dan

material oleh pemerintah.

Pada lingkungan yang diremajakan dengan merubah struktur lingkungan
permukiman dan memindahkan warga ke lingkungan yang baru, bzntuk peran serta
masyarakat dalam pengelolaan prasarana dipeﬁgaruhi oleh tingkat pendidikan dan jumlah
tetangga yang dikenal. Sedangkan tingkat peran serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan,
perseﬁSi manfaat peran serta, jumlah tetangga yang dikenal, larha tinggal dan tingkat peran
serta selama peremajaan.

Secara keseluruhan maka dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan
lingkungan permukiman, bentuk peran serta masyarakat yang ada dipengaruhi oleh juralah
tetangga yang dikenal. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin banyak warga meéngenal
tetangga di sekitarnya semakin tinggi ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang pada

akhirmya mempengaruhi keinginan bentuk-bentuk peran sertanya.
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Untuk tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi  persepsi manfaat kegiatan

peran serta dalam pengelolaan prasarana. Dalam hal ini semé_tkin tinggi persepsi manfaat

kegiatan peran serta semakin tinggi pula tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan

prasarana. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Conyers (1994:186) bahwa penyebab
masyarakat untuk berperan serta adalah pertama, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiry

dimana masyarakat akan berperan serta jika merasa hasil peran sertanya memiliki manfaat

pada hasil akhir serta kedua, masyarakat berperan serta dalam kegiatan yang menarik minat
mereka atan aktifitas yang memiliki manfaat langsung yang dapat mereka rasakan.
Mengenai hambatan-hambatan yang timbul dari masyarakat dalam mengupayakan
peningkatan peran serta adalah keterbatasan sumber daya manusia khususnya di bidang
ekonomi, masalah pekerjaan, perhatian masyarakat, pemanfaatan prasarana dan kerukunan
warga. Sedangkan hambatan yang berasal dari pemerintah adalah birolq'asi khususnya
dalam berkomunikasi dengan warga, perhatian dan keterlibatan Pemerintah, serta pada
akhirnya hambatan yang berasal dari pemerintah berhubungan dengan aparat atau petugas
lapangan yang berkaitan dengan jumlah, kemampuan dan kelangsungan penempatan
pegawai. Hambatan yang terjadi ini sesuai dengan Korten (dalam Slamet, 1994 :66-74) yang
menyatakan bahwa hambatan peran serta masyarakat terdapat dalam komunitas itu sendiri

dan pada badan-badan terutama lembaga Pemerintahan.

6.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan seperti tersebut diatas, maka dapat disampaikan rekomendasi yang
berupa usulan bagi upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana
pasca peremajaan lingkungan permukiman terutama di Mojosongo Surakarta dan usulan

bagi pengembangan studi lanjutan.
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' Usulan bagi upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

prasarana :

» Dalam proses pelaksanaan pembangunan harus benar-benar melibatkan peran serta

masyarakat karena telah terbukti bila tingkat peran serta masyarakat dalam
pembangunan sangat rendah atau menurut kategori Arstein pada tingkat therapy
berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pasca
pelaksanaan.
Dalam pengelolaan prasarana yang telah dibangun untuk meningkatkan peran serta
masyarakat dengan bentuk-bentuk ideal seperti yang diharapkan dapat dilakukan dengan
meningkatkan tingkat kerukunan antar warga melalui kegiatan-kegiatan bersama yang
sifatnya memudahkan warga untuk saling mengenal dengan tetangganya masing-
masing. Selain itu upaya peningkatan peran serta masyarakat dapat dimulai dengan
usaha pembinaan yang terus menerus mengenai pentingnya manfaat kegiatan peran serta
dalam pengelolaan prasarana. Pengelaman-pengalaman positif mengenai keuntungan
yang didapat dengan adanya peran serta ini akan meningkatkan keterlibatan warga
dalam pengelolaan prasarana di kemudian hari. Namun upaya pembinaan ini jangan
harya terbatas pada usaha merubah bentuk peran serta saja tetapi secara lebih mendasar
mempengarahi  perubahan sosial masyarakat untuk meningkatkan peran serta
masyarakat vang terjadi.
Selain rtu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat seharusnya diimbangi
dengan usaha pemberdayaan kemampuan masyarakat khususnya di bidang ekonomi,
menyesuaikan bentuk peran serta dengan karakter jenis mata pencaharian warga dan
pembinaan berkaitan dengan kepedulian, pemanfaatan prasarana dan kerukunan warga.
Sedangkan dari pemerintah seharusnya memberikan kemudahan birokrasi khususnya

dalam berkomunikasi terkait dengan usaha masyarakat untuk mengelola prasarana dan
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pembenahan aparat pemerintah yang terdiri dari peningkatan kemampuan,\ mutasi
pegawai dan penyesuaian jumlah pegawai dengan karakter wilayah.
Sedangkan usulan bagi studi lanjutan atau pengembangan studi penunjang berkaitan dengan
peran serta masyarakat pasca peremajaan lingkungan permukiman adalah dengan
memperhatikan kelemahan dari studi ini : |
» Dalam pengambilan sampel yang dianggap representatif terdapat kesan subyektifitas
yang tinggi. Akan tetapi pengambilan sampel telah diusahakan mewakilil dari seluruh
populasi yang beragam dan mempunyai karakteristik yang beragam pula

» TFaktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat peran serfa masyarakat
mempunyai sifat absolut yang belum mutlak benar dan masih dapat diperdebatkan. Hal
i tefutama lebih disebabkan karena keterbatasan teoritis terutama pada upaya
menjelaskan keterkaitan yang terjadi.

» Pada proses analisa studi ini terdapat metode statistik. Kelemahan dari metode ini adalah
menghasilk'an sesuatu dengan apa adanya yang kadangkala tidak sesuai dengan kondisi
sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Teori statistikk ini kadang-kadang juga
mengalami kesulitan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

Demikian hasil studi ini, meskipun masih jauh dari kesempurmnaan, tetapi mimmal
telah memberikan sedikit masukan bagi upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman.
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‘Dalam peremajaan lingkungan perimnukiman tersebut masyarakat dilibatkan secara
aktif dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Hal tersebut selain untuk memperlancar
jalannya proyek juga agar keterlibatan masyarakat pada tahap pengelolaan selanjutnya terus
berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa dalam peremajaan lingkungan permukiman tersebut
terdapat penekanan pada pentingnya pengelolaan prasarana pasca pelaksanaan program. Hal
ini sejalan dengan pernyataan oleh JICA (1990:2) bahwa aspek yang sangat penting dalam
peremajaan dan peningkatan permukiman adalah pemeliharaan. Tanpa' pemeliharaan
peremajaan bisa segera menjadi kumuh kembali.

Memang Pemerintah pada umumnya memiliki peranan besar dalam penyediaan dan
pengelolaan prasarana kota. Namun tidak tertutup kemungkinan adanya peran serta
masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana  terutama dalam operasi dan
pemeliharaan. Dinyatakan pula oleh Senior Municipal Finance Specialist. di Bank Dunia
bahwa :

“The problem is not just building the infrastructure but using and maintaining it. Through
participation, we hope (o estublish sustainable operating and maintenancce procedures”
(Lee,1996:2),

Dari hal tersebut dapat diketahui harapan secara eksplisit adanya pengelolaan lebih lanjut oleh
masyarakat setelah beberapa prasarana fisik dibangun. Pengelolaan disini adalah wewenang
dan tanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan prasarana.

Secara teoritis, tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana
‘ dipengaruhi faktor internal dan eksternal di masyarakat. Faktor internal terdiri dari ciri-ciri
individu, persepsi, ikatan psikologis dan kepemimpinan. Ciri-ciri individu yang terdiri dari
usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota dan terlibat dalam kegiatan

yang dilakukan serta besarnya pendapatan (Slamet,1994:137-143) akan mempengaruhi



keterlibatan seseorang untuk berperan serta. Dalam kategori ini terdapat pula ciri sosial status
hunian dan lama tinggal sescorang dalam suatu lingkungan.

Setiap orang bertindak dan berinteraksi dilandasi pula oleh adanya persepsi yang ia
terima terhadap suatu kegiatan (Thoha,2002:123) dan pengaruh ikatan psikologis dengan
lingkungan sekitarnya (Susanto,1999:33-37). Selain itu dalam kegiatan bersama faktor
kepemimpinan juga berpengaruh pada keterlibatan warga masyarakat untuk berperan serta.

S'edangkan faktor eksternal berasal dari Pemerintah atau lembaga-lembaga
pendamping. Menurut WHO (dalam Hanafie,1998:8) bahwa dukungan Pemerintah dalam
peran serta merupakan faktor yang penting. Di samping itu adanya lembaga-lembaga
pendamping dapat mendampingi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan, membina serta
sebagai fasilitator kelompok untuk mengakses sumber daya di luar kelompok.

Selain itu terdapat pula faktor eksternal karakteristik prasarana yang mempengaruhi
keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berperan serta. Karakteristik prasarana ini
merupakan kondisi prasarana berkaitan dengan fungsinya untuk mendukung aktifitas
penduduk. Dalam hal ini masyarakat akan sulit terlibat dalam pengelolaan prasarana apabila
prasarana tersebut tidak dapat difungsikan atau kondisinya terlalu parah untuk diperbaiki yang
perbaikannya membutuhkan biaya besar di luar kemampuan masyarakat.

Perlu digarisbawahi bahwa tingginya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan akan berpengaruh pada tingginya peran serta masyarakat pada
tahap pengelolaannya. Dinyatakan bahwa peran serta masyarakat menjamin penerimaan dan
apresiasi yang lebih besar terhdadap segala sesuatu yang dibangun. Hal i1 akan merangsang
pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan. (Rukmana ,et al,1993: 214).

Dalam peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta, masyarakat

telah dilibatkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana. Schingga




ada dugaan bahwa peran serta masyarakat tersebut dapat terus berlanjut pada tahap

pengelolaan prasarana pasca proyek.

Senada dengan Silas (1983:303) yang menyatakan peran serta masyarakat secara

fisik terlihat setelah proyek tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan, maka
tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana selama pasca proyek tersebut
dapat dilihat dari kondisi fisik prasarana yang ada.

Tetapi kondist fisik prasarana permukiman di Mojosongo yang terkena peremajaan
lingkungan permukiman dengan pendekatan redevelopment, resettlement dan pendekatan
tanpa perubahan struktur fisik kawasan, pada saat ini kondisinya sangat bervariasi. Bahkan
pada daerah tertentu yang termasuk pada kawasan yang telah diremajakan, kemampuan
prasarana telah mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan adanya permukiman kumuh
yang kualitas lingkungannya rendah dengan luas mencapai 6,6 ha (Wastuwidyawan, 2001:Bab
2-7). Penurunan kemampuan prasarana lingkungan permukiman tersebut tentunya tidak
terlepas dari rendahﬁya perawatan dan pengembangan prasarana setelah dibangun. Menurut
Pemerintah mengenai kondisi tersebut disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam
pemeliharaan dan perawatan prasarana yang telah dibangun dinilai masih rendah. Tentunya
peni]afan mengenai peran serta ini perfu diuji kebenarannya. Hal ini menyangkut bentuk peran

serta, tolok ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat peran serta dan faktor

- pendukungnya.

Berdasarkan pada hal-hal di atas maka perlu adanya upéya peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan prasarana paSca peremajaan lingkungan permukiman di
Mojosongo Surakarta. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengenali dan mengembangkan

faktor-faktor internal dan eksternal masyarakat yang mempengaruhi bentuk dan tingkat peran

serta.




1.2. Permasalahan

Dalam rangka peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo yang dilakukan
dengan prograrh' redevelopment, reseftlemen/ dan peremajaan tanpa perubahan stuktur
kawasan, Pemerintah telah mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar kegiatan tersebut dapat ditérima dan disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di samping itu secara eksplisit diharapkan nantinya
masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pengelolaan prasarana yang dibangun.

Secara teoritis tingginya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
akan berpengaruh terhadap tingginya peran serta masyarakat pada tahap pengelolaanya. Tetapi
kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam perawatan dan
pengembangan prasarana yang telah dibangun dinilai masih rendah. Sehingga perlu untuk
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan
lingkungan permukiman di Mojosongo yang telah dilakukan dengan prograni redevelopment,
resettlement dan peremajaan dengan tanpa merubah strukutur fisik kawasan.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut maka perlu diketahui dahulu bentuk dan
tingkat peran serta masyarakat yang ada serta faktor-faktor internal dan cksternal masyarakat
yang mempengaruhinya. Kemudian dicari hubungan antara bentuk dan tingkat peran serta
denga;l faktor-faktor tersebut. Dari faktor-faktor inilah dijadikan dasar bagi peningkatan peran
serta masyarakat.

Dengan permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian yang adalah :

1. Bagaimana bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca
peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta yang telah dilakukan dengan
redevelopment, resettlement dan peremajaan dengan tanpa merubah struktur kawasan.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran serta masyarakét dalam pengelolaan

prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta.



3.

Seberapa jauh pengaruh antara faktor internal masyarakat yaitu ciri-ciri individu, ikatan

. psikologis, persepsi dan kepemimpinan serta faktor eksternal yang terdiri dari Pemerintah,

pihak ketiga sebagai pendamping dan karakteristik prasarana dengan bentuk dan tingkat

peran serta masyarakat.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Melihat latar belakang dan perumusan masalah seperti tersebut diatas, maka tujuan

penelitian 1ni adalah dalam rangka mendukung usaha peningkatan peran serta masyarakat

dengan mengetahui bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana

pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

Berdasarkan tujuan seperti tersebut diatas maka yang menjadi sasaran dalam

penelitian ini adalah :

1.

Mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam mengelola prasarana yang ada pasca

F

peremajaan hingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta yang telah dilakukan dengan

program redevelopment, peremajaan tanpa merubah struktur kawasan dan resettlement.

. Mengetahui tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan

. /.
lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta yang telah dilakukan dengan prograra

redevelopment, peremajaan dengan tanpa merubah struktur kawasan dan resettlement.

. Mengetahui pengaruh antara faktor internal yang terdiri dari ciri-ciri individu, ikatan

psikologis, persepsi dan kepemimpinan serta faktor eksternal dukungan dari Pemerintah,
pihak ketiga sebagai pendamping dan karakteristik prasarana yang mempengaruhi bentuk

dan tingkat peran serta yang ada.
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2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana yang dimaksudkan disini merupakan

keterlibatan masyarakat dalam perawatan dan pengembangan fisik prasarana yang telah

dibangun untuk menjamin keberlanjutan fungsinya dalam rangka mendukung aktifitas

masyarakat.

. Pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan dimana kondisi dan |

kinerjanya berpengaruh pada kelancaran aktifitas masyarakat yang dilayaninya. Adapun

jenis prasarana yang dikaji dalam penelitian ini adalah prasarana lingkungan yang mampu

dikelola oleh masyarakat, yaitu :

* Prasarana jalan yaitu Jalan Lokal Sekunder Tipe I dan II karena masyarakat memiliki
tanggung jawab untuk mengelola dan tingkat layanan prasarana tersebut sesuai dengan
kebutuhan serta kemampuan masyarakat.

* Prasarana drainase yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan karena memiliki hubungan
langsung dengan kegiatan sehari-hant dan masyarakat memiliki keinampuan untuk
mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan
genangan yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan kondisi lingkungan.

* Prasarana pembuangan sampah yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang
telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada

lingkungan tersebut.

. Peremajaan lingkungan permukiman yang dimaksud adalah peremajaan lingkungan

permukiman yang telah dilakukan di Mojosongo Surakarta terdiri dari redevelopment yang
telah dilakukan di RW I, peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan yang telah
dilakukan di RW II-VI dan resettlement yang telah dilakukan di RW VII Karena penelitian
ini lebih memfokuskan pada peran serta masyarakat pasca perencanaan dan pelaksanaan
dimana kegiatan peremajaan telah selesai dilaksanakan maka kajian péremajaan lingkungan

permukiman ini dibahas sebatas pendukung dalam analisa.
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5. Pembahasan ditekankan padﬁ peran serta masyarakat pasca kegiatan peremajaan
lingkungan permukiman sedangkan peran serta masyarakat selama perencanaan dan
pelaksanaan proyek peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo dibahas sebatas
bentuk sumbangan dan tingkat peran serta masyarakat yang terjadi sebagai salah satu faktor
yang berpengaruh terhadap ikatan psikologis.

6. Mengenai variabel-variabel penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
peran serta digali dari studi literatur dan dikelompokkan dalam faktor internal masyarakat
yang terdiri dari ciri-ciri individu, ikatan psikologis, persepsi dan kepemimpinan serta
faktor eksternal masyarakat yang terdiri dari peran Pemerintah, pihak ketiga sebagai
pendamping dan karakteristik prasarana. Dalam hal ini faktor-faktor lain di luar faktor

tersebut tidak dibahas dan diasumsikan stabil.

1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah

Kota Surakarta merupakan pusat wilayah pengembangan VIII Jawa Tengah Bagian
Selatan-Timur, memiliki wilayah seluas 44,04 km2 dengan jumlah pendnduk tahun 2000
adalah 550.251 jiwa serta dengan tingkat kepadatan 12.494 jiwa/km2. Dalam ha} ini wilayah
Kalurahan Mojosongo masuk dalam SWP X yang di dalam RUTRK termasuk wilayah
pengefnbangan perumahan dan permukiman, memiliki luas wilayah 5,33 km2 dengan jumlah
penduduk tahun 2000 adalah 38.659 jiwa dan tingkat kepadatan‘ 7.254 jiwa/km2.

Adapun kawasan yang terkena proyek peremajaan lingkungan permukiman
merypakan bagian wilayah Kalurahan Mojosongo yang terletak di sebelah Utara Sungai Kali

Anyar terdiri dari 7 RW dengan luas luas + 30 Ha seperti yang terlihat pada Gambar 1.1.
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Pertimbangan pemilihan lokasi studi ini didasarkan karena pada kawasan Mojosongo
telah dilaksanakan proyek peremajaan lingkungan permukiman yang telah dilakukan dalam
prosesnya menggunakanl pendekatan peran serta masyarakat dan merupakan proyek pertama
Pemerintah dalam peremajaan lingkungan permukiman di Surakarta dengan skala yang besar.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program peremajaan lingkungan pen*nukima.n,
unit pendekatan yang dipakai adalah RW di Kelurahan Mojosongo Surakarta yang terkena
proyek peremajaan lingkungan permukiman, sehingga penelitian ini menggunakan unit spasial
Iingkungan RW pula. Alaé.an pemilihan lingkup RW ini adalah :

a. Sejak perencanaan dan pelaksanaan masyarakat yang dilibatkan untuk berkoordinasi adalah
pada lingkup RW.
b. Pada tingkat RW sudah dimungkinkan tefjadinya pengelolaan prasarana oleh masyarakat

sendiri,

1.6.Kerangka Pemikiran

Dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan salah satu usaha yang dilakukan
Pemerintah Surakarta adalah melakukan peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo
yang "telah dilakukan dengan program redevelopment, resettlement dan peremajaan tanpa
perubahan strukutur kawasan. Dalam kegiatan peremajaan ini masyarakat setempat
diikutsertakaﬁ. pada tahap perencanaan dan peiaksanaan proyek dengan maksud untuk
memperoleh dukungan dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat ‘sena adanya pengelolaan
lebih lanjut oleh masyarakat.

Secara teoritis tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan akan mempengaruhi tingginya tingkat keterlibatan dalam pengelolaan pasca
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proyek berlangsung. Tetapi didasarkan kondisi fisik terdapat pernyataan bahwa masyarakat
kurang berperan aktif dalam péngelolaan tersebut.

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka permasalahan yang diangkat berhubungan
dengan upaya meningkatkan peran serta masyarakat yang ada dengan tujuan untuk
mengetahui bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca
peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta vang telah dilakukan dengan
program redevelopment, resettlement dan peremajaan tanpa perubahan strukutur kawasan serta
faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka mendukung usaha peningkatan peran serta
masyarakat tersebut. Selanjutnya mengetahui seberapa besar hubungan antara faktor tersebut
dengan keinginan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan tersebut, setelah mengkaji teon
tentang peran serta masyarakat dan mengkaji data faktor-faktor yang berpeluang
mempengaruhi peran serta dilakukan analisa. Analisa dilakukan pada tiga kawasan yang telah
dilakukan peremajaaan dengan program redevelopment, resettlement dan peremajaan tanpa
perubahan strukutur kawasan. Pada masing-masing kawasan tersebut dilakukan penggolongan
peran serta yang ada pada bentuk dan tingkat peran serta yang diperoleh dari kajian teori dan
tingkaf peran. Di samping itu dianalisa pula hubungan antar faktor-faktor yang berpengaruh
dengan bentuk dan tingkat peran serta sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai peran
serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan secara menyeluruh di

Mojosongo Surakarta.
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1.7. Sistematika Penuniisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi beberapa bab-bab yang
menguraikan :
Bab I Péndahuluan - Berisi latar belakang; permasalahan dan rumusan masalah; tujué.n dan
sasaran; manfaat penelitian; ruang lingkup kajian dan wilayah; kerangka penelitian dan
sistematika penulisan.
Bab II Kajian Teori : Berisi teori-teori yang digunakan untuk menentukan variabel penelitian
sebagai input dalam analisa pendekatan.
Bab 111 Pendekatan dan Metodologi : Bab ini berisi pendekatan studi dan metodologi studi
yang menyanglkut : jenis penelitian; jenis data; teknik pengumpulan data; teknik pengambilan
sampel dan metode analisa.
Bab [V Gambaran Umum Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosongo : Bab ini berisi
gambaran‘ umum kota Surakarta; gambaran umum kelurahan Mojosongo dan diakhiri dengan
gambaran umum kawasan yang telah diremajakan di Mojosongo yang meliputi kondisi
wilayah sebelum peremajaan, pelaksanaan peremajaan dan kondisi wilayah sesudah
diremajakan.
Bab V Analisa peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan
lingkungan permukiman ;: Bab in berisi analisa peran serta masyarakat pada RW yang terkena
program redevelopment, resettlement dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan serta
diakhiri dengan analisa peran serta masyarakat di seluruh kawasan yang telah diremajakan.
Masing-masing analisa tersebut mengkaji bentuk peran serta, tingkat peran serta dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya,
Bab VI Kesimpulan dan rekomendasi : Bab ini berisi kesimpulan cian rekomendasi yang

diperoleh berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.
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‘ BAB II
TINJAUAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN PRASARANA
PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

2.1. Tinjauan Peremajaan Lingkangan Permukiman

Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan perpindahan penduduk ke daerah
perkotaan, merupakan penyebab utama pesatnya perkembangan kegiatan suatu kota.
Perkembangan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap struktur kota.
Perubahan tersebut akan mengarah pada kemerosotan suatu lingkungan permukiman, tidak
efisiennya penggunaan tanah daerah pusat kota, dan mengungkapkan bahwa penurunan
kualitas tersebut bisa terjadi di setiap bagian kota. Kemerosotan lingkungan seringkali
dikaitkan dengan masalah sosial, seperti kriminalitas, kenakalan remaja, prostitusi sebagainya
(Sujarto, 1980:17). Meskipun sulit untuk bisa diukur, peremajaan kota diyakini akan
membawa perbaikan-perbaikan keadaan sosial pada wilayah-wilayah yang mengalami
kemerosotan lingkungan. Peremajaan kota adalah upaya pembangunan yang terencana untuk
merubah atau memperbaharui suatu kawasan di kota yang mutu lingkungannya rendah
(Yud-()husodo dkk,1991:332).

Dalam Panudju (1999:181-182), peremajaan lingkungan permukiman merupakan
bagian dari program peremajaan kota. Peremajaan lingkungan permukiman adalah
pembongkaran sebagian atau seiuruh permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya
berada di atas tanah negara dan selanjutnya ditempat sama dibangun prasarana dan fasilitas
lingkungan, rumah susun serta bangunan-bangunan lainnya sesuai dengan rencana tata ruang
kota yang bersangkutan. Sedangkan menurut Cipta Karya (1996:111-6) peremajaan lingkungan

permukiman di kota merupakan proses penataan kembali kawasan kumuh perkotaan agar
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dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang kegiatan masyarakatnya. Proses tersebut

terutama diterépkan pada kawasan permukiman yang dihuni oleh kelompok masyarakat kota -

berpenghasilan rendah.

Lingkungan permukiman adalah kawasan peruméhan lengkap dengan sarana dan
prasarana kebutuhan hidup sehari-hari serta merupakan bagian dari suatu kota (Dirjend Cipta
Karya PU, IAP, 1997:60). Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan
upaya peremajaan pada suatu iing’kungan (Danisworo,1988:8-13) yaitu :

a. Redevelopment atau pembangunan kembali, adalah upaya penataan kembali suatu kawasan
kota dengan terlebih dulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian

atau seluruh kawasan tersebut yang telah dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi

kehadirannya. Biasanya, dalam kegiatan ini terjadi perubahan secara struktural terhadap |

peruntukan lahan, profil sosial ekonomi, serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya
yang mengatur intensitas pembangunan baru.

b. Gentrifikusi adalah upaya peningkatan vitalitas suatu kawasan kota melalui upaya
peningkatan kualitas bangunan atau lingkungannya tanpa menimbulkan perubahan berarti
terhadap struktur ﬁsi'k kawasan tersebut. Gentrifikasi bertujuan memperbaiki nilai ekonomi
suatu kawasan kota dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada,
meningkatkan kualitas serta kemampuannya tanpa harus melakukan pembongkaran berarti.

¢. Rehabilitasi pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi suatu
bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran,
atau degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.

d. Preservasi merupakan upaya untuk memelihara dan melestarikan lingkungan pada
kondisinya yang ada, dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.l Metode ini biasanya

diterapkan untuk obyek memiliki arti sejarah atau arti arsitektur tertentu.
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e. Konservasi merupakan upaya untuk melestarikan, melindungi serta memanfaatkan sumber
daya suatu tempat, seperti kawasan dengan kehidupan budaya dan tradisi yang mempunyai
arti, kawasan dengan kepadatan penduduk yang ideal, cagar budaya, hutan lindung, dan
sebagainya. Konservasi dengan demikian, sebenarnya merupakan pula upaya preservasi,
namun dengan tetap memanfaatkan kegunaan dari suatu tempat untuk menampung dan
memberi wadaﬁ bagi kegiatan yang sama seperti kegiatan asalnya atau bagi kegiatan yang
sama sekalibaru melalui usaha penyesuaiang, sehingga dapat membiayai sendiri
kelansungan eksistensinya.

Selain itu terdapat resettlement, resettlement adalah proses pemindahan penduduk
dari lokasi permukiman yang sudah tidak sesuai dengan peruntukkannya ke lokasi baru yang
sudah disiapkan sesuai dengan rencana permukiman kota. Dalam bhal ini peremajaan
lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta dilakukan dengan. redevelopment,
resettlement dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan.

Perlu ditekankan di sinir bahwa pelajaran yang dapat dipetik dari usaha perema;jaan
yang telah dilakukan dan dari teori tentang manajemen menekankan pada keuntungan dan
pentingnya per&n serta masyarakat lokal (Couch,1990:176). Mengenai peran serta masyarakat
dalam’ peremajaan lingkungan permukiman di kota, Weaver mengemukakan, bahwa
pengertian peran serta bukanlah menerima saja secara pasif terhadap apa yang akan dilakukan
terhadap mereka, tetapi adalah peran aktif tokoh-tokoh setempat beserta lembaga-lembaga
yang ada sebagai usaha untuk mendorong kegiatan komunitas. Lebih lanjut dikemukakan
bahwa, masyarzkat perlu dilibatkan dalam peremajaan lingkungan permukiman dengan
maksud agar mereka tidak melakukan oposisi terhadap program tersebut, karena adanya reaksi
menentang dari masyarakat akan membawa dampak sosial dan po]ﬁis yang merugikan,

terutama bila menyangkut kelompok atau etnis tertentu (Wilson, 1973:408).
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2.2. Tinjauan Prasarana Lingkungan Permukiman
2.2.1. Pengertian Prasarana Lingkungan

Prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang
memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih jelasnya prasarana
lingkungan atau sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman
adalah jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang, mencegah perambatan
kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersth,
jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan
lingkungan, serta jaringan sajuran air hujan untuk pematusan (dfainase) dan pencegahan banjir
setempat.

fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan
permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fqngsinya. Upava
m_emperbaiki_dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara tingkat
pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan
pemanfaat prasarana dalam suatu wilayah/kawasan pada suatu waktu tertentu, keseimbangan
diantara kedua hal tersebut akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas

(Diwiryo, 1996:1).

Dari pengertian di atas terlihat bahwa prasarana lingkungan merupakan kelengkapan

dasar fisik lingkungan dﬁnana kondisi dan kinerjanya akan berpengaruh pada kelancaran
aktifitas dari masyarakat sebagai pengguna atau pemanfaat prasarana. Sementara itu upaya-
upaya perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara
penyediaan prasarana dengan kébutuhan masyarakat.

Menurat QOrganisation for Economic Coorporation and Dévelopment (1991:19)

prasarana kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, jalan
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raya, fasilitas transportasi, jaringan- distribusi energi, fasilitas telekomunikasi dan jaringan

pelayanan lainnya. Secara lebih rinci komponen dari prasarana perkotaan terdiri dari tujuh

macam yaitu air bersih, drainase, air kotor/sanitasi, sampah, jalan kota, jaringan listrik dan
jaringan telepon dimana tiap-tiap komponen mempunyai karakteristik yang berbeda.

Dari jenis-jenis prasarana di atas maka prasarana telekomunikasi, listrik, air bersih
sistem perpipaan dan air limbah sistem pengolahan terpusat, biasanya dikelola langsung oleh
instansi Pemerintah atau badan pengelola khusus karena membutuhkan teknologi tinggi dan
biaya yang besar. Dan mengenai prasarana air bersih non perpipaan serta air limbah sistem
pengolahan setempat, biasanya dikelola oleh warga secara individu untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri-sendiri.

Sedangkan prasarana yang biasanya dikelola oleh masyarakat merupakan prasarana
yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat bukan individu-individu tertentu
dan pengoperasian serta pemeliharaannya sesuai dengan kemampuan masyafakat yang ada.
Prasarana tersebut yaitu :

a. Prasarana jalan yaitu Jalan Lokal Sekunder Tipe I dan II karena sebenarnya masyarakatlah
yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan tingkat layanan prasarana tersebut
sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat.

b. Prasarana drainase yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan karena memiliki hubungan
langsung dengan kegiatan schari-hari dan masyarakat memiliki kemampuan untuk
mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan
genangan yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan kondisi lingkungan.

¢. Prasarana pembuangan sampah yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang
telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada

lingkungan tersebut.




22

2.2.2. Pengelolaan Prasarana oleb Masyarakat

Secara sederhana, pengelolaan pela.yaﬁan prasarana dapat dipandang sebagai prosgs
yang terus menerus dalam pengoperasian dan pemeliharaan terhadap prasarana yang telaﬁ
ada/dibangun (Schubeler, 1996:36). Kegiatan masyarakat yang relevan dengan pengoperasian
dan pemeliharaan ini adalah perawatan dan pengembangan prasarana yang telah dibangun
dalam rangka menjamin keberlanjutan fungsi atau operasionalisasi prasarana.

Menurut McCommon (dalam UNICEF, 1999:20), ciri yang menonjol dari pengelolaan
masyarakat adalah sifat pengambilan keputusan dan tanggung jawab lokal untuk
melaksanai{an keputusan tersebut. Syarat bagi pengelolaan oleh masyarakat adalah adanya
kemauan untuk memperbaiki kondisi yang ada, informasi, tekﬁologi yang sesuai, kemampuan
sumber daya, terdapat kerangka kebijakan memberikan peluang dan adanya dukungan
eksternal baik dari pemerintah ataupun lembaga swasta.

Déri pengertian-pengertian diatas maka pengelolaan prasarana oleh masyarakat sejalan
dengan Silas (1983:304) adalah kegiatan masyarakat untuk merawat dan mengembangkan
prasarana yang telah dibangun guna menjamin keberlanjutan fungsinya sehingga tetap mampu

mendukung aktifitas yang dilayaninya.

2.3. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
2.3.1. Pengertian Peran Serta Masyarakat

Menurut Pongquan (dalam Hanafie,1998:2) konsep peran seria masyarakat telah
banyak dibahas dalam berbagai sudut pandang oleh peneliti, perencana, dan kalangan birokrat.
Tanpa mengabaikan perbedaan-perbedaan pendapat dari /ketiga unsur di atas, pada umumnya

literatur tentang peran serta masyarakat melihat distribusi sumber daya sebagai fokus

perhatian.
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Peran serta masyarakat dalam pembangunan menurut PBB adalah menciptakan
kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan
membert kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil
(United Nations dalam Midgley, 1986: 24). Hoofsteede (dalam Khairuddin, 1992:124-125)
menyatakan bahwa peran serta berarti ilkut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari
suatu proses. Terkandung makna dalam peran serta terdapat proses tindakan pada suatu
kegiatan vang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan kata lain, ada keadaan tertentu lebih
dahulu, baru kemudian ada tindakan untuk mengambil bagian.

Peran serta masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat,
terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan

masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju,1999:69-71).

Menurut Ramos dan Roman (dalam YeungMc Gee,1986: 97) peran serta masyarakat
berarti fnenyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab dan aktifitas
tertentu. Dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang dari pemerintah dan masyarakat
dalam aktifitas tertentu.

Dari hal-hal diatas maka pengertian peran serta masyarakat merupakan keterlibatan

‘masyarakat dalam svatu kegiatan dengan menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu serta

dengan memberikan kontribusi sumber daya yang dimilikinya.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana adalah proses
dimana orang sebagai konsumen sekaligus produser pelayanan prasarana dan sebagai warga
mempengaruhi kualitas dan kelancaran pelayanan prasarana yang tersedia untuk mereka.
Terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan aalam peran serta masyarakat pada pengelolaan

prasarana yaitu (Schubeler, 1996:32):
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a. Péf‘an serta tidak terbatas pada p[;oyek pembangunannya saj'a tetapi termasuk berbagai
aktifitas kehidupan tiap-tiap h.;cxri diluar konteks proyek tersebut.

b. Peran éer_ta dalam pengelolaan prasarana lebih merupakan proses dan bukan produk.

c. Penduduk yang berperan serta tidak terbatas pada penduduk setempat tetapi dapat pula
pihak-pihak luar yang menaruh perhatian dalam pengelolaan tersebut.

d. Peran serta dalam pengelolaan pelayanan prasarana didasarkan pada kesediaan hubungan
antara kelompok, aktor atau skeholder.

Berdasarkan hal tersebut maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana
merupakgn keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang mempengaruhi kualitas dan
kelancaran pelayanan prasarana. Kegiatan tersebut dapat berupa perawatan dan pengembangan
fisik prasarana yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan fungsi prasarana dalam

rangka mendukung aktifitas masyarakat.

2.3.2. Kebutuhan Peran Serta Masyarakat

Kebutuhan peran serta dari sudut pandang pemerintah adalah melakukan sesuatu
dengan biaya semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk
kepentingan sebanyak mungkin. Alasan-alasan efektifitas dan efisiensi adanya peran serta

masyarakat yang nyata dapat disimpulkan sebagai berikut (Rukmana, et al,1993: 214):

a. Peran serta masyarakat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya

sumber dana yang terbatas.

b. Peran serta masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan
kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan

rancangan rencana, program dan kebijaksanaan yang lebih realistis. Selain itu
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memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia dan mampu menyumbang sumber daya

- mereka seperti uang dan tenaga.

c. Peran serta masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus diikutsertakan dalam
aktifitas pembangunan. Peran serta masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang
lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang

pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan.

Pemerintah mungkin saja memberikan proyek untuk meningkatkan suatu fasilitas
umum. Namun meskipun fasilitas itu telah berdiri sering kali tidak digunakan dengan efektif.
Skala prioritas masyarakat mungkin saja berbeda dari skala prioritas yang dimiliki oleh
perencana, walaupun masyarakat telah diberi informasi mengenai pilihan yang ada

(Conyers,1994: 189). Mereka memiliki kepckaan tentang apa yang bisa dijalankan dan apa

yang akan mengalami hambatan (Sanoff,2000:7). Karena itu dalam tahap awal masyarékat‘

ditkutsertakan dalam pertemuan membahas proyek. Dengan memahami tujuan proyek
masyarakat dapat memberikan umpan balik, yang akhimya bisa menjadi suatu proyek yang
betul-betul merﬁenuhi keinginan mereka.

Kondisi-kondisi tersebut membuat perencana sadar untuk mefnbagi tanggung jawab
dalam pemeliharaan, masyarakat sebagai pemanfaat atau pengguna dilibatkan dalam berbagai
cara untuk memelihara sistem masyarakatnya sendiri, Disadari saat ini jika masyarakat diberi
tanggung jawab dalam pemeliharaan mercka seharusnya dilibatkan dalam perencanaan dan
implementasi proyek. Mereka harus membangun rasa kepemilikan dan mengetahui bahwa
pemeliharaan tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat. (IjNICEF,1999: 14},

Misalnya dalam hal pemilihan dan penetapan jenis sarana dan’ prasarana lingkungan
yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, pada ilmumnya akan memberikan

pengaruh positif bagi pemanfaatannya agar langsung dirasakan masyarakat, serta dapat

[PT PUG1 A VB
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merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki dari masyarakat yang pada gilirannya tumbuh
kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan

berupa perbaikan prasarana dan fasilitas tersebut. (Yudohusodo dkk,1991:148)

Lebih jauh menurut Conyers {Conyers,1994: 154-155) peran serta masyarakat
penting sebab pertama, peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai
kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, kedua, masyarakat lebih mempercayai

proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaannya dan ketiga, anggapan merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat

dilibatkan dalam pembangunan lingkungan mereka sendiri.

2.3.3. Bentuk Peran Serta Masyarakat

Menurut Derick (dalam Bryant,1987:280) nilai peran serta tidak hahya terletak pada
ada tidaknya peran serta itu. Hal yang terpenting adalah menentukan jenis peranserta yang
tepat untuk persoalan tertentu. Dalam hal ini ditekankan pentingnya mengenali klasifikasi atau
tipe dan bentuk peran serta masyarakat.

Menurut Parwoto (dalam Soehendy,1997:28), bentuk kontribusi dalam berperan
serta dapat berbentuk gagasan, tenaga dan materi. Sedangkan Keith Davis
(Sastr()poetro,1988: 16) menyebutkan bahwa bentuk peran serta terdiri dari
konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
sumbpangan spontan berupa nwang dan barang
mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya dari pihak ketiga
mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri

sumbangan dalam bentuk kerja
aksi massa

mengadakan pembangunan di kalangan keluarga
membangun proyek masyarakat yang bersifat otonomi

FRrmo o o

Dusseldorp (dalam Slamet;1994:10-2 ll)mencoba membuat klasifikasi dari berbagai

tipe peranserta. Klasifikasi didasarkan pada sembilan dasar. Masing-masing dasar jarang




27

terpisah satu sama lain, artinya dalam banyak hal mengidentifikasi suatu kegiatan peran serta

yang sama.

Penggolongan peran serta berdasarkan pada derajad kesukarelaan

Penggolongan peran serta berdasarkan cara keterlibatan.

Penggolongan peran serta berdasarkan pada kelengkapan keterlibatan berbagai tahap dalam
proses pembangunan, -

Pengggolongan peran serta berdasarkan pada tingkatan organisast

Penggolongan peran serta berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan
Penggolongan peran serta berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan.

Penggolongan peran serta berdasarkan pada efektifitas

. Penggolongan peran serta berdasarkan pada siapa yang terlibat

Penggolongan berdasarkan pada gaya peran serta

oo

N W

Telah dijelaskan di atas bahwa berbicara mengenai peran serta masyarakat dalam
pengelolaan prasarana maka hal-hal yang harus diperhatikan yaitu (Schubeler, 1996:32) peran
serta lebih merupakan proses bukan produk, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
masyarakat, peran serta dapat dilakukan oleh pihak lain dan pentingnya unsur kesediaan
masyarakat. Sehingga dari berbagai pandangan bentuk peran serta yang ada maka peran serta
masyarakat dalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman dapat dikategorikan dalam :
a. Bentuk sumbangan yaitu material, uang, tenaga dan pikiran.

b. Bentuk kegiatan yaitu peran serta dilakukan bersama atau sendiri~sendiri di lingkungan
tempat tinggal masing-masing dan peran serta dikerjakan sendiri oleh masyarakat atau
diserahkan pihak lain. Selain itu bentuk peran serta dapat dikepali dari intensitas dan

frekuensi kegiatan serta derajad kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama.

2.3.4. Ciri-ciri dan Hambatan dalam Peran Serta Masyarakat
Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja,

penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa

peran serta mempunyai ciri-ciri :
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a. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.

b. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.

¢. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).

d. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.

e. Peran masyarakat ; sebagai subyek.

Dengan demikisn peran serta harus mengandung unsur-unsur adanya kesepakatan, adanya
tindakan mengisi kesepakatan tersebut, dan adanya pembagian kerja serta tanggung jawab

dalam suatu organisasi kerja.

Dalam fase-fase pembangunan sesuai dengan pandangan Conyers (1994:186) bahwa
penyebab keengganan masyarakat untuk berperan serta adalah‘ pertama, hasil keterlibatan
masyarakat itu sendiri dimana masyarakat tidak akan berperan serta jika merasa hasil peran
sertanya tidak berpengaruh pada hasil akhir serta kedua, masyarakat enggan berperan sertu
dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau aktifitas yang tidak berpengaruh
langsung yang dapat mereka rasakan.

Korten (dalam Slamet,1994:66-74) menunjuk sejumlah hambatan berkaitan dengan
peran serta masyarakat yaitu:

a. Hé.mbatan dalam badan-badan, tempat pembentukan kebutusan, sikap-nilai-keahlian,
sistem evaluasi, stabilitas penempatan pegawai. Dalam hal terdapat pula hambatan
birokrasi,

b. Hambatan dalam komunitas, kurangnya organisasi lokal yang memadai, kurangnya
keahlian berorganisasi, lemahnya fasilitas komunikasi, perbedaan dalam golongan-

golongan,
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2.3.5, Tingkat Peran Serta Masyarakat

Menurut Arstein (dalam Panudju,1999:69-76) tingkat peran serta masyarakat atau

derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi tingkat peran serta masyarakat. Secara garis

besar tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

a.

Manipulation atau manipulasi

Tingkat peran serta ini adalah yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakal
namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat advising board. Dalam hal i
tidak ada peran serta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan
dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

Therapy atau penyembuhan

Dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang
memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi.
Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut
lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada
mendapatkan masukan dari mereka.

]nfor;mz'ng atau pemberian informasi

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan
berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan
peran serta masyarakat. Meskipun demikian‘yang sering terjadi penekanannya lebih pada
pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat. Tanpa
adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari
masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pa&a akhir perencanaan,

masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana,
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d. Consultdrion atau konsultasi
Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat
merupakan langkah penting dalam menuju peran serta penuh dari masyarakat. Akan tetapi
cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan
ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survei tentang
arah pikir masyarkat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan
masyarakat,

e. Placation atau perujukan
Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal
masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya
beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam
badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota
lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usul dari masyarakat
diperhatikan namun suara masyarakat itu sering kali tidak didengar karena kedudukannya
relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibaﬁding anggota dari instansi
pemerintah.

[ Partnership atau kemitraan
Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara
pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan, Dalam hal ini disepakati bersama
untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan,
penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yaﬁg dihadapi.

8 Delegated power atau pelimpahan kekuasaan
Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk merﬂbuat keputusan pada

rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik
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kekuasaan yang dalam hal 1m adaléh pemerintah harus mengadakan tawar menawar dengan
masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

k. Citizen control atau masyarakat yang mengontrol
Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan
yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat
mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam
hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana

untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana, tanpa melewati pihak ketiga.

CITIZEN CONTROL;: |
i DELEGATED POWER
j  PARTNERSHIP
S . UPLACATION: "
. CONSULTATION .
INFORMING =
- THERAPY .
... MANIPULATION =,

[l ERCR VAL S AV, B e R S R Y ]

GAMBAR 2.1,
TIPOLOGI TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DARI ARSTEIN
Sumber : Panudju 1999 diolah, 2003

Dari ke delapan tipologi tersebut, menurut Arnstein secara umum dapat
dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut :
a. Tidak ada peran serta atau non participation yang meliputi manipulation dan therapy.
b. Peran serta masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau degrees of
tokenism yang meliputi informing, consultation dan placation.
¢. Peran serta masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau degrees of citizen power
yang meliputi partnertship, delegated power dan citizen control.

Meskipun tipologi tersebut di atas berdasarkan kasus-kasus peremajaan kota, dapat pula

dipakai sebagai gambaran atau contoh pada kegiatan-kegiatan lain,
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Untuk niengukur tingkat peran serta dapat dilakukan dengan mengukur tingkat peran
serta individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama yang dapat diukur dengan
skala yang dikemukakan Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet,1994:82-89). Chapin
mengungkapkan bahwa skala peran serta dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terbadap
kriteria-kriteria tingkat peran serta sosial yaitu :

a. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial
b. Kehadiran dalam pertemuan

¢. Membayar iuran/sumbangan

d. Keanggotaan di dalam kepengurusan

e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.

Menurut Goldhamer untuk mengukur peran serta dengan menggunakan lima variabel

yaitu :

a. Jumlah asosiasi yang dimasuki

b. Frekuensi kehadiran

¢. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan
d. Lamanya menjadi anggota.

Berdasarkan skala peran serta individu tersebut maka dapat disimpulkan skala untuk

mengukur peran serta masyarakat yaitu :

a. Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan

b. Keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi

c¢. Keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik

d. Kesediaan memberi furan rutin atau sumbangan berbentuk uang yang telah ditetapkan
2.3.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Serta

Beberapa faktor yang berpengaruh untuk membuat pendekatan peran serta
masyarakat bekerja yaitu ( Yeung,McGee,1986:97-99).

a. Motivasi, insentif bagi kelompok untuk bekerja sama harus ada jika interaksi dan
keterlibatan ingin diberlanjutkan.

b. Kepemimpinan masyarakat, keberadaan struktur kepemimpinan dalam organisasi formal

dan informal di masyarakat.
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c. Keniamp‘uan untuk melakukan Learning approach, adanya fleksibilitas untuk mencoba
aktivitas dan metode baru serta memberi peluang mekanisme feedback untuk belajar dari
kesuksesan dan kesalahan. Dalam hal ini masyarakat diberi hak untuk menentukan
pilthannya sendiri dan menanggung konsekuensinya.

d. Sumber daya, kemampuan sumber daya di masyarakat.

Menurut Schubeler, tingkat peran serta masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan
prasarana lokal tergantung pada sikap warga dan efektifitas organisasi masyarakat. (Schubeler,
1996:66). Sedangkan menurut Sulaiman (1985:39) selain adanya kepercayaan diri, tanggung
jawab sosial, peranan pemimpin, prakarsa dan kepekaan masyarakat maka salah satu unsur
peran serta ad\allah kemauan dan kemampuan masyarakat.

_ Dalam Sastropoetro (1988:12-13), Gordon W. Aliport berpendapat bahwa seseorang
yang berperan serta sebenarnya mengalami keterlibatan egonya yang sifatnya lebih daripada
keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan
perasaannya. Sedangkan Keith Davis mengatakan bahwa peran serta adalah keterlibatan
mental pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya
untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha menqapai tyjuan serta turot
bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Secara teoritis, terdapat hubungan
antara ciri-ciri personal individu dengan tingkat peran serta. T entunya ciri-ciri individu
tersebut yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota
dan terlibat dalam kegiatan yang dilakukan serta besarnya pendapatan (Slamet,1994:137-143)
akan sangat berpengaruh pada kegiatan peran serta.

Salah satu ciri sosial dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di kota adalaﬁ
pada umumnya mereka menunjukkan jiwa bersatu, kepercayaan ﬁada diri sendiri dan

kestabilan yang kuat. Orang-orang rela bekerja sama untuk menanggulangi kesulitan bersama
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dan dalam banyak kasus telah mengorganisasikan diri untuk menyelamatkan rumah dan
masyarakat mereka. Ada suatu sikap informal dan hubungan bertetangga yang baik, yang
mendukung serta memperingan beban orang-orang itu. Banyak daerah yang sangai stabil,
kebanyakan keluarga sudah hidup bertahun-tahun di sana dan telah ikut membentuk kelompok
gubuk-gubuk di tengah masyarakat. Dalam hal ini salah satu ciri sosial ekonomi penduduk
berkaitan erat dengan lama tinggal seseorang dalam lingkungan permukiman dan lama tinggal
ini akan mempengaruhi orang untuk bekerjasama serta terlibat dalam kegiatan bersama.

Ciri-ciri  tersebut juga berhubungan dengan status seseorang dalam lingkungan
masyarakat. Dalam lingkungan perumahan seperti disebutkan Turner (dalam
i’anudju,1999:10), tanpa kejelasan tentang status kepemilikan hunian dan labannya seseorang
atau sebuah kelvarga akan selalu tidak merasa aman sehingga mengurangi minat mereka untuk
memelihara lingkungan tempat tinggalnya. Dalam hal ini status hunian ‘seseorgng akan
berpengaruh pada tingkat peran sertanya dalam kegiatan ‘t;ersama untuk memperbaiki
lingkungan.

Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas,
sehingga akan muncul golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal-hal tertentu,
misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno,1992:136). Faktor usia
tentunya menmuliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berperan serta. Penemuan
menunjukkan 1t).ahwa ada hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut
dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu beberapa fakta menunjukkan bahwa usia
berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berperan serta (Slamgt,1994: 142).

Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang

diperoleh, sescorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap
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terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat
pendidikan dan peran serta. Sedangkan faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta
karena mempengaruhi  derajat  aktifitas  dalam  kelompok dan  mobilitas
individu.(Slamet,1994,115-116)

Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat
untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat
untuk berinvestasi. Besarnya biaya investasi yang akan dilakukan oleh masyarakat tidak
semata-mata bergantung kepada kemampuan menanamkan uangnya, tetapl juga pada
keuntungan dan kepuasah dari apa yang akan mereka dapatkan dari investasi tersebut.
Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil
yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam
Panudju,1999:77-78).

| Peran serta masyarakat hanya akan terjadi bila sejumlah warga dalam unit geografi
tertentu merupakan sebuah komunitas atau minimal merupakan sebuah kelompok kepentingan
yang akan dilayani oleh adanya peran serta fersebut. Kelompok ini merupakan wujud dari
interaksi sosial antar warga. Lebih jauh Bierens den Haanl mengatakan (dalam
Susarito,1999.33-37), bahwa suatu kelompok memperoleh bentuknya dari kesadaran akan
keterikatan pada anggota-anggotanya. Suatu kelompok bukan merupakan jumlah anggotanya
saja, akan tetapi mempunyai suatu ikatan psikologis. Adanya suatu kebutuhan psikologis
manusia untuk mempunyai dan digolongkan pada suatu kelompok, tempat ia berlindung dan
merasa aman. Semakin banyak orang berinteraksi semakin kuat ikatan psikologisnya dengan
lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka
semakin tinggi ikatan psikologisnya dengen lingkungan yang berpeﬁgaruh pada besarnya

keinginan untuk terlibat dalam kegiatan bersama.
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Seperti yang diuraikan dalam sub bab sebelumnya mengenai kebutuhan akan peran
serta masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan ikut
mempengaruhi ikatan psikologis masyarakat dalam berperan serta mengelola prasarana yang
telah dibangunnya. Prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginanl dan kebutuhan
masyarakat, pada umumnya akan memberikan pengalruh positif bagi pemanfaatannya agar
langsung dirasakan masyarakat, serta dapat merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki dari
masyarakat yang pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan
mengembangkan hasil-hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas tersebut
(Yudohusodo dkk,1991:148). |

Sebenarnyalah setiap orang bertindak dan berinteraksi dilandasi pula oleh adanya
persepsi yang 1a ferima terhadap kegiatan peran serta. Persepsi pada hakikatnya adalah proses
kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya,
baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaaan, dan pen¢iuman
(Thoha,2002:123). Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa
persepsi Itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu
pencatatan yang benar terhadap situasi. Dalam persepsi terkandung penguat positif dan negatif
hakekatnya memperkuat respon dan menaikkan kemungkinan terulangnya kembali di kelak
kemudian hari (Thoha, 2002:56-71). Tetapi penguat positif dan negatif terssbut di dalam
mencapai implikasi terhadap perilaku menempuh cara yang berbeda. Penguat positif
memperkuat dan menaikkan perilaku dengan cara menghadirkan konsekuensi-konsekuensi
yang diinginkan. Adapun penguat negatif di dalam rangka mempefkuat dan menaikkan

perifaku tersebut dengan memperhentikan atau menarik dari konsekuensi-konsekuensi yang
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tidak diinginkan. Pengalaman melakukan kegiatan peran serta tanpa mendapatkan manfaat
langsun"g ;rang diperoleh akan mempengaruhi keinginan berperan serta di kemudian hari.

:Di | samping ity teori keseimbangan yang dikembangkan Theodore Newcomb
menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain untuk bertindak dan berinteraksi dapat
didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama
lain. Individu A akan berinteraksi dengan individu B lantaran adanya sikap dan nilal yang
sama dalam rangka mencapai suatu tujuan X, Kesamaan imi dapat berupa kesamaan
pandangan mengenal siapa yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan, Dalam hal im
keinginan berperan serta dipengaruhi oleh kesamaan pandangan mengenai tanggung jawab
dalam pengelolaan prasarana yang telah ada.

Keaktifan warga masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bersama dipengaruhi pula
oleh kepemimpinan. Dalaﬁq Thoha (2002,226-240) disebutkan bahwa pemimpin adalah
seseorang y?mg mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain.
Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan,
lebih javh George R. Terry merumuskan bahwa kepemimpinan adalah aktifitas untuk
mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi. Untuk mengarahkan
tersebut dibutuhkan adanya legitimasi berupa dukungan dari anggota terhadap
kepemimpinannya. Perilaku mengarahkan tersebut dikombinasikan perilaku mendukung akan
membentuk gaya kepemimpinan.

Selain itu terdapat faktor dari pemerintah yang berpengaruh terhadap peran serta
masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam membina swadaya dan peran serta masyarakat
melalui pemberian penyuluhan, penyebaran informasi dan pemberian perintisan (Yudohusodo
dkk,1991:148-149). Di dalam kasus “Perbaikan Kampung” investasi oléh pithak pemerintah

dalam prasarana fisik telah mendorong swadaya dalam pengelolaan lingkungan yang lebih
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diukur dengan tipologi Arstein

» Kesesuaian hasil | » Tingkat kesesuaian hasi
peremajaan  lingkungan peremajaan dengan keinginan dan
permukiman dengan usulan warga
keinginan  dan  usvlan
masyarakat

3.3. | Persepsi kegiatan
peran serta

Persepst pada hakikatnya
adaiah proses kognitif yang
diatami oleh seliap orang di
dalam memahami informasi
tentang lingkungannya

Penilaian kegiatan peran
serta

Persepsi mengenai
tanggung jawab
pengelolaan

Penilaian warga terhadap manfaat
kegiatan bersama warga RW

Tanggapan warga mengenai siapa’

yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan prasarana yang telah
dibangun dim peremajaan
lingkungan permukiman.

3.4 | Kepemimpinan

Kepemimpinan adatah
akiifilas untuk
mempengarvhi orang2 agar
diarahkan mencapai tujuan
organisasi. Kemampuan
pemimpin  terscbut  dpt
dilihat berdasar perannya

Keaktifan pemimpin dim
setiap pertemman/
kegiatan bersama

Peran pemimpin dlm
memberikan pengarahan
Dukungan pemimpin dari
warga

Tingkat kehadiran pemimpin dlm
scitap kegiatan borsama/pertemuan

Iniensitas pemimpin dim
memberikan pengarahan
Intensitas dukungan warga

terhadap pemimpin

dim masyarakat

4 [ FARTORTEKSTERNAL © . 7w

4.1. Peran Pemerintah

Peran pemcrintah adélah

Stimulan konsultasi dan

“.I‘ i I} it L
Ada/tidaknya pemberian bantuan

mempengaruhi akifs masy

peran  dalam memberikan kemudahan oleh pemerintah

stimuian berupa konsultasi, | = Stimulan dana = Prosentase jumlah dana kegiatan yg
material atan dana dan dari tclah diberikan pemerintah dgn
manfaat  yang  diperolch dana yg disediakan warga.
masyarakat berkaitan | = Stimulan material = Prosentase besarnya nilai material
dengan prasarana  yang vg telah diberkan dibandingkan
telah dibangunnya dgn yg disediakan warga,

42. | Peran ketiga | Pihak-pthak dilnar ; = Keaktifan pendamping » Keterlibatan pihak ketiga scbagai
sebagai masyarakat non pemeriniah pendamping dalam kegiatan peran
pendamping yang ikul mengarahkan, serta.

membina dan mendampingi
kegiatan peran serta dan
memberikan akscs sumber
daya di Iuar jangkavan
masyarakat

4.3. | Karakteristik Kondisi dan kinerja dari | » Kinerja Prasarana = Kondisi  prasarana dan fumgsi
prasarana prasarana vang untuk melayaninya

Sumber :Literatur diolah, 2003




BAB III
METODE PENDEKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN PRASARANA
PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian int Iebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) dengan
maksud untuk mengetahui permasalahan serta mendapatkan informasi-informasi dan data
yvang ada di lokasi penelitian. Namun demikian, penelitian ini tidak mengesampingkan
penelaahan pustaka (lirerature study), terutama pada awal penyusunan kerangka pemikiran

dan landasan teori.

3.2, Jenis Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang
berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan
merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau
perseorangan ‘seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan
oleh peneliti (Sugiarto, et al,2001:16-17). Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data
primer melalui survey (field research) yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner, yaitu

pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan tertulis kepada responden.
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a. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.

b. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.

c. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).

d. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.

e. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Dengan demikien peran serta harus mengandung unsur-unsur adanya kesepakatan, adanya
tindakan mengisi kesepakatan tersebut, dan adanya pembagian kerja serta tanggung jawab

dalam suatu organisasi kerja.

Dalam fase-fase pembangunan sesuai dengan pandangan Conyers (1994:186) bahwa
penyebab keengganan masyarakat untuk berperan serta adalah‘ pertama, hasil keterlibatan
masyarakat itu sendiri dimana masyarakat tidak akan berpemn serta jika merasa hasil peran
sertanya tidak berpengaruh pada hasil akhir serta kedua, masyarakat enggan berperan serta
dalam kegiatan yang tidak menarik minat mercka atau aktifitas yang tidak berpengaruh
langsung yang dapat mereka rasakan.

Korten (dalam Slamet,1994:66-74) menunjuk sejumlah hambatan berkaitan dengan
peran serta masyarakat vaitu:

a, H;;tmbatan dalam .badan-badan? tempat pembentukan kebutusan, sikap-nilai-keahlian,
sistem evaluasi, stabilitas penempatan pegawai. Dalam hal terdapat pula hambatan

birokrasi.

b. Hambatan dalam komunitas, kurangnya organisasi lokal yang memadai, kurangnya

keahlian berorganisasi, lemahnya fasilitas komunikasi, perbedaan dalam golongan-

golongan,
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2.3.5. Tingkat Peran Serta Masyarakat

Menurut Arstein (dalam Panudju,1999:69-76) tingkat peran serta masyarakat atau

derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi tingkat peran serta masyarakat. Secara garis

besar tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

a.

Manipulation atay manipulasi

Tingkat peran serta ini adalah yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai
namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat advising board. Dalam hal ini
tidak ada peran serta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan
dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa,

Therapy atau penyembuhan

Dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang
memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi.
Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut
lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada
mendapatkan masukan dari mereka.

Infoz;ming atau pemberian informasi

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan
berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan
peran serta masyarakat. Meskipun demikjan'yang sering terjadi penekanannya lebih pada
pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat, Tanpa
adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari
masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan paﬁa akhir perencanaan,

masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.
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Consultation atau konsultasi

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat
merupakan langkah penting dalam menuju peran serta penuh dari masyarakat. Akan tetapi
cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan
ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survei tentang
arah pikir. masyarkat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan

masyarakat.

. Placation atau perujukan

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal
masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya
beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam
badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota
lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah, Walaupun usul dari masyarakat
diperhatikan namun suara masyarakat itu sering kali tidak didengar karena kedudukannya
relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibar{ding anggota dari instansi
pemerintah.

Partnership atau kemitraan

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara
pthak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama
untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan,
penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yaﬁg dihadapi.

Delegated power atau pelimpahan kekuasaan

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memi)uat keputusan pada

Tencana atan program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik
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kekuasaan yang dalam hal im adaleih pemerintah harus mengadakan tawar menawar dengan
masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

h. Citizen control atau masyarakat yang mengontrol
Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan
yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat
mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam
hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana

untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana, tanpa melewati pihak ketiga.

ITIZEN.CONTROI
DELEGATED POWER |
.~ PARTNERSHIP =
e UPLACATION .
. CONSULTATION

S INFORARG
THERAPY }
~:MANIPULATION . |

—ib Wi L[N ~T 00

GAMBAR 2.1.

TIPOLOGI TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DARI ARSTEIN
Sumber > Panudju 1999 diolah, 2003

Dari ke delapan tipologi tersebut, menurut Amstein secara umum dapat
dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut :
a. Tidak ada peran serta atau non participation yang meliputi manipulation dan therapy.
b. Peran serta masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau degrees of
tokenism yang meliputi informing, consultation dan placation.
¢. Peran serta masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau degrees of citizen power
yang meliputi partnertship, delegated power dan citizen control.

Meskipun tipologi tersebut di atas berdasarkan kasus-kasus peremajaan kota, dapat pula

dipakai sebagai gambaran atau contoh pada kegiatan-kegiatan lain.
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Untuk mengukur tingkat peran serta dapat dilakukan dengan mengukur tingkat peran
serta individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama yang dapat diukur dengan
skala yang dikemukakan Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet,1994:82-89). Chapin
mengungkapkan bahwa skala peran serta dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap
kriteria-kriteria tingkat peran serta sosial yaitu :

a. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial
b. Kehadiran dalam pertemuan

c. Membayar iuran/sumbangan

d. Keanggotaan di dalam kepengurusan

e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.

Menurut Goldhamer untuk mengukur peran serta dengan menggunakan lima variabel
yaitu
a. Jumlah asosiasi yang dimasuki
b. Frekuensi kehadiran
¢. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan
d. Lamanya menjadi anggota.

Berdasarkan skala peran serta individu tersebut maka dapat disimpulkan skala untuk
mengukur peran serta masyarakat yaitu
a. Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan
b. Keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi
¢. Keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik
d. Kesediaan memberi iuran rutin atau sumbangan berbentuk vang yang telah ditetapkan
2.3.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Serta

Beberapa faktor yang berpengaruh untuk membuat pendekatan peran serta
masyarakat bekerja yaitu (Yeung,McGee,1986:97-99):

a. Motivasi, insentif bagi kelompok untuk bekerja sama harus ada jika interaksi dan
keterlibatan ingin diberlanjutkan.

b. Kepemimpinan masyarakat, keberadaan struktur kepemimpinan dalam organisasi formal

dan informal di masyarakat.
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C. Kenriampuan untuk melakukan _Léarning approach, adanya fleksibilitas untuk mencoba
aktivitas dan metode baru serta memberi peluang mekanisme feedback untuk belajar dari
kesuksesan dan kesalahan. Dalam hal ini masyarakat diberi hak untuk menentukan
pilihannya sendiri dan menanggung konsekuensinya.

d. Sumber daya, kemampuan sumber daya di masyarakat.

Menurut Schubeler, tingkat peran serta masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan
prasarana lokal tergantung pada sikap warga dan efektifitas organisasi masyarakat. (Schubeler,
1996:66). Sedangkan menurut Sulaiman (1985:39) selain adanya kepercayaan diri, tanggung
jawab sosial, peranan pemimpin, prakarsa dan kepekaan masyarakat maka salah satu unsur
peran serta adleliah kemauan dan kemampuan masyarakat,

_ Dalam Sastropoetro (1988:12-13), Gordon W. Allport berpendapat bahwa seseorang
yang berperan serta sebenarnya mengalami keterlibatan egonya yang sifatnya lebih daripada
keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti kelerlibatan pikiran dan
perasaannya. Sedangkan Keith Davis mengatakan bahwa peran serta adalah keterlibatan
mental pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya
untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha menqapai tujuan serta turnt
bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Secara teoritis, terdapat hubungan
antara ciri-ciri personal individu dengan tingkat peran serta. Tentunya ciri~ciri individu
tersebut yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan, Jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota
dan terlibat dalam kegiatan yang dilakukan serta besarnya pendapatan (Slamet,1994:137-143)
akan sangat berpengaruh pada kegiatan peran serta.

Salah satu ciri sosial dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di kota adalaﬁ
pada umummya mereka menunjukkan Jiwa bersatu, kepercayaan pﬁda diri sendiri dan

kestabilan yang kuat. Orang-orang rela bekerja sama untuk menanggulangi kesulitan bersama
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dan dalam banyak kasus telah mengorganisasikan diri untuk menyelamatkan rumah dan
masyarakat mereka. Ada suatu sikap informal dan hubungan bertetangga yang baik, yang
mendukung serta memperingan beban orang-orang itu. Banyak daerah yang sangat stabil,
kebanyakan keluarga sudah hidup bertahun-tahun di sana dan telah ikut membentuk kelompok
gubuk-gubuk di tengah masyarakat. Dalam hal ini salah satu ciri sosial ekonomi penduduk
berkaitan erat dengan lama tinggal seseorang dalam lingkungan permukiman dan lama tinggal
it akan mempengaruhi orang untuk bekerjasama serta terlibat dalam kegiatan bersama,

Ciri-ciri tersebut juga berhubungan dengan status seseorang dalam lingkungan
masyarakat. Dalam lingkungan perumahan seperti disebutkan Turner (dalam
Panudju,l999:10), tanpa kejelasan tentang status kepemilikan hunian dan lahannya seseorang
atau sebuah keluarga akan selalu tidak merasa aman sehingga mengurangi minat mereka untuk
memelihara lingkungan tempat tinggalnya. Dalam hal ini status hunian 'seseore_mg akan
berpengaruh pada tingkat peran sertanya dalam kegiatan l;ersama untuk memperbaiki
lingkungan.

Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas,
sehingga akan muncul golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal-hal tertentu,
misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno,1992:136). Faktor usia
tentunya memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berperan serta. Penemuan
menunjukkan bghwa ada hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut
dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu beberapa fakta menunjukkan bahwa usia
berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berperan serta (Slamgt,l994: 142).

Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang

diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap
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terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat
pendidikan dan peran serta. Sedangkan faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta
karena mempengaruhi  derajat  aktifitas  dalam  kelompok dan  mobilitas
individu.(Slamet,1994,115-116)

Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat
untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengarvhi kemampuan finansial masyarakat
untuk berinvestasi. Besarnya biaya investasi yang akan dilakukan oleh masyarakat tidak
semata-mata bergantung kepada kemampuan menanamkan uangnya, tetapi juga pada
keuntungan dan kepuasa.n dari apa yang akan mereka dapatkan dari investasi tersebut,
Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil
yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam
Panudju,1999:77-78).

Peran serta masyarakat hanya akan terjadi bila sejumlah warga dalam unit geografi
tertentu merupakan sebuah komunitas atau minimal merupakan sebuah kelompok kepentingan
yang akan dilayani oleh adanya peran serta tersebut. Kelompok ini merupakan wujud dari
mteraksi sosial antar warga. Lebih janh Bierens den Haanl mengatakan (dalam
Susanto,1999:33-37), bahwa suatu kelompok memperoleh bentuknya dari kesadaran akan
keterikatan pada anggota-anggotanya. Suatu kelompok bukan merupakan jumlah anggotanya
saja, akan tetapi mempunyai suatu ikatan psikologis. Adanya suatu kebutuhan psikologis
manusia untuk mempunyai dan digolongkan pada suatu kelompok, tempat ia berlindung dan
merasa aman. Semakin banyak orang berinteraksi semakin kuat ikatan psikologisnya dengan
lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka
semakin tinggi ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang berpeﬁgaruh pada besarnya

keinginan untuk terlibat dalam kegiatan bersama,
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Seperti yang diuraikan dalam sub bab sebelumnya mengenai kebutuhan akan peran
serta masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan ikut
mempengaruhi ikatan psikologis masyarakat dalam berperan serta mengelola prasarana yang
telah dibangunnya. Prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
masyarakat, pada umumnya akan memberikan pengafuh positif bagi pemanfaatannya agar
langsung dirasakan masyarakat, serta dapat merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki dari
magyarakat yang pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan
mengembangkan hasil-hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas tersebut
(Yudohusodo dkk,1991:148). |

Sebenarnyalah setiap orang bertindak dan berinteraksi dilandasi pula oleh adanya
persepsi yang ia terima terhadap kegiatan peran serta. Persepsi pada hakikatnya adalah proses
kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya,
batk lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaaan, dan penciuman
(Thoha,2002:123). Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa
persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu
pencatatan yang benar terhadap situasi. Dalam persepsi terkandung penguat positif dan negatif
hakekatnya memperkuat respon dan menaikkan kemungkinan terulangnya kembali di kelak
kemudian hari (Thoha, 2002:56-71). Tetapi penguat positif dan negatif tersebut di dalam
mencapai implikasi terhadap perilaku menempuh cara vang berbeda. Penguat positif
memperkuat dan menaikkan perilaku dengan cara menghadirkan konsekuensi-konsekuensi
yang diinginkan. Adapun penguat negatif di dalam rangka mempefkuat dan menaikkan

perilaku tersebut dengan memperhentikan atau menarik dari konsekuensi-konsekuensi yang




37

tidak diinginkan. Pengalaman melakukan kegiatan peran serta tanpa mendapatkan manfaat
Iangsun“g 3;aﬁg diperoleh akan mempengaruhi keinginan berperan serta di kemudian hari.

!Di | samping itu teori keéeimbangan yang dikembangkan Theodore Newcomb
menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain untuk bertindak dan berinteraksi dapat
didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama
lain. Individu A akan berinteraksi dengan individu B lantaran adanya sikap dan nilai yang
sama dalam rangka mencapai suatu tujuan X. Kesamaan ini dapat berupa kesamaan
pandangan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini
keinginan berperan serta dipengaruhi oleh kesamaan pandangan mengenai tanggung jawab
dalam pengelolaan prasarana yang telah ada.

Keaktifan warga masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bersama dipengaruhi pula
oleh kepemimpinan. Dalarﬁ Thoha (2002,226-240) disebutkan bahwa pemimpin adalah
sescorang  yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain.
Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan,
lebih jauh George R. Terry merumuskan bahwa kepemimpinan adalah aktifitas untuk
mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan orgam'sasi._ Untuk mengarahkan
tersebut  dibutuhkan adanya legitimasi berupa dukungan dari anggota terhadap
kepemimpinannya. Perilaku mengarahkan tersebut dikombinasikan perilaku mendukung akan
membentuk gaya kepemimpinan.

Selain itu terdapat faktor dari pemerintah yang berpengaruh terhadap peran serta
masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam membina swadaya dan peran serta masyarakat
melalui pemberian penyuluhan, penyebaran informasi dan pemberian perintisan (Yudohusodo
dkk,1991:148-149). Di dalam kasus “Perbaikan Kampung” investasi oléh pihak pemerintah

datam prasarana fisik telah mendorong swadaya dalam pengelolaan lingkungan yang lebih




